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PELAKSANAAN PROGRAM KABINET KERDJA

DALAM BIDANG PEMERINTAHAN .

§ 1 .

MASALAH MENGENAI

PENERAPAT PRESIDEN NO 6 TAHUN 1959.

Disamping tindakan drastis terhadap monetor jang baru2 ini di

ambil oleh Pemerintah , Pemerintah dalam sidang2 berikutnja memulai

membitjarakan tindalan2 lain jang akan diambil dalam bidang Pemerintahan ,

Dalam salah satu sidang Kabinet jang diadakan pada tanggal 8 Sep

tember malam , telah mendengar laporan Menteri Dalam Negeri & Otonomi

Daerah tentang perdjalanannja ke Tg . Pinang baru2 ini untuk melaporkan

dan minta pengesahan Presiden mengenai suatu rantjangan Penetapan Pre

siden tentang Pemerintah Daerah , jang telah diterima baik oleh Kabinet

Kerdja dalam sidangnja pada tgl . 1 September 1959 .

Pemerintah pada tgl . 9 September 1959 pagi , telah menjiarkan Nas

kah Penetapan Presiden no , 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah be

serta pendjelasannja jang terdiri dari 23 pasal ( lihat lampiran ) .

Didalam Penetapan Presiden itu , dikemukakan pula bahwa penetapan

tsb . ditanda - tangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 September

1959 di Tg . Pinang.

Pidato radio Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah .

Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah , Ipik Gandamana dalam pida

to radionja a.l. mengatakan , diadakannja Penetapan Presiden no , 6 th : 59

ialah karena sistim pemerintahan daerah jang kita miliki dewasa ini

jaitu jang termuat dalam Undang2 no . 1 tahun 1957 , tidaklah mengandung1

azas demokrasi terpimpin dan tidak mendjamin harmoni dalam kelantjaran

Pemerintah diseluruh Negara , djadi tidak hanja dipusat tetapi d juga di

daerah2 , Dalam Undang2 no . I th : 57 tidak memberikan kedudukan jang kuat

kepada Kepala Daerah, kedudukon mana djustru sangat diharapkan untuk

dapat mendjalankan pemerintahan jang stabil dan effisien ,

Berhubung dengan itu maka didalam rangka lembali ke U.U.D. 45 dan

pelaksanaan demokrasi terpimpin , sistim pomerintahan tsb , perlu diganti

dengan sistim jang lebih mendjamín stabiliteit dan effisiensi jang

kita tjitaĉkan itu . Sistim inilah jang terkandung dalam Penetapan Pre

siden no . 6 th , 1959 itu .

Disamping itu ada dua masalah penting , jang harus mendapat per

hatian sepenuhnja dari Pemerintah , jaitu :

1. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus

dengan mend jund jung faham desentralisasi territorial , dan

2. bahwa dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah harus di

hapuskan .

Konponerisi
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Konperensi pers Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah ,

Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah dalam konperensi pers pada

tgl . 10 September'59 atas pertanjoan2 mengenai Penetapan Presiden

no . 6 th'59 menerangkan , bahwa penetapan tsb , adalah land jutan dari

pada pelaksanaan dulrit Presiden den morupakan djembatan kearah ter

tjapainja idamaan rakjat didaerah2 mengenai pelaksanaan otonomi daerah .

Sebagai kelandjutan dari pelaksanaan dekrit Presiden, Penetapan

Presiden tsb . tidak akan diad jukan kepada Parlemen, tetapi akan di

pertanggung - djawabkan oleh Presiden kopada Madjelis Permusjawaratan

Rakjat .

Atas pertanjaan2 lain diterangkan selandjutnja bahwa Kenala Dae

rah menurut penetapan Presiden no , 6 th'59 itu , bukenlah merupakan

tokoh jang absoluut , karena pada dasarnja ia harus bekerdja sebaiknja

dengan DPRD dan ia adalah tenaga jang diodjukan DPRD sendiri . Kekura

saan Presiden untuk mencangkat seorang pepala Daerah jang bukan di

usulkan oleh DPRD, hanjalah morunakan suatu tindakan koreksi untuk

mendjaga supaja Kepala Daerah adalah memang " the right man " .

Uraian Departemen Penerangan tentang P . ? . no . 6 th , 1959 .

Dimuka tjorong R.R. , Sabtu malam , tgl . 12/13 September 1959

Departemen Penerangan menjatakan , bahwa dengan diumumkannja Penetapan

Presiden no . 6/1959 jang menetapkan bentuk dan susunan serta kekua

saan , tugas dan kewadjibon pemerintoh daerah , maka Pemerintah sudah

mad ju selangkah lagi dalam usahanje untuk retooling disegala bidang ,

sebagai kelandjutan dari dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tgl . 5

Djuli 159 untuk kembali kepada U.U.D.'45 , mengadakan penjusunan baru

dibidang executief .

Pemerintah menganggap sangat ponting revolusi ketatanegaraan

jang telah diloksanakan niveau pusat segera diikuti oleh struktur

vertikal , jang berarti revolusi ketatanogaraan harus berlangsung pula

di - daerah2 . Kedjadian ini sebenarnja harus sudah berlangsung sodjak

lama , tetapi persoalannja bukan merupalan hal jang bisa diselesaikan

dengan begitu sadja . Perumusan peraturannje memerlukan waktu dan pemi

kiran se -masak2nja , seperti sekarang sudah dapat diumumkan hasilnja ,

Djadi adalah tidak benar bahwa Penetapan Presiden tentang pero

bahan struktur pemerintahan daerah ini dikeluarkan setjara ter-gesa2 ,

behkan sebenarnja sudah agak lambat . Karena pemerintahan di pusat suo

dah disesuaikan dulu susunannje sesuai dengan U.U.D.'45 dan pelaksa

naan demokrasi terpimpin sedang daeraha belum ; tegasnja kelandjutan

dekrit Presiden herus segera dilakukan djupa di - daerah2 .

Peraturan ini bukanlah peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah se -mata2 tetapi adalah peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerin

tah berupa penetapan Presiden . Pelaksanaan retooling pemerintahan daco

rah ini tidak dapat di -pisah2kan dengan apa jang sudah dide?ritkan

Presiden ,
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nesiden , jang nantinja akan dipertanggung - djawabkan kepada Madjelis

Permusjawaratan Rakjat .

Tindakan dibidang pomerintahan daerah ini didasarkan kepada ke

pentingan jang pokok , selain untuk mentjiptokan keselarasan dikalangan

pemerintah daerah djura untuk merobak hal2 jang bertentangan dengan

maksud stabilisasi pemerintahan ,

Dalam pada itu Pom rinich tidak mengabaikan suatu masalah jang

penting jakni bahwa politik dekongentrasi dan desentralisasi harus ber

djalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial ,

Dasar ini terdjamin dalam struktur Pemerintahan jang akan datang

dimana Kepala Daerah diangkat dari antara tjalon jang diad jukan oleh

DPRD jang bersangkutan .

Kalau dalam penetapan itu disebut Presiden dan Menteri Dalam Ne

geri ?. Ctonomi Daerah boleh menetapkan penganckatan Kepala Daerah di

luar pentjalonan DPRD , hal ini adalah se -mata2 untuk menengahi djika

misalnja timbul portentangan2 mengenai pentjalonan didaerah . Dan kira

nja tidak akan terdjadi pongangkatan diluar pentjalonan itu , apabila

sudah ada kebulatan dan daerah2 sudah mempunjai djago2 jang sudah me

rupakan " the right man in the right place " .

Perlu diketahui pula bahwa kekuasaan Kepala Daerah dengan berla

kunja Penetapan Presiden tormaksud tidaklah absoluut . Karena ber-sama2

DPRD Kepala Daerah bekordja monunaikan tugasnja,

PIDATO RADIO MENTERI IPIK GANDAMANA

MENGENAI PENIA : PRESIDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH ,

Pidato selengkapnja duri nontcri dalam negori / otonomi daerah ter

sebut adalah sbb :

Pada hari ini telah diundangkan Penetapan Prosidon no . 6 tahun 1959 ,

jang menetapkan bantuk dan susunan , serta kekuasaan , turas dan kewadjib

an Pemerintah Daoran ,

Oleh karena Penetapan Presiden tersebut mombawa perobohan jang

prinsipil dalam pimpinan serta kekuasaan Pemerintah Daerah , maka kami

menganggap perlu menjampaikan sepatah dua patah kata kepada Saudara2

sekalian , sebagai penanggung djawab tertinggi dibidang pomerintahan

didaerah Saudara2 masing - masing .

Sedjak dikeluarkannja Oekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959 ,

maka pemerintahan dipusat setjara berangsur -angsur , telah disesuaikan

dengan ketentuan - ketentuan daları U.U.D. 1945 dan azas demokrasi ter

pimpin , Jang terpentinę diantoranja , ialah :

1 , pembentukan kabinet Kordja , jang Menteri - Menterinja merupakan

pembantu dari dan honja bertanggung ajawab kepada Presiden , dan

2. penjumpahan kembali anggota 2 DPR sebagai anggota2 DPR , jang

mendjalankan tugas kowadjibannja berdasarkan U.U.D. 1945 .

Badın2

.
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Badan2 pemerintahan dipusat , setelah mengalami " retooling " , telah,

mulai menggerakkan roda pemerintahan dalam bidangnja masing-masing

dengan segala kekuatan jang ada padanja .

Apabila kita menghendaki kelantjaran pemerintahan diseluruh Negara

djadi tidak hanja dipusat tetapi djuga didaerah-daerah , maka untuk ke

lantjaran itu, antara pusat dan daerah harus ditjiptakan suatu harmoni .

Harmoni ini harus berupa keseragaman dalam bentuk dan susunan ser

ta kekuasaan tugas dan kewadjiban pemerintahan dipusat dan didaerah,

Dengan demikian badan-badan pemerintahan didaerahpun , harus disesuaikan

dengan ketentuan-ketentuan dalam U.U.D. 1945 dalam rangka pelaksanaan

demokrasi terpimpin .

Disamping itu ada dua masalah penting , jang harus mendapatkan per

hatian sepenuhnja dari Pemerintah , jaitu :

1. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus

dengan mend jund jung fahan desentralisasi territorial , dan

2. bahwa dualisme dalam pimpinan pemer ntahan didaerah harus di

hapuskan .

Meland jutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti me

landjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus ru

mah tangganja sendiri .

Akibatnja ialah , bahwa urusan2 , jang kini termasuk kewenangan pe

merintah pusat , setjara berangsur- angsur akan beralih mendjadi kewe

nangan pemerintah daerah ,

Sudah barang tentu tindakan2 mengalihkan kewenangan itu harus di

sesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan daerah masing2 . U.U. no . 6

th . 1959 dapat didjadikan dasar landasan untuk menud ju kearah realisasi

politik dekonsentrasi dan desentralisasi itu .

Adapun jang dimaksud dongan dualisme dalam pimpinan pemerintahan

daerah ialah, bahwa didaerah pada waktu ini ada dua pimpinan jang ber

diri terpisah, mengenai dua bidang pekordjaan , jang pada hakekatnja sa

ngat erat hubungannja satu sama lain, jaitu :

1. bidang pemerintahan umum pusat didaerah , jang didjalankan oleh

i corps pegawai pemerintah pusat didaerah , jan lazim disebut

corps Pamong pradja dan

2. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (mede

bewind ) jang didjalankan oleh Pemerintah Daerah ,

Adanja dualisme ini sering menimbulkan pertentangan antara fihak

jang satu dengan fihak lainnja ,

Pertentangan ini tidaklah disebabkan karena ada salah satu fihak

jang tidak atau kurang bersedia untuk mengadolan kerdja sama , akan te

tapi keadaan jang demikian itu semata-mata disebabkan karena sistim

pemerintahan jang bersifat dualistis itu sendiri , jang dalam banjak hal

tidak dapat menentukan batas2 jang tegas mengenai kewenangan masing

masing fihak ,

Djelaslah ,
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Djelaslah, bahwa keadaan ini sangat menghambat roda pemerintahan ,

ian oleh karena itu perlu segera ditjarikan djalan penjelesaian .

Sistim pemerintahan daerah jang kita miliki dewasa ini , jaitu

jang termuat dalam Undang - undang No. 1 tahun 1957 , tidaklah mengandung

azas demokrasi terpimpin dan tidak mendjamin harmoni jang kami sebut

diatas , Undang - undang No. 1 tahun 1957 tidak memberikan kedudukan jang

uat kepada Kepala Daeren , kedudulan mona djustru sangat diharapkan

untuk dapat mondjalankan pemerintahan jang stabil dan effisien ,

Berhubung dengan itu maka dalam rangka kembali ke U.U.D. 1945

dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, sistim pemerintahan tersebut per

lu diganti dengan suatu sistim jang lebih mendjanin stabiliteit dan

effisiensi jang kita tjita- tjitakan itu . Sistim inilah jang terkandung

dalam Penetapan Presiden no . 6 tahun 1959 , jang telah diundangkan pada

hari ini .

Dalam Penetapan Presiden tersebut ditetapkan bentuk dan susunan

serta kekuasaan, tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah, jang pokok

pokoknja adalah sebagai berikut :

1. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan pin

pinan dalam bidang pemerintahan daerah diletakkan ditangan se

orang Kepala Daerah ; dengan domilian hapu oloh adanja dualismo

dalam pemerintahan didaerah .

2. berhubung pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan

pekerdjaan , baik pada bidang pemerintah pusat , maupun pada bi

dang pemerintah daerah, Kepala Daerah diangkat olch Pemerintah

Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara ,

Pengangkatan itu dilakukan dari antara tjalon- tjalon jang

diadjukan oleh Dewan Perwakilan rakjat Daerah jang borsangkutan ,

tjalon- tjalon mana harus memenuhi sjarat-sjerat pendidikan , ke

tjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan . Namun Presiden, Men

teri Dalam Negeri dan Ctonomi Daorah dapat menentukan pengang

katan diluar pentjalonan tersebut .

3. Kepala Daerah tidak bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan

Kakjat daerah dan oleh kerena itu tida! dapat diberhentikan ,

karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .

4. Sebagai alat pümerintah pusat , Kcpola Daerah :

a . mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah ;

bo monjolenggarakan koordinasi antara djanetan - djawatan peme

rintah pusat didaerah ran antara djawatan- djawatan tersebut

dengan pemerintah daerah ;

c . melakukan pengawasan atas djalonnja pomerintahan daerah ;

d . mendjalankan lain - lain kewenangan umum jang terletak dalam

1.

6

es

1

ro

b

1

bidang urusan pemerintah pusat ;

a s/d d menurut perundangan jang berlaku , dan jang hin ga kinia S

didjalankan oleh Gubernur bagi Daerah tingkat I dan oleh Bupati /

Walikota bagi daerah tingl :at II .

5. Sebagai

1
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5. Sebagai alat pemerintah daerah Kopala Daerah bertindak sebagai

pemegang kekuasaan eksekutip , baik dibidang urusan rumah tangga

daerah ( otonomi ) , maupun dibidang tugas pembantuan dalam peme

rintahan (medebewind ) .

6. Dalam mendjalankan tugasnja dibidang urusan pemerintah daerah,

Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Penorintah Haran ;

Anggota- anggota badan ini sedapat - dapatnja diangkat dari tja

lon- tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;

7. Kekuasaan eksekutip jong dijalankan oleh Kepala Daorah tidak

lagi bersifat kolegial , akan tetapi sebaliknja d juga tidak me

ninggalkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan ;

Anggota - anggota Badan Fencrintah Harian merupakan pembantu Ke

pala Dacrah dan harus bebas dari koanggotaan partai politik ,

8. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan kekuasaan , tugas

dan kewadjiban pemerintahan daerah menurut peraturan per

undangan jang berlaku , selama tidak bertentangan dengan ke

tentuan - ketentuan dalam Penetapan Presiden ini .

9. Penjelenggaraan pemorintahan daerah dibidang otonomi dan tugas

pembantuan dalam pemerintahan , tetap dilakukan bordasarkan ke

tentuan-ketentuan dalam Undang -undang No. 1 tahun 1957 , ketjuali

apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penctaden

Presiden ini .

Seland jutnja mongenai penjelesaian kedudukan Kepala Daerah ; Dewan

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Kalijat Daerah jang sekarang ada ,

ditentukan sebagai berikut :

l.. Dewan Perwakilan Raljat Daerah jang ada mendjadi Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah menurut penetapan Presiden ini ,

Anggota - anggotanja diwadjibkan mengangkat sumpah atau mengutjap

kan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

atau pendjabat jang ditundjuk olehnja ;

2. Dewan Pemerintah Dacrah jang ada dibubarkan dan bekas anggota

Dewan tersebut diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Ha

rian, ketjuali mereka jang menjatakan tidak bersedia ,

Djuga ( bekas ) Kepala Daerah jang tidak diangkat kembali sebagai

Kopala Daerah menurut penetapan Presiden ini dapat diangkat men

djadi anggota Badan Pericrintah Harian , apabila ia menjatakan ke

sediaannja untuk itu .

Demikianlah dalam garis besar pokok-pokok jong termuat dalam Pene

tapan Presiden no . 6 tahun 1959 ,

Dengan sistim pemerintahan ini diharapkan , bahwa program kabinet

cordja , jang terdiri dari 3 pasal jang telah terkenal itu , akan dapet

lilaksanakan dengan sebaik -baiknja .

Untuk molaksanakan Penetanan Presiden tersebut oleh Departomen kami

akan segera dikeluarkan instruksi -instruksi dan disamping itu alian di

lirimkan pula pendjabat -pendjabat kedaerah-daerah untuk memberikan

pendjolasan

.
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ndjelasan - pendjelasan disekitar pelaksanaan tersebut .

Kami mengharapkan bentuan jang sebesar -hesarnja dari Saudara2 se

kalian , agar supaja instruksi - instruksi itu dapat dilaksanakan dengan

tertib , dalam waktu jang sesingket - singkatnja ,

Harapan menteri .

Dalam pada itu kami mengharapkan koichlasan dan pula pengertian

sepenuh - nenuhnja dari saudara2 sekalian akan keluhuran tudjuan , jang

ingin ditjapai dengan mondjalankan sistim pemerintahan daerah jang ter

muat dalam Penetapan Presiden ini .

Tudjuan tersebut tak lain , ialah turwud judnja suatu pemerintahan

daerah jang stabil den effision , ng sanggup membawa rakjat kepintu30

gerbang kumakmuran dan kesd cateraan . Dengan adanja koichlasan dan

pengertian jang demikian itu , maka kami portjaja , bahwa masing2 akan da

pat dan bersedia menjampingkan kepentingan perseorangan dan / atau go

longenoja .

I jakin , bahwa dengan bantuan Saudara2 sekalian , reorganisasi

dari pemerintahan daerah ini alan dapat disolesaikan dalam waktu jang

singkat , untuk kebahagiaan rakjat , jajanm pada waktu ini kita bersama

mendapatkan kehormatan melaksanakannja . ( PIA, 10-9-1959 ) .

Presiden / Ketua D.P.A, telah menentukan , D.P.A. dalam sidangnja ke

3 tanęgal 20 s/d 22 Oktober 1959 nanti akan membitjarakan PP N0.6/1959 ..

( Sulindo , 28 Sopt.'59 ) .

INSTRUKSI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR DJAWA TENGAH .

Sekretaris Gubernur Djawa Tongah , Mr. Sutarmo , menjatakan bahwa

ielah diterima instruksi dari Pemerintah Pusat j.l. antara lain menja

takan tidak boleh membitjarakan lagi PP NO . 6/159 , baik oleh Pemerintah

Daerah Otonom maupun oleh podjabat resmi lainnje .

INSTRUKSI MERETOOL PEMERINTAH DAEHATI + URUTAN PROSEDURE ,

Departemen Dalam Negeri & Otonomi Daerah dalam keterangannja kepada

Sk . " Pedoman " mengatakan bahwa Mentori Inti Dalam Nogeri & Otonomi Dae

rah Ipik Gandamana telah menginstruksikan dalam bulan September 159 ,

agar semua DPRD Swatantra tingkat II diseluruh Indonesia surah harus di

retool dan disesuaikan dengan 1.0.D. 145 .

Dalam instruksi ini selandjutnja dinjatakan , bahwa DORD - 2 Swt . I dan

DPRD- 2 II diseluruh Indonesia sudah harus disumpah berdasarkan PP NO . /

59 dan DPRD- 2 lama akan dibubarlan .

Diterangkan , bahwa setelah DPRD - 2 Swt . I dan II disumpah berdogar .

kan PP No. 6/59 sesuai dengan kembalinja ke UUD 145 dan demokrasi ter

pimpin maka DPRD- 2 jang sudah diretool itu mengadakan sidangnja untuk

memilih kepala2 daerahnja berdasarkan PP No. 6/59 tsb .

DPRD- 2
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DPRD- 2 Swt . I memilih kembali beberapa tjalon kepala daerah / gu

bernur sesuai dengan sjarat2 jang ditentukan dalam PP No.6/59 dan ke

mudian tjalon2 tsb . diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri & Otonom Dae

rah ,

Selandjutnja Menteri memilih tjalon2 tsb . dan mengadjukannja kepa

da Kabinet untuk dise tudjui dan kemudian diadjukan kepada Presiden un

tuk diangkat .

DPRD-2 Swt . II dalam suatu sidangnja pula harus memilih kembali

beberapa tjalon jang sjarat2nja seporto ditentukan oleh PP No.6/59 .

Tjalon2 kemudian diadjukan kepada Gubernur / Kepala Daerah Swt . I jang

kemudian diad jukan kepada Menteri Dalam Negeri jang memilih diantara

tjalon2 tsb . untuk kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri mendjadi

Bupati , kepala daerah Swt . II . ( Pedoman, 14 Okt.'59 ) .

DAERAH2 MULAI LAKSANAKAN P.P. 4o . 6/1959,

Menurut berita2 jang sampai di Djakarta , beberapa daerah Swt . I

dan II misalnja Riau, Djawa Barat dan Sulawesi , sudah menetapkan tang

gal2 sidang kilat istimewa DPRD masing2 untuk memenuhi instruksi Men

teri Dalam Negeri & Otonom Daerah guna pelaksanaan PP 10 , 6/59 .

( Abadi, 15 Okt , '59 ) .

KONPERENSI DINAS MENTERI DALAM NEGRI DENGAN PARA GUBCRNUR , KEPALA

DAERAH SWT . I DAN KETUA DPRD SWT . I TELAH DIMULAT DI BANDUNG ,

Menurut keterangan jang diperoleh " Antara " djawaban Menteri itu

tidak akan bersifat rolitis jang berupa pertanggungan djawab , oleh ka

rena Menteri sekarang ini tidak bertanggung djawab kepada Parlemen atau

Instansi lainnja , melainkan kepada Presiden . ( Duta Mas jarakat, 16/1015

Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah , Ipik Gandamana , dalam Kon

perensi Dinas antar kepala Daerah / Ketua DPRD /Gubernur se Indonesia , te

lah menjetud jui penundaan dari masa berlakunja keguguran seorang anggo

ta DPRD jang belum disumpah sesuai dengan iklim jang beru , kembali ke

UUD 1945 dari tgl. 28 Nop . mendjadi 7 Des . 1959 ,

Selandjutnja Menteri meniatakan bahwa Daerah2 tidak dibenarkan mem

bahas segi politis dari PP No. 6/1959 itu, dan menjerahkan persoalan

itu pada taraf jang lebih tinggi , jaitu D.P.A. dan D.P.R.

( Abadi , 16/10-159 ) .

GUBERNUR SUMATHA SELATAN KIRIM INSTRUKSI KEDAERAH SEKITAR PP No.6/159 .

Gucrna Sumatre. Szlatan Husein selaku penanggung djawab dalam pe

11k anazin Pembertukar Pererintahan Daorah tingkat I , II dan Kotapradja

di uli: a Szlat212 tgl . 10 Oktober jl . telah mengirim instruksi kepada

pai's 19 : iiert, 110.27:, Pi , Eupati , Kepala Pemerintahan limum dan kepala2

Da vidid 17.8k ? ' 1 iur. II Botapradja di Sumatra Selatar , tentan pamjen

tikan Pesicrintahan didaerah menurut PP No. 6/1959 , D ? : 21.

9
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Dalam instruksi tsb , diminta agar sedapat-dapatnja DPRD- 2 tgl . 19

Oktober mengadakan sidang kilat istimewa, jang membitjarakan pengalihan

status DPRD , kemudian mereka dilantik dan disumpah mendjadi ancgota2

DPRD baru .

Pada umumnja , sidang kilat istimewa DPRD- 2 ini , per - tama2 akan me

minta pendapat para angmota , apalah mereka bersedia atau tidak bersedia

mendjadi anggota DPRD baru , sesuai dençan penetapan Presiden No. 6/1959 .

( Duta rasjarakat , 16 /10-159 ) .

IPIK AKAN LAPOR SEKITAR PP No. 6/1959 .

M.P. Djuanda menerangkan kepada pers bahwa peraturan Presiden No.

6 akan dibitjarakan oleh DPAS dalam sidangnja j.a.d , jang akan dihadiri

pula oleh kalangan Pemerintah .

Sebelum itu , Menteri Inti Dalam Negeri / otonom Daerah Ipík Gandamana

akan memberikan laporannja kepada M.P. Djuanda tentang hasil2 rapat

daswati2 tingkat I jang baru2 ini diodalan di Bandung tentang peraturan

Fresiden No , 6 itu .

( Sulindo , 16/10-159 ) .

INSTRUKSI PEPERDA TT . II .

Penguasa perang daerah Swt . I Sumatra Solatan dan Djambi Kolonel

Harun Sohar telah menginstruksikan kepada petugas2 didaerah hukum TT.II

Sriwidjaja untuk mengadakan pengawasan terhadap adanja kegiatan2 politik

didaerah ini .

Dalam hubungan ini Ketua Peperda telah molarang DPR-2 , Partai2 po

litik , organisasi2 dan badan2 lainnja untuk membitjarakan soal materi

dari PP NO . 6/1959 karena hal tsb . merupakan suatu kegiatan politik .

( Abadi, 20/10-159 ) .

DPA BITJARAKAN PP No. 6 TAHUN 1959 .

Roeslan Abdulgani , Wakil Ketua D.P.A. dalam keterangannja pada

Antara menjatakan , bahwa mulai hari Selasa hari ini Presiden akan me

mimpin sidang2 Dewan Pertimbangan Agung jeng akan berlangsung sampai

hari Kemis j.a.d.

Pada sidang hari jang pertama akan dibitjarakan persoalan PP No. 6/

1959 dimana Menteri Dalam Negori dan Otonom Daerah Ipik Gandamana mung

kin akan memberikan pendjelasan sekitar penetapan Presiden No. 6 tsb .

Atjara2 lainnja jang masih harus diselesaikan oleh DPA ialah masa

lah tata tertib DPA, masalah Front Nasional dan sistim kepartaian .

( Sulindo , 20/10-159 ) .(

DASHATI I
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D.ISWATI I DJAWA TENGAH DAPAT MULAI LAKSANAKAN PP No. 6/1959 PADA

PORMULAAN BULAN NORMUF

Ketua DPRD Djawa Tengah Imam Sofwan setibanja di Semarang atas per

tanjaan PIA menerangkan , setelah ia bertemu dan mengadakan pembitjaraan2

dengan Menteri Dalam Negeri den Otonom Daerah, serta mengikuti konperen

si antar daswati I dan para Gubernur se indonesia di Bandung , berpen

dapat tidak ada djalan lain kotjuali harus molaksanalan Penetapan Pre

siden No. 6/1959 ,

Menurut porkiraannya , untuk Daswati i Djawa Tengan akan dapat mu

lai melaksanakan penetapan Presiden tsb . pada kira2 awal bulan i'opember

1959 dan kemudian menjusul peleksanaan di daeroh2 .

( Pedoman , 20/10-159 ) .

DPRD DJAWA BARAT BERDASARAN PP NO , 6 DILANTIK HIRI INI .

•

Wartawan Pedonan mengint rloalkan dari Bandung , bahwa Menteri Inti

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah , Ipil Gandamana , hari ini alan melantik

DPRD SWT . I Djawa Barat Berdasarkan PP NO . 6/1959 .

Pd . Gubernur Djawa Barat Rd . Basarah Adiwinata ketika melantik

DPRD Swt . II Kabupaton Bandung mengatakan , bahwa DPRD jang baru ini

merupakan konsekwensi daripada gagasan kembali ke UUD'45 didalam usaha

kita mowudjudkan demokrasi terpimpin .

Dikatakannja , bahwa UU No. 1/1957 sudah tidak sesuai lagi dengan

keadaan sekarang , dimana kita sudah berada didalam UUD'45 dan didalam

mengud jutkan demokrasi terpimpin tsb.
( Dodoman , 20 / 10-159) .

DPRD DJAJA BARAT SELESAT DLINTIK BIERDA AR ™ AN PONTTAPAN PRES . NO . 6 ,

DPRD Swt . I. Djawa Barat , pada tan ; al 29 Oktober telah dilantik

berdasarkan PP No. 6 dan merupalan DPRD Tingkat I jang pertama diselu

ruh Indonesia jang telah menjesuaikan dirinja dengan peraturan jang ba

ru itu .

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur diperbantukan pada komenterian

Dalam Negeri/Otonom Daerah ir , T. Hassan, jang bertindak mewakili MenMr.

teri Dalam Negeri ,

Dalam pidato polantikanoja lir . I. Hassan menjatakan , bahwa dalam

rangka kembali ke UUD'45 , dan gagasan demokrasi torpimpin, perobahan2

seperti ini tak dapet dielakkan .

Panglima TT . II kol . Kosasih dalam kata sambutannja menegaskan,

bahwa perobahan status DPRD ini sama sekali tidak merobah lembaga dari

demokrasi daerah, dan sifatnja tetap sebagai lcmbaga demokrasi .

( Pedoman , 22/10-159 ) .

PUTUSAN
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UIUSAN PRESIDEN TTG , PP . 6/159 SEDANG DIRUMUSKAN .

Menteri Muda 10l ?di atas portanjaan tentang masalah keputusan

Presiden tentang P 6/159 jang disampailen dimula sideng D ?Akmtalen ,

bahwa hal itu kini sedang dirumuslan dan hasil perumusan itu alron di

umumkan pada achir bulan ini djupa ,

Dikatakannja , bahwa perumusan mengenai hal ini diserahkan kepada

wakil Ketua DPA Ruslan Abdulgani dan Menter : Dalam Negeri/ótonom Daerah

Ipik Gandamana, jeng merupala2 pantya rerumus dari keputusan Presiden

itu . ( Duta Masjarakat , 30/10-159 )

MASALAH PP No. 6 DI-DAERAH2 TELAH REDA .

Menteri Dalam Negeri/Otonom Decrah Ipik Candamana menerangkan atas

pertanjaan pers di Medan , bahwa suasana ( masalah ) di -daerah2 mengenai

penetapan Presiden No. 6/159 kini telah roda, dan menurut Menteri kini

sudah ada DPRD - 2 itu kelak dapat mengad jukan tjalon2 Kepala Daerahnja .

Kedatangan Menteri Ipik candamana di Medan 1912h untuk momberikan

pendjelasan2 tentang Penetapan Presidon 1o . 6 tsb . didalan konporensi

pera Gubornur seluruh Sumatra . ( Pedoman , 31/10-159 ) .

PP No. 6 TIDAK BCLFL DIBITJ ABAKAN DI DJAÀ TIMUR .

Ponkuasa Perang Daerah Djawa Timur telah memutuskan menetapkan

berlakunja Peraturan Poperda Pjetim tentang laranran penjiaran , pemberi

taan atau pembitjaraan dengan tulisan lisan atou dončan tjora apapun

jang dapat ditafsirkan bursifat menentang terhadap Penetapan Presiden

No. 6/1959 dan Peraturan Pelaksanaannja .

Peraturan Peperda Djawa Timur No. P3-1-1959 ini berlaku sedjak

tgl . 20 Oktober 1959. Siapa jans molakukan pelanggaran diantjam dengan

hukuman kurungan se -lama2nja 3 bulan atau hukuman denda setinggi- ting

ginja Rp . 300, (Merdeka, 31/10- '59 ) .

TIMBULNJA PP NO . 6/1959 SAIAH KITA SELUA.

Ipik Gandamana , Menteri Dalam Negeri/otonom Daerah , dalam tjera

mahnja digubernuran dihadapan 5 orang gubernur se Sumatera , anecota2

DPRD tingkat I dan II serta para pembosar sipil ,dan militer didacrah

ini mungatakan "Timbulnja Ponetapan Presiden No. 6/1959 , bukanlah kesa"

lahan saja, bukan djuga kesalahan Bung Karno , tetapi adalah kesalahan

kita semua jang mengingini dan meminta kembali ke UUDI 45 , muka Pene

tapan Presiden No. 6/1959 tsb , merupalion follow-up dari kembali ke UUD

1945 itu jaitu mengadakan retooling semu ? bedan2 pemerintahan setjara

revolusioner dan radikal " .

( Duta Masjarakat , 2/11-159 ) .

1

.

KEPUTUSAN
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KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PP No. 6/1959,

Menteri Muda Penerangan Maladi hari Kemis siang mengumumkan ke

putusan Presiden mengenai PP No. 6/1959 , dimana dinjatakan , bahwa Pre

siden akan mengangkat Kepala Daerah Tingkat I diluar pentjalonan DPRD,

djika DPRD telah dua kali mengadjukan tjalon2 jang ternjata tidak me

menuhi sjarat ,

Djuca Presiden akon mengangkat Kepala Daerah Tingkat II , djika

DPRD telah dua kali mengadjukon tjalon2 jang ternjata tidak memenuhi

sjarat untuk diangkat djadi Kopala Dacrah tingkat II oleh Menteri Dalam

Negeri/otonom Daerah dengan persc tudjuan Presiden .

Pengumuman Keputusan Presiden tsb . diberikan oleh Montori Muda Pe

nerangan Maladi diistana Bogor ,
( Merdeka , 6/11- '59 ) .

WEWENANG JANG LEBIH BESAR BAGI KEP LA2 DAERAH

Dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Ipik

Gandamana, kemarin pagi Konperensi Kerdja para Penguasa Sementara Dag

wati II Pekuper - SsT dan Poperda Kodam - SST , dengan resmi telah dibuka

bertempat di Gubernuran Makassar .

Monteri Ipik Gandamana dalam kata sambutannja memberikan pandangan

sekitar keadaan dalom negeri a.l. mengenai Peraturan Presiden No. 6/195 ?

sistim demokrasi dalam negara kita sedjak revolusi 1945 serta segala

porsoalan jang dihadapi oleh Pemerintah di -waktu2 lampau, sampai di

dekritkannja UUD'45 sebagai Dasar Negara ,

Selandjutnja menguraikan , bahwa sesuai dengan UUD'45 dan Manifesto

Politik Presiden , maka dalam waktu jang singkat ini Presiden mengingin

kan penjelesaian segera dan menghapuskan sistim dualisme dalam pimpinan

Pemerintahan .

Menteri mendjelaskan bahwa pada Kepala2 Daerah sekarang ini dalam

usahaanja menstabilisasi keadaan daerahnja masing2 , termasuk usaha2

koordinasi urusan penertiban dan keamanan , telah diberikan wewenang

jang lebih besar dan lebih luas dari waktu jang sudah2 .

( Merdeka , 24/12--59 ) ./ .

PEMERINTAH TET.PKAN DJALANKAN PP No. 6/1959 .

Kepala Direktorat Pomerintahan Umum pada Departemen Dalam Negeri

dan Otonom Daerah, Roekadi , menerangkan kepada ' " Antara" bahwa dengan

sjarat2 jang telah diletakkan didalamnja berdasarkan Manifesto Presiden

dalam pengangkatan Kepala2 Daerah Daswati II itu nanti , Pemerintah akan

totap konsekwen mendjalankan Penetapan Presiden No. 6/1959 ,

Rockadi menambahkan , bahwa kund jungan Menteri Ipik ke Makassar ,

adalah djuga dengan maksud ingin melihat dari dekat perkembangan di SST .

( Merdeka , 24/12'59 ) .

HENK NGANTUNG....
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IENK NGANTUNG TAK PENUHI SJARAT .

Ketua DPRD Kotapradja Djakarta Raya sibdullah Salim selaku Ketua

Panitia Teknis pontjalonan Kepala Dacrah menerangkan , bahwa Henk Ngan

tung satu2nja tjalon jang dikemukakan PKI untuk djabatan Kepala Daerah

Djakarta Raya tornjat , tidak momenuhi sjarat dalam pendidikannja .

( Abadi , 19/12-159 ) ..

APA DEFINISI " ORANG KUAT " .

Ketua DPRD Djawa Barat Kosasih menerangkan bahwa jang dimaksud

oleh Pemerintah Pusat dengan "orang Imat" buat tjalon kepala daerahkuat

Djawa Barat adalah orang jang " acceptable " untuk seluruh lapisan masja

rakat Djawa Barat dan orang jang capable untuk mendjalankan pekerdjaan

nja sebagai seorang kepala/gubernur .

Pemerintah Pusat, menginginkan seorang jang bonar2 " the right man

on the right place " itu atau " orang jang tepat untuk djabatan jang tepat !

Tetapi kesulitannja ialah dalam soal penilaian dari jang bagaimana

orang jang acceptable dan capable monurut pandangan Pemerintah Pusat itu ,

Oleh karena itu antara Pemorintah Pusat dan Daerah Djawa Barat ha

ruslah ditjari " titik pertemuan " mengenai soal penil ? ian ini .

( PIN,

MILITER & POLISI DIANGKAT DJADI KEPAL: 12 DAFRAH ,

Menteri Muda Penerangan Maladi menerangkan kepada " Sulindo " bahwa

pengangkatan orang2 militer dan polisi untuk ajabatan kepala daerah

adalah se -mata2 didasarkan atas pertimbangan kapasitet dan ketjakapan

jang dimilikinja .
( Sulindo , 22 / 1 - '60 ) .

RESIDEN MOCHTAR KEPALA DASWATI I DJAWA TENGAH .

Ketua DPRD Djawa Tengah , Imam Sorwan menjatakan kepada koresponden

" Sulindo " bahwa dengan Keputusan Presiden tertanggal 29 Djanuari 1950

Residen Mochtar dari Surakarta mulai 15 Djanuari 1960 diangkat mendjadi

Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah dengan gelar Gubernur .

Sujono Atmo anggota Dewan Pertimbangan igung Sementara mulai 1 Pe

bruari 1960 dengan Keputusan Presiden diangkat mondjadi Wakil Kepala . Das

wati I Djawa Tengah dengan golar Wakil Gubernur .

( Sulindo , 2/2-160 ) .

KEPALA DAN WAKIL YEPALA DAERAH DJAKARTI RAYA SABTU DILANTIK .

Abdullah Salim Ketua DPRD Djakarta Raya dalam keterangannja menga

takan bahwa pada saat pelantikan kepala daerah jarg baru itu , maka DPD

jang lama dinjatakan bubar dan pombentukan BPH seharaimana jang dimak

sudkan oleh PP 6/1959 sudah harus terbentuk dalam waktu seminggu sesuda!

pelantikan kepala daerah ,

Solandjutnje ... ,
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Scland jutnja dikatakan bahwa setjara resmi telah diberitahukan ke

pada kol . Sumarno tentang hari pelančikannje mendjadi Kepala Daerah

Djakarta Raya.
( Pedoman, 3/2-160 ) .

PELAKSANAAN PP ITO . 6_TAK DIMAKSUD UNTUK TIMBULKAN ?ERSCALAN "NON " DAN

TOTT ,

Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah , Ipil Gandamana monerangkan

didepan Parlemen , bahwa dalam norjangkatan kepala darah menurut PP No.

6/1959 , Pemerintah tider bermaksud membangkitkan soal non dan co .

Keterangan ini diberikan sebagai djawaban Pomorintah dalam peman

dangan umum babak pertama Dik tentang RAB 1960 ,

Selandjutnja Menteri monosaskan , bahwa sjarat bagi kepala daerah

seperti jang tertjentum dalam PP NO . 4/1959 adalah merupakan " pedoman

umum " dengan maksud , bisa mompertemukan sjarat akseptabel politis dan

ketjekapan tehnis .

Selandjutnja ditegaskan , bahwa sistim Pemerintahan Daerah menurut

PP 6/1959 didasarkan pula pada musjawarah dengan seorang Kepala Daerah

sebagai " sesepuh " (ketua ) jang memimpin Pemerintahan don tidak mendik

tatori .

( Pedoman , 4/2-160 ) .

GUBERNUR ACHMAD BASTARI:

SAJA DIDUDUKKAN SEBAGAI KEPALA DAER H BUKAN KARENA KEPENTINGAN

POLITIK

Pada tansgal i pebruari jl . Kepala Daerah Swatantra I Sumatera Se

latan Gubernur Achmad Bastari , pada suatu pertemuan chu sus, sebagai per

temuan perkenalan pertama dengan para pemimpin serikat buruh jang di

langsungkan digodung Balai Pertemuan Djalan Sekanak , menjatakan bahwa

anggota2 buruh maupun sorikat2 buruh tidak dilarang untuk menganut se

suatu idiologi , akan tetapi dalam segala gerak kerdja dan tudjuan beker.

dja wadjiblah mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia Kega

tuan, jang berpantjasila .

Solandjutnja ia menekankan tentang pendiriannje , bahwa ia bukan

orang jang pandai berpolitik dan tidak begitu gemar kepada politik .

" Saja didudukkan sebagai Kepala Daerah bukan karena atau untuk ke

pentingan politik . Saja tidak akan mau kombali kedaerah ini untuk men

djabat pekerdjaan saja jang sekarang djika kedudulan saja alran diver

politiseer " .

Mengenai pendirian menghadapi soal sekarang , dimana keadaan ekono

ni tampak acak monjulitkan penghidupan sehari -hari, kepada hadirin di

iar apkan adanja pengertian jang baik ,

( Nusantara , 4/2- '60 ) .4 )

TAK USAH
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'IK USAH DISESALKAN .

RACHMAN SAINAN Wakil Ketua III DPRD Swt . I Djawa Barat berpendapat

bahwa pengangkatan Lot , Mashudi sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa

Barat tidak usah discsalkan , sebab ia mempunjai suara pendukung jang

tjukup memenuhi sjarat .

MR . ACHMAD ASTRAWINATA, Halim pada Pengadilan Negeri Bandung jang

pada tanggal 1 Pebruari jbl , telah diangkat mondjadi Wakil Gubernur /Ke

pala Daerah Tingkat i Djawa Barat menerangkan , bahwa Wakil Gubernur /Wa

kil Kepala Daerah itu adalah djabatan pegawai negara .

( Duta Masjarakat , 6/2-160 ) .

KOLONEL DR . SUMARNO RESMI KEPALA DAERAH .

Hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 1960 telah dilangsungkan pelantikan

Kepala Daerah Djakarta Raya , Kolonel Dr. Sumarno beserta Wakilnja Henk.

Ngantung oleh Monteri Dalam Negeri don Otonomi Daerah , Ipik Gandamana

di Balai Kota Djakarta Raya .

Menteri Ipik dalam kata sambutannja antara lain menjatakan /men

djelaskan betapa besar perbedaan tentang kedudukon dan fungsi Kepala

Daerah menurut UU No. 1/1957 jang bersumber pada UUD'80 dan kedudukan

dan fungsi Kopala Daerah sebagaimana telah digariskan oleh Penetapan

Presiden No. 6/1959 jang berlandasan UUD'45 dan azas demokrasi terpimpin .

Kepada Kepala Daerah jang baru serta Wakilnja Menteri Ipik menja

takan ke jakinannja , bahwa mereka akan memahami hal ini benar2 .

Kolonel Dr. Sumarno Sosroatmodjo dalam pidatonja antara lain menja

takan , "Kesukaran2 serta pengorbanan2 jang dihadapi oleh rakjat sekarang

tidak akan berhenti dengan tiba2 oleh karena pelantikan kami berdua hari

ini " .

" Kami berdua menins jafi bagaimana berat beban jang diletakkan di

bahu kami , Banjak usaha jang harus dilaksanakan dalam waktu singkat .

Kami berdua meninsjafi pula bahwa anggaran belandja dan alat peralatan

untuk melaksanakan usaha2 serta menjelesaikan persoalan2, sangat terba

tas dan sedikit harapan untuk dapat diperbesar dan ditambah " ,

Seland jutnja Dr. Sumarno menjatakan optimisnja pada waktu menje

lenggarakan tugasnja nanti , didasarkan terutama atas kepertjajaan , bahwa

seluruh rakjat menginsjafi bahwa daripadanja diharapkan bantuan sepe

nuhnja , sehingga terbukti adanja gotong-rojong disegala bidang usaha ,

Kita harus berani menjempingkan segala pertikaian serta menjamping

kan segala kegiatan2 negatıp jeng dapat menghambat terlaksananja gotong

rojong . Meneruskan dan membesarkan adanja pertikaian2 serta kegiatan2

jang kurang baik, dapat melanggar ketertiban umum dan keamanan .

Mengenai hal ini Kepala Daerah Kolonel Dr. Sumarno menjatakan , tidi

akan ragu2 untuk mengusulkan tindakan2 tegas kepada Peperda .

( Pedoman , 8/2-160 ) .8

TAK SEMUA
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TAN SEMUA DAERAH TINGKAT I PUNJA WAKIL KEPALA DAERAH .

menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah Ipik Gandamana menerangkan da

lam DPR , bahwa dengan adanja istilon " dapat mengangkat " dalam Penetapar

Presiden No. 2/1960 tentang pengangkatan Wakil Kepala Daerah berarti ti

dak semua Daerah Tingkat I merapunjai seorang wakil Kepala Daerah ,

Untuk pertama kalinja Presiden dengan berpokok pangkal pada dan

demi kelantjaran Pemerintahan , dengan tidak mendahulukan salah satu

golongan dari masjarakat mengangkat seorang wakil kepala daerah dibe

berapa daerah tanpa pentjalonan .

Keterangan ini diberikan sebarai djawaban atas pemandangan umum

II RAB 1960 , dan disamping soal itu Menteri mengulangi , bahwa Penetapan

Presiden No. 6/1959 adalah merupakan keland jutan dari keadaan darurat

dan Dekrit Presiden.

( Pedoman 29/2-160 ) .

TAK AKAN DITANGGUHKAN .

Milono , Kepala Daerah Djawa Timur , telah menjatakan kepada sidang

DPRD Djatim , bahwa penetapan Presiden ito . 6 itu tetap akan didjalankan ,

tidak ada kemungkinan untuk diportancguhkan dan tidak ada kemungkinan

dibahas .

Keterangan ini diberikan berhubung dengan selesainja konperensi

Dwt , I & Gubernur dengan Mentori Dalam Negeri Ipik Candamana , dalam man

waki12 Djawa Timur djuga turut hadir .

DI S.U. TAK ADA KESULITA .

Gubernur Sumatera Utara Sutan Kumala Pontas menerangkan bahwa pe

laksanaan PP No. 6/1959 didaerah ini hinnga sekarang belum did jumpai ke .

sulitan2 sehingga besar harapan pelantikan anggota DPRD -nya dapat di

lakukan pada waktunja jaitu antara tgl . 21-28 Oktober ini .

( Pedoman 21/10-159 ) .

MOCHTAR DJADI KEPALA DAERAH DJAWA TENGAH .

Residen Surakarta Mochtar dengan styl baru PP NO . 6/1959 oleh Pre

siden telah diangkat sebagai Kepala Daerah Swatantra tingkat I Djawa

Tengah , ( Duta Mas jarakat, 25/1- '60 ) .

KOL . WIJONO DILANTIK SEBAGAI WAKIL KEPALA DAERAH DJATIM .

Bertempat digedung Balai Pemuda telah dilangsunrkan penjumpahan

dan pelantikan Kolonel Wijono sebagai Wakil Kepala Daerah Djawa Timur .

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam kata sambutannja me

njatakan, bahwa Djawa Timur merupakan potensi janr sangat besar dalam

mengedjar tjita2 nasional . Karenanja perlu adanja kerdjasama antara Mi

liter dan Sipil ,

Wakil ...
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Wakil Kepala Daerah Djawa Timur Kol . Wijono dalam memberikan dja

waban terhadap sambutan2 jang telah diberikan bahwa azas2 demokrasi ter

pimpin sebetulnja lebih besar kepentingannja untuk daerah2 daripada

di pemerintahan puset sendiri , karena didaerah lebih penting dalam me

laksanakan tjita2 tersebut . Dengan diangkatnja seorang militer dalam

pemerintahan daerah , moka dalam masjarakat akan timbul dua reaksi jaitu :

untuk mensipilkan militer ataukah untuk memiliterisir negara , Ia meng

harapkan supaja gagasan tsb . djanran ada . Karena tidak adanja kerdjasama

antara Militer dan Sipil sukar bisa diwudjudkan kestabilan negara .

Djadi perlu kombinasi antara Militer dan Sipil ,

( Suara Rakjat , 15/2- '60 ) .

--St== s ..
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PENDAPAT ORANG2 TERKEMUKA / TOKOH2 POLITIK

SERTA ORGANISASI2 MASSA ,7

Dengan diumumkanrja Penetapan Presiden No. 6 til , 1959 ini , ada

reaksi2 dari orang2 terkemuka/tokoh2 politik serta organisasi2 massa :

ANWAR HARJONO, wakil ketua fraksi Mas jumi dalam Parlenen , telah

menjatakan penjesalannja terhadap Penetapan Presidon No. 6 itu ,

Dikatakan bahwa lepas dari setud ju atau tidak seludju terhada)

materinja, sangat i sesalkan sekali tent'te 22.8edte jang ditempuh,

sedang UUDI45 suda .? menundjukkan diulare are djela , untuk itu .

( 1080i, 10 / 9-159) .

KETUA UMUM PNI SUWIRJO atas pertanjeen imana pendapatnja me

ngenai Penetapan Presiden No. 6 th , 1959 mengatakan , bahwa kebenaran

dasar hukumnja cisangsikan .

Dilarangnja Badan Pemerintahan Hanian menujadi anggota partai po

litik dan fungsi badan tsb . hanja sebagai pember.tu Kepala Daerah, ber

arii satu kemunduran jang bukan ketjil didalam sistim Pemerintahan Dae

rah jang harus diberi otonomi .

Achirnja ditegaskan , bahwa prinsip2 dalam UU Pokok No. 22 tahun

1948 djauh lebih dapat diterima dan disetud juí daripada apa jang ditjan

tumkan dalam Penetapan Presiden No. 6/1959 tsb.

( Sulindo, 11 / 9-59 ) .

O

SEKDJEN PB NU , SJAIFUDIN ZUHRI mengatakan , subenarnja masih ada

djalan lain untuk menetapkan satu persoalan jang prinsipiil ini , baik

mengenai prosedurnja maupun materinja . Djalan lain itu ialah melalui

Dewar. Perwakilan Rakjat .

DPR jang sekarang adalah DPR jang telah di " retool " , oleh sebab

itu sudah pada tempatnjalah djikalau lembaga tsb . didjadikan tempat ber

tolak untuk menempuh prosedur . Demikian pula mengenai materinja , d juga

OPR - lah jang dahulu telah pernah menetapkan UU mengenai pemerintah dae

nah ini .

Andaikata isi daripada materi Penetapan Presiden No. 6/59 tidak

bertentangan dengan Uu jang telah pernah diputuskan oleh DPR , maka itu

pun masih bisa dimengerti djikalau isi materinja bersifat penjempurna ?.

Akan tetapi djikalau isi materinja sama sekali bertentangan dengan

JU jans telah pernah diputuskan oleh DPR , malo itu bisa merupakan satu

precedent jang tidak baik bagi perkembangan ketatanegaraan kita .

( Duta Mas jarakat, 11 / 9-15 % ) .€

R.P. SUROSO, bekas Kopala Bagian Pemerintahan Daerah Kementorian

alam Negeri di Jogjakarta , jang meront janakan UU Pokok tentang
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1 intang Pemerintahan Daerah No. 22 th . 1948 menerangkan , bahwa Pene .

cauan Presidon No. 6/59 itu tidak lain daripada berarti kembali kepada

UU NO . 22/148 dençan porobahan , untuk disesuaikan dengan djiwa UUD'45 ,No.

jaitu kedudukan Kepala Daerah diperkuat sebagaimana telah terdjadi de

ngan kedudukan Presiden dalam rancka UUD'45 jan. mendjalankan executier

tidak lagi setjara collegial, tetapi oleh Kepala Daerah sendiri, sedang

anggota DPD akan merupalan pembantu kepala Daerah sadja dan diganti na

manja dengan Badan Pemerintah Harian ( B.P.H. ) .

Dalam prakteknja Kepala Daerah, jang o juga Kepala Pamong Pradja

setempat akan membawa kedudulan Pamongpradja lebih kuat daripada jang

sudah2 .

( Sulindo , 11/9-159 ) .

SEBDA Djawa Barat dalam kawatnja kepada Presiden , Menteri Pertama

dan Mentori Dalam llegori & Ctonomi Daerah menjatakan samasekali tidak

dapat membenarkan adanja maksud meroboh UU NO . I tahun 1957 , karena U

itu sesuai den an djiwa maupun iklim UUD'45 .

( Harian Rakjat, 12/9-159 ) .

PPDI Tjabang Sukabumi dalam pernjataannja menentang perombaan

UU No. 1 tahun 1957 .

Penggebirian UU No. 1/57 dengan meninggalkan sistim pilihan Rakjat ,

dikatakan sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia , jane

mempunjai tradisi revolusioner , demokratik dan patriotik, d juga sangat

bertentangan dengan djiwa UUD'45 , pasal 18 , 27 dan 30 .

Jang perlu dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini , menurut PPDI

bukannja merombak undang2 , jang bukan sadja mondjamin kehidupan demo

krasi didaerah , tetapi djuga sesuoi dengan djiwa '45 , sesuai dengan ma

nifesto politik dan mendjamin kohidupan kerdja gotonerojong itu tetapi

djustru monjerahkan wewenang2 jang kini masih dikuasai oleh Pamong Pra

dja kopada Pemerintah Daerah dan selandjutnja segera merealisasi otonomi

tingkat III .
(Harian Rakjat , 11/9-159 ) .

PRESIDIUM MUSJ AWARAH ANTAR DAERAH SWATATRA TINGKAT II , Djawa Timur

telah mengirim kawat kepada Presiden / P.M . Soekarno sunaja UU No. 1/57

sebagaj. UU Pokok Pemerintah Daerah tetap berlaku terus dalam rangka kem

bali kepada UUD'45 karena sesuai dengan manifesto politik Presiden tgl .

17 Agustus 1959 dan sesuai dengan tudjuan revolusi Agustus 1945 jang ber

tudjuan untuk merobah struktur kolonial dalam segala bidang pemerintahan

daerah . ( Bintang Timur, 12/9-159 ) .

DR . SUBAGYO REKSODIPURO anggota DPD Daerah Istimewa Jogjakarta

dan anggota Dewan Perantjang Nasional menjatakan, bahwa PP NO . 6/59

lebih mundur daripada Undang2 No. 22/48 . Padahal UU NO . 22/48 itu di

bandingkan dengan UU No. 1/57 sudah lebih mundur.

TOLCHAN .
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TOLCHAN MANSUR , anggota DPD Daerah Istimewa Jogjakarta Seksi II

( dari NU ) berpendapat , bahwa PP ini lebih mundur dari UU No. 22/48 mau

pun UU No. 1/57 .

Kawat2 janę datang ke Hariar. Rakjat :

BURUH WONODJATI: " Laksanakan UU NO . 1/57 dengan tanpa porobahan " .

SARBUPRI MUMBULLENGKONG : " Laksanakan UU No. 1/57 seluruhnja "

( Harian Rakjat , 14/9_159 ) .

PP PEMUDA RAKJAT dalam pernjataannja a.d. mengatakan, bahwa dike

luarkannja PP No. 6/59 jang didesakkan setjara ter-gesa2 oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah , Ipik condamana djustru dalam suasana di

mana sangat diperlukan bantuan dan dikunan Rakjat untuk membantu Pe

merintah dalam melaksanakan program kabinet dan isi manifesto politik

Prosiden, adalah tindakan jenç sangat tidak bidjaksana dan bertentangan

dengan djiwa dan semangat revolusi Agustus 1945 .

SOEDARMADJI , Ketua II Presidium Musjawarah Antar Daerah Swatantra

II Seluruh Djawa Timur , monerangkan pendapatnja , bahwa pemborian wewe

nang kepada Kepala Daerah untuk membekukan keputusan DPRD , adalah tidak

tepat .

Hal itu bisa menimbulkon kesan tidak ada bedonja dengan sistim

eenhoofdis bestuur " . Padahal pasal i Penetapan Presiden No. 6/59 itu

sendiri menetapkan, bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah .

PP SBKA: PP 3BKA dalan kawatnja kepada Presiden menjatakan, bahwa

PP No , 6/59 itu sangat bertentangan dengan djiwa Manifesto Palitik Pre

siden serta UUD'45 .

Sesuai dengan kehendak rakjat barjak termasuk kaum buruh kereta

api PP SBKA mengharap kebidjaksanaan Presiden dan DPA supaja pelaksa

naan peraturan tsb , ditunda dan segera ditjabut, selandjutnja dilaksa

nakan sepenuhnja UU No. 1/57 serta terbentuknja otonomi Daerah Tingkat

III .

( Harian Rakjat , 30 / 9-59 ) .

DPRD : Anggota2 DPRD Daerah Swatantra I Djakarta Raya dengan bulat

menentang PP No. 6/59 apa jang dinamakan peraturan Ipik Gandamana untuk

menggebiri hak Otonom Daerah .
( Harian Rakjat, 23/9-159 ) .

DEWAN NASIONAL SOSI : Dewan Nasional Sobsi dalam seruannya , mendesa

Presiden/PM Soekarno untuk menunda pelaksanaan /mentjabut F? H0.6/59 .

Kopada segenap kaum buruh , pekerdja dan pegawai negeri diserukan

supaja lebih mengeratkan persatuan dalam memperkust tuntutan2 raljat jang

demokratis dan adil tsb .

Sedans
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Sedang kopoda SB - 2 dan Badana Pimpinan Sobsi diinstruksikan supaja

mempersiapkan aksi2 jang luas untuk ber - sama2 dengan golongan2 rakjat

lainnja memberikan perlawanan jang gigih terhadap pelaksanaan PP No. 6/

1959 . ( Harian Rakjat , 28/9-159 ) .

SEKDJEN PNI : Sekdjen PNI Manuaba mengatakan , bahwa ia sangat me

njajangkan bahwa Pemerintah tidak mompcrhatikan reaksi2 jong timbul da

lam masjarakat mengenai PP No. 6/59 itu mungkin Bung Karno sendiri be

lum mengetahui adanja reaksi2 itu ,

Adalah baik kalau Pemerintah memanggil portai2 dan organisasi2

massa untuk membitjarakan masalah itu ,
( Duta Masarakat , 7 /10-159 ) .

FRAKSIZ DALAM DPR : Enam fraksi dalam DPR jaitu : PNI, Magjumi , NU ,

PKI , Nasional Progressif dan Pembangunan telah menjanggupi akan membawa

persoalan PP NO . 6/59 kedalam forum DPR .

Fraksi2 ini minimal akan mongusahakan agar pelaksanaan PP NO . 6/59No.

itu ditangguhkan atau kalau akan merobah UU No. 1/57 hendaknja dengan

UU sesuai dengan ketentuan dalam UUD'45 .

( Pedoman, 9/10- '59 ) .

NU : Sjahri , jang mewakili N dalam pertemuan dengan delegasi Sebda

dan PPDI Djawa Timur menegaslian bahwa NU tetap menolak PP No. 6/59 danNO

telah memberikan instruksi kepada daerah2 .

Kepada delegasi Sjahri monjatakan pula , bahwa NU monjesalkan lang

kah SS KDN jang baru2 mungad julran tjalon2 kepala daerah / anggota BPH tan

pa mempertimbangkan tantangan masjarakat jang luas .

( Harian Rakjat, 9 / 10-159 ) .

ACOMA : Eno , berpendapat bahwa Penetapan Presiden itu harus ditin

djau kembali dan ditunda sampai MPR terbentuk .

( Pedoman , 26 /9-159 ) .

MURBA : Suriawinata tidak bersedia membitjarakan materi usul reso

lusi , Lepas dari se tudju atau tidaknja , soal itu adalah soal nasional

dan lebih baik dibitjarakan pada konperensi antar daerah Swatantra I

sadja .
( Pedoman, 26/9-159 ) ,.

PNI : Njonja Ratmi Sutrisna , menginginkan supaja sipat resolusi itu

dirobah mendjadi pernjataan dan menganggap tidak perlu diadakan penin

djauan jang chusus tentang Penetapan Presiden karona soal itu adalah

tugas MPR .

Tetapi ia menjatakan pendapatnja, jakin bahwa terang Penetapan

Presiden itu langkah mundur dari prinsip2 demokrasi dan kembali kepada

eenhoofdig bestuur .

PTI :
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PTI : Rasiban, meminta supaja soal itu djangan dibahas dalam DPRD ,

MASJUMI : Surjana , membenarkan pentingnja pembahasan Penetapan Pre

iden , tetapi fraksinja berpendapat , bahwa soal itu bersifat nasional

lan meliputi semua DPRD .

Maka sebaiknja djangan dibitjarakan dalam forum DPRD , tetapi pada

konperensi antar daerah Swt . I.
( Pedoman, 26 / 9 - '59) .

DELEGASI KOTAPRADJA SE DJAWA BARAT .

Delegasi Badan Pelaksana Musjawarah Antar Daerah Daswati II/ Kota

pradja seluruh Djawa Barat jang dipimpin oleh E.M. Kahfie tgl . 2/10-59

siang menemui Menteri Dalam Negeri & Otonom Daerah Ipik Gandamana untuk

benjampaikan usul dan saran mengenai pelaksanaan peri kehidupan permin

caan daerah akibat PP 6/59 .

Oleh para delegasi dikemukakan saran agar pelaksanaan PP No. 6/59

.tu nanti sedapat -dapatnja diusahakan supaja tidak mengalami tabrakan2

intara petugas2 Pemerintah .

Terutama dalam hal pengangkatan Kepala Daerah hendaknja didjalan

kan sebidjaksana -bidjaksana'ya agar terhindar kemungkinan2 ke tidak puasan

dan ketegangan antara Pemerintah Pusat dengan DPRD jang bersangkutan .

Solandjutnja dikatakan , biarpun ternjata isi dan djiwa PP No. 6/59

itu bila ditindjau dari perkembangan otonomi daerah djauh lebih kurang
dei

Isi dan djiwa UU No. 1/57 , tetapi para delegasi dapat memahami kehendak

jang baik dari Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 6/59 tsb.

( Pedoman , 3/10- '59 ) .

น

SS KDN : Pengurus besar SS KDN Banduns dalam instruksinja kepada

tjabang2nja menjatakan , bahwa Menteri Dalam Negeri so Otonom Daerah pada

prinsipnja menjetud jui SS KDN turut mentjalonkan anggota2nja untuk dja

batan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian .

Tanggal 1 Oktober 1959 pengurus besar SS KDN sudah mengirimkan daf

tar tjalon dari SS KDN kepada pengurus besar dan Menteri Dalam Negeri .

Seperti diketahui, pengurus besar SS KDN sedjak tanggal 5-18 Sep- ,

tember 1959 hidjrah ke Djakarta untuk mendampingi Pemerintah Pusat i , c .

Menteri Dalam Negeri dan telah mengadakan perundingan non stop dengan

Menteri Dalam Negeri , Sekdjen Kementerian Dalam Negeri dan Bapekan un

tuk membahas konsepsi dan follow-up PP NO . 6/59 itu .

( Duta Mas jarakat, 5/10- '59 ) .

DJ AW ABAN PNI & NU KEPADA 11 DELEGASI SB /SS .

Tanggal 12/10-159 delegasi jang mewakili ll Pusat SB/SS jang ter

diri dari : PP SEBDA, PPDI , SB KESEHATAN , Sarbuksi , SBPU , SB PPK, SB DPR ,

SB DPUT , SB Kemperbu , SB Kehewanan , dan SS Sosial telah menemui Pimpinan

Pusat Partai2 besar .

Dalam
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Dalam hubungan ini PNI jang diwakili oleh Osa Maliki dalam dja

cabannja mengatakan, bahwa bagi PNI soal 1P 6/59 " bukan soal kedudukan

Cetapi soal demokrasi " ,

Kjai Sahri dari NU mengatakan pula soal " otonomi daerah adalah

ajantung demokrasi . Karena itu harus diselesaikan setjara musjawarah ,

dan se jogianja soal ini dibawa ke DIR .

Maiz - ir jang mewakili Masjumi, mengharapkan kepada delegasi agar

kerdjasama jang telah ada daları monghadapi PP No. 6/59 dapat terus di

pelihara.
(Harian Rakjat , 14/10-159 ) .

ASMARA HADI .

Asmara Hadi , Ketua Umum Partindo memberikan keterangan sekitar

PP No. 6/59 sbb .:

Mungkin maksud PP N0.6 /59 dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme

di daerah2 tetapi timingnja kurang tepat , prosedurnja kurang dapat di

terima dan didalamnja ada elemen jang kurang demokratis .

Oleh karena itu sebaiknja pelaksanaan PP No.6/59 itu Pemerintah

tunda sadja dulu dan dibitjarakan oleh Parlemen jang tgl . 1 Oktober

jang akan datang kembali bersidans .

( Bintang Timur , 26/9--59 ) .

MR . ABDULMADJID DJOJCHADININGRAT .

Mr , abdul ladjid Djojohadiningrat dari Semarang , atas pertanjaan

wartawan Harian Raljat menerangkan, bahwa seperti halnja Mr. Sudarisman

Purwokusumo , beliau berpendapat bahwa Penetapan Presiden tidak lebih

tinggi daripada U , jang dalam UUD'45 termasuk dalam rangka wewenang DPR ,

Sekalipun menurut UUD'45 , DFR tidak dapat mendjatuhkan Pemerintah,

tetapi dengan wewenangnja membuat Uu , ia tetap mempunjal arti jang pen

ting dalam sistim kenegaraan kita sesudah kembali ke UUD'45 .

Djadi dengan demikian Penetapan2 Presiden termasuk PP NO , 6/59 dju

ga seharusnja dibitjarakan oleh DPR ,
( Harian Rakjat , 29/9-159 ) .

HADJI SIRADJUDDIN ABBAS

Ketua Perti , Hedji Siradjuddin Abbas atas pertanjaan menerangkan ,

bahwa sebaiknja Femerintah mengadjukan masalah PP NO , 6/59 itu kepada

DPR dan tidak kepada MOR , meskipun hal ini berbentuk penetapan Presiden .

Kalau Pemerintah tidak mengadjukan hal itu kepada Parlemen , pada

saatnja nanti Parlemen djuga akan mombitjarakan masalah anggaran belan

dja , jaitu anggaran belandja bagi pemerintahan daerah otonomi .

( ta Mas jarakat , 7/10 - '59 ) .

WK KETUA
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WK , ATUA II DPR : INSTRUKSI MENTERI D.N , 8 0.D. ADALAH TIDAK LOGIS.

Wk . Ketua II DPR dan anggota DPA, Arudji Kartawinata mengatakan ,

bahwa instruksi Menteri DN & OD Ipik Gandamana jang mengharuskan semua

DPRD2 Swt . I dan II diseluruh Indonesia sudah harus disesuaikan berda

sarkan PP No. 6/59 adalah tidak logis , karena pada tgl . 20/10.159 itu

djuga PP No. 6/59 alan dibitjarakan dalam sidang DPA .

Keterangan ini diberikan tgl , 13/10-159 kepada delegasi jang mewa

kili ll organisasi pusat serikat2 buruh se Indonesia jang menghadap pim

pinan DPR jang diterima oleh Wk . Ko tua II dan III DPR .

( Pedoman , 16/10-159 ) .

DJAWA BARAT

Dalam rapat pleno DPRD Swt . I Djawa Barat cel , 24 / 9-59 mengenai

usul resolusi penindjauan kembali PP NO . 6/59 melahirkan tiga golongan

diantara pembitjara jakni :

1 , jang tidak setud ju ialah PSI dan IPKI .

2. jang setudju ialah PKI , Acoma dan Wardi .

3. jang menghendaki supaja djangan dibahas dalam DPRD ialah Murba ,

PNI , PTI , dan Mas jumi ,

PSI .

Sumarno mengatakan antara lain bahwa usul penindjauan kembali PP

No. 6/59 ini hanja menginginkan keretakan antara Presiden & Menteri Ipik

Disesalkan pula pengusul Abbas Usman dkk . jang menjatakan se - olah2

Menteri Dalam Negeri Ipik Candamana telah menekan , memperjahudikan Pre

siden Soekarno, agar tjepat2 menandatangani Pp tsb , se- olah2 Menteri Ipik

lebih berkuasa .

Ditegaskannja pula bahwa Penetapan Presiden itu bukan Peraturan Pe

merintah, lagi pula didalamnja tidak terdapat contra sign Menteri Dalam

Negeri .

Kekuasaan seperti jang dikehendaki oleh para penganut UU No. 1/57,

belum merupakan djaminan akan kemanfaatan bagi daerah .

Pembitjara melihat Penetapan Presiden sebagai pokok untuk pembangun

dengan program sandang pangan .

Untuk pembangunan diperlukan sjarat2 politik jakni :

a . Stabilitet Pemerintanan di Pusat .

b . daerah .

c . Garis politik jang sama dipusat dan didaerah .

d . Stabilitet sekitar moneter .

Adanja demokrasi terpimpin dipusat dan demokrasi liberal didaerah

tidak mendjamin stabilitet pembangunan didaerah .

( Pedoman , 26/9- '59 ) .

IPKI



- 25 -

܂.ܰܝܺܥܫܙ

Sondjaja mensinjalir bahwa achir2 ini makin tampak kegiatan po

itis berupa kampanje untuk menghantam Menteri sebagaimana halnja de

igan menghantam Menteri Dalam Negeri . Ipik ditondjolkan dan dihantam .

Nama ketentuan jang dikeluarkan itu ialah Penetapan Presiden .

Pembitjara bertanja mengapa tidak Presiden atau seluruh Kabinet

Lerdja sadja jang dihantam?

Sondjaja berpendapat , bahwa bukan Ipiklah jang ter-gesa2 menga

ljukan penetapan itu untuk ditanda tangani , tetapi para pengusul usul

resolusi ini tanpa pemikiran dan pertimbangan jang matang dan ragu2 .

( Pedoman, 26/9- '59 ) .

KI.

Achmad Suganda memberikan pemandangan bahwa mempertahankan demo

crasi adalah sama dengan mempertahankan proklamasi .

Dikemukakannja pula bahwa UU No. 1/57 jang mengandung djiwa untukNO

utonomi luas , Dengan kuatnja daerah, negara kesatuan kuat .

Dalam mempertahankan UU No. 1/57 pembitjara menjatakan , bahwa ma

sih ada kurangnja karena penjerahan urusan Pemerintah Umum belum ter

djadi sehingga dualisme tetap ada .

Dimintanja supaja U itu dilakukan sepenuhnja ,

Pulung Djunaedi , tetap menuduh Menteri Ipik terlalu tergesa-gesa

menjampaikan Penetapan Presiden untuk ditanda tangani .

Pembitjara menganggap penting untuk mempertahankan hak2 demokrasi ,

sebab hanja demokrasi jang mendjamin untuk menjatakan pendapat dan un

tuk mendapat dukungan rakjat .

Soal Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan U , jaitu ber- sama2

dengan Parlemen . Menjampingkan Parlemen sama sadja dengan " kaum 17 Oke

tobris " jang mau mengubrak - abrik Parlemen .

( Pedomen , 26/9-159 ) .

KEPUTUSAN SIDANG PLENO DPRD KOTAPRADJA MAGELANG .

Sidang Pleno DPRD Kotapradja Magelang tgl . 21 malam, mengambil

keputusan mengirimkan resolusi mendesak kepada Menteri Dalam Negeri &

Otonom Daerah supaja segera mentjabut Penetapan Presiden No , 6 /59.

( Pedoman, 26/9–159 ) .

DPD , BTI DJAWA TENGAH .

BTI dalam pernjataannja, mengatakan , bahwa tindakan Menteri Ipik

untuk buru2 mengumumkan PP NO . 6/59 jang menggebiri demokrasi itu bukan

sadja mengherankan dan disesalkan oleh rakjat , tetapi d juga patut ditje

la karena penggebirian pemerintah daerah jang demokratis itu berlawanan

dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bertentangan dengan djiwa sera

ngat UUD'45 .

Dinjatakan
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Dinjatakan pula bahwa pelaksanaan UU No. 1/57 adalah merupakan

hasil kemenangan rakjat dalam melawan pemerintahan otokrasi , karenanja

harus dengan gigih dipertahankannja .

( Harian Rakjat , 30/9-159 ) ,

.

KEPUTUSAN DPRD DJAWA TENGAH .

Dalam sidangnja memutuskan meminta supaja PP NO . 6/59 ditind jau

kembali , meskipun PP itu mempunyai maksud jang baik .

Keputusan itu komdian dikawatkan ke DPR di Djakarta .

Semua fraksi dikabarkan kompak .

Fraksi PKI menjatakan , bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri jang

dikeluarkan berkenaan dengan PP No. 6/59 itu hakekatnja mengebiri hak2

otonom daerah , bertentangan dengan lian.festo Politik Presiden dan demo

krasi terpimpin ,
( Pedonan, 3/10-159 ) .(

SARAN KEPALA DAERAH KEPADA SIDANG DPRD .

Sidang DPRD Daeran Swatantra Tingkat I Djawa Tengah dalam babak

atjara akan membahas PP NO . 6/59 , sebolumnja telah meminta saran dan

pendapat Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Tengah , Hadisubeno

Sosrowerdojo atas permintaan sidang .

Hadisubeno dalam sarannja meminta kepada sidang agar membahas

PP No. 6/59 itu melalui saluran2 hulum .

Ditegaskan bahwa tadinja ia agak ber -debar2 waktu menindjau isi

PP No. 6/59 tsb . Tetapi sekarang dobarannja berkurang setelah mende

ngar bahwa DPA akan membahas PP No. 6/59 itu .

Dipesankan selandjutnja agar sidang memberikan sumbangan materi

kepada Pemerintah Pusat untuk bahan memetjahkan kesulitan ,

Achirnja ia menerangkan , bahwa UU No. 1/57 jang telah mendekati

kehendak rakjat dan tinggal menghendaki sedikit perobahan itu dapat

" dikawinkan " dengan sebagian PP NO . 6/59 keda ), am suatu u jang benar2. UU

mentjerminkan kehendak rakjat .

( Duta Masjarakat, 2 /10-159 ) .

APA KATA MEREKA TENTANG PP No. 6/1959 ?

Tuntutan pembatalan PP NO . 6/59 makin hari makin santer sadja .

Surat2 , kawat, pornjataan2 jans datang di redaksi Harian Rakyat

tiap hari bukannja berkurang , tetapi makin membandjir sadje

Kesemuanja menuntut pembatalan PP NO . 6/59 itu , se - tidak2nja mom

bawanja dengan segera ke Parlemen ,

Apa kata mereka tentang PP NO . 6/59 itu , a.l. adalah sbb .:

DPD Sarbupri Bogor : tidak lebih dan tidak kurang hanja pengekangan

terhadap otonomi daerah .

PT Sebda Kantor Propinsi Djawa Timur : akan mengembalikan sistim peme

rintahan kolonial jang kini sedang kita likwidasi .

Ida Bagus
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Ida Bagus Ngurah Timbul :

apa gunanja pemilihan umum j.1,? "

BAKOKSI : keterangan Menteri Ipik lebih menimbulkan koragu - raguan

..... mundur keterlaluan ...... memungkinkan bertambahnja elemen2

penggagal revolusi " ,

Tampe Tarigan : "Mengingatkan kami pada kekuasaan tuan kontrolir kole

nial Belanda dahulu " .

C.Sc.s , RKI Babalan : " .... koluar dari dualismo untuk masuk kedualisme

jang lebih besar dan berat " ,

S3DPUT Lamongan : " .... mundur kepomerintahan otokrasi jang bertentangan

dengan kehendak rakjat dialam demokrasi .

CR PKI Kementerian Jogja : " .... molikwidasi hasil revolusi

DPR , BTI Kewedanaan : " Alasan Menteri Ipik sangat bertentangan dengan

kenjataan didaerah - daerah " .

Tuntutan2 pembatalan PP No. 6/1959 itu djuça kita terima dari

Suwitohardjo Gurah , Padji Blimbing , Wirjoatmodjo , Curah , Djemiran Pu

tjunganom, Musliman Surabaja , Darinosuwito Gubeng , SBIRBA Tj.Pangkalan

Brandan, Tambar Gurah , Sastrosid Gorong Gareng , Komisariat Tj . Sarbuksi

Klakah S3 Tekstil & Pakaian Pleret Pasuruan , DT Sobsi Magetan , S. Pra

wiro subroto Eromoko , Djumuni Banju - anjar , Lelitin Banjuanjar , Pono Ba

njuanjar , Rasodiwirjo Banjuanjar , Ranu sukordi Bodjonegoro , Sumiran 32

njuanjar , Tianah Banjuanjar , Sutardjo Wonogiri, BTI Marikangen ,

Petisi jang ditanda tangani dan ditjap djempol oleh 25 orang pen

duduk Kepung Pare Kediri , Tukino Eromoko .

( Harian Rakjat, 26/9-159 ) .

KETUA CC PKI MENERIMA DELEGASI2 DAERAH .

Ketua CC PKI D.N. Hidit tgl . 26/9-59 sore , menerima kedatangan

delegasi dari Pertemuan Bersama kotapradja seluruh Indonesia dan musja

warah Daswati II seluruh Djawa Timur bertonipat di Kantor CC PKI .

Delegasi menjampaikan semua koputusan jang telah diambil oleh per

temuan Bersama dan Musjawarah sotjara lisan dan tertulis jang isi pokok

nja mempertahankan UU NO . 1/57 dan mendesak supaja PP NO . 6/59 ditang

guhkan dan ditindjau kembali ,

Se sudah diadatan pertukaran pikiran achirnja nampak kesatuan pen

dapat bahwa :

1. Harus ada kesatuan sikop untuk mempertahankan UU No. 1/57 dan

menolak PP NO . 6/59 .

2. UU No. 1/57 berarti demokrasi terpimpin sudah dilaksanakan di

daerah2 , jaitu prinsip demokrasi ditjerminkan dengan adanja

prinsip pemilihan dan mus jawarah sedang prinsip terpimpinnja

ditjerminkan dengan adanja ketentuan bahwa peraturan dacrah ti

dak boleh bertentangan dengan UU .

3. Djika
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3 , Djika akan disempurnakan kekurangan jang terdapat dalam UU No.

1/57 seharusnja dilakukan oleh Pemerintah bersama Parlemen tan

pa merobah djiwanja jang demokratis dan sesuai dengan pasal 18

UUD'45 .

4. UU NO . 1/57 sudah mendjamin kesatuan dan kekuasaan Pusat .

5. Djika UU No. 1/57 dilaksanakan sepenuhnja dualisme tidak ada

lagi ( sebab akan hanja ada satu sadja pemerintah didaerah jaitu

pemerintah otonom jang demokratis dan mempunjai wewenang jang

luas ) .

6 , UU No. 1/57 d juga sudah sesuai dengan Manifesto Politik Presi .

den jang menghendaki otonomi se - luasanja dan sesuai pula dengar

tuntutan revolusi jang hendak merombak struktur Kolonial .

7. PP No. 6/59 tjiptaan Menteri Ipik Gandamana jang menetapkan Ke

pala Daerah diangkat oleh Pusat dan tidak bertanggung djawab

kepada DPRD tidak mendjamin keserasian ( harmoni ) serta kelan

tjaran Pemerintah Daerah .

8. PP NO . 6/59 jang mengharuskan sistim kolegial didalam Dewan

Pemerintah Daerah dan diganti dengan Badan Pemerintah Harian

ditund juk dan jang harus melepaskan keanggotaan partainja

tidak selaras denran djiwa gotong rojong dengan semangat " ho

lopis kuntul baris " .

9. PP No. 6/59 jang mengebiri . kekuasaan DPRD tidak sesuai dengan

maksud sebenarnja pendemokrasian pemerintahan Daerah dan pem

berian otonomi jang seluas-luasnja .

10 , PP NO , 6/59 menghidupkan kembali kekuasaan jang eenhoofdig se

perti zaman kolonial jang sama sekali tidak sesuai dengan UUD

1945 .

( Harian Rakjat , 28/9-159 ) .

.

PP No. 6/59 BERDJINA ANTI PERSATU AN ,

CR PKI Notojudan Jogjakarta : " Pensalah gunaan rituling jang dimaksudkan

Presiden " .

ABKB Djabar : " Kembali ke 45 bukan berarti mengembalikan birokrat ke

singgasana " .

CS PKI Sukabumi : "Mengingatkan kita kembali kepada alam pendjadjahan " .

DD SBKP Semarang : " Berdjiwa anti persatuan " ,

DPT BTI Kuningan : "Alasan Menteri Dalam Negeri sungguh2 tak dapat di

mengerti " .

DD SOBSI Djawa Timur : "Mendidik orang2 jang duduk dalam badan Pemerin

tahan Daerah tidak setia kepada djandjinja , mendjauhi kehidupan de .

mokratis dan selandjutnja dapat tidak setia kepada Proklamasi Agus.

tus 1945 "

Seland jutnja menjatakan : " Sekalipun ditutup-tutupi dengan si

fatnja tidak seperti djaman kolonial " tetapi prakteknja
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prakteknja menempatkan DPD dan DPRD hanja sebagai embel2 seperti

Recontschapread , Gemeenteraad atau Provinsialeraad djaman kolonial ,

( Harian Rakjat , 23 / 9 - '60) .

PP GERVANI :

Menuntut PP NO . 6 ditindjau kembali , karena tidak sesuai dengan

rinsip2 demokrasi torpimpin dan UUD'45 , djuga bertentangan dengan

asrat Rakjat jang dinjatal:an dalam pemilihan umum j.l. dan terdjamin

lalam terpilihnja DPRD dan DPD serta Kepala Daerah, Kepala Daerah seka

lang ini .

T BTI Wonogiri : Kegembiraan dengan adanja UU No. 1/57 dan Undang2

No. 6/59 disapu bersih oleh keluarnja PP No. 6/59 itu .

( Harian Rakjat , 6/10-159 ) .

ANGGOTA P3 SSKDN SUROV! IJONO TTG , PP.NO , 6 .

Surowijono, Ketua aksi Dewan Perdjuangan PB SSKDN dan anggota PB

SSKDN di Djakarta kepada pers di Jogjakarta antara lain menerangkan :

Diwaktu berlakunja UU No. 1/57 korps pamongpradja selalu toat dan

sekarang pada saat2 pelaksanaan penetapan Presiden No. 6/59 d juga korps

pamongpradja taat dan membantu Pemorintah didalam pelaksanaannja .

Dikatakan , bahwa dengan berlakunja penetapan Presiden No. 6/59 itu,

haka hal ini adalah lebih sesuai dengan apa jang berlaku dipelbagai ne

sera demorasi diluar negeri dewasa ini .

Sedang UU No. 1/57 sebenarnja bagi rakjat Indonesia adalah terlalu

jauh melontjat dalam tingkatan berpikirnja , sehingga akibatnja banjak

menimbulkan kesulitan ,

Menurut Surowijono jang perlu dewasa ini adalah djangan dahulu mem

berikan sarana untuk merubah dan mongganti penetapan Presiden No. 6/59 ,

sebelum pelaksanaan peraturan itu mendjadi kenjataan .

Djika telah dilaksanakan dan umpama terdapat kekeliruan2 , maka ba

rulah peraturan itu disempurnakan disana- sini ,

Atas pertanjaan , apakah penetapan Presiden itu sekarang tidak berar .

ti satu kemunduran bagi demokrasi di Indonesia , didjawabnja, bahwa pe,

raturan itu lebih sesuai dengan dasar pertimbangan kepentingan rakjat

Indonesia dewasa ini .

( Pedoman , 22/10-159 ) .

ALA SAN PENOLAVAN DI - TJARI - TJ ARI ?

s . Handokowidjojo , enggota Parlemen Fraksi PNI. menanjakan pada pe

merintah, apakah masih ada sjarat2 lain untuk tjalon Kepala Daerah selair.

jang ditentukan dalam PP No. 6/59, dan benarkah alasan penolakan bebe

rapa tjalon masih ditjari - tjari .

( Sulindo, 24/12-159 ) .

DELEGASI2
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DELDGASI2 DPRD MENGU NDJUNGI PIMPINAN DPR .

Delegasi2 DPRD dan Organisasi massa dari Djawa Barat dan Djawa Ti

mur termasuk dari Kediri, Madiun , Bodjonegoro dan Ngandjuk telah mengun

djungi DPR dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata .

Hernowo anggota DPRD Bodjonegoro dalam pertjakapan dengan pers me

nerangkan , bahwa maksud kundjungan delegasi2 tersebut ialah guna menjam

paikan suara kehendak rakjat didaerah - daerah agar DPR dalam sidangnja

memberi usul- saran kepada Pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Presi

den No. 6 dapat ditangguhkan , dan menunggu sampai selesainja sidang DPA,

Dikatakannja , bahwa Peraturan Presiden No. 6 ini kurang t jukup de

mokratis djika dibandingkan dengan UU No. 1/57 jang telah ada, dimana

UU tersebut tjukup mendjamin adanja prinsip otonomi jang luas .

Wakil Ketua I DPR dalam pertemuan itu menjarankan agar para dele

gasi suka menghubungi fraksi dalam DPR , karena persoalan tersebut ter

letak pada fraksi2 dalam DPR , bagaimana mereka itu akan memoahas soal

Peraturan Presiden No. 6 itu dalam sidang2 DPR .

( Duta Mas jarakat , 20/10-159 ) .

SEKDJEN SOBSI NJONO :

TUNDA PELAKSANAAN PP NO , 6 DAN TJASUT .

Menurut Sekdjer SOBSI Njono : sudah djelaslah bahwa PP No. 6/59

dalam waktu singkač telah mendapat tantangan luas dari partai2 politik

organisasi massa dan tokoh demokrasi lainnja .

Sudah sewadjarnja dan sesuai denran perasaan kaum buruh , djika

SOBSI memperkuat tuntutan2 rakjat jang luas itu , supaja sendi pokok da

ri pada negara kepublik Indonesia, jaitu demokrasi atau kedaulatan rak.

jat djangan sampai dikebiri , dengan memad jukan desakan kepada Presiden/

Perdana Menteri Soekarno untuk menunda pelaksanaan PP No. 6/59 dan se

landjutnja untuk ditjabut kembali .

Desakan ini adalah sepenuhnja sedjalan dengan amanat2 Presiden /Per

dana Menteri Soekarno jang berulang kali menekankan bahwa " tidak mungkin

pembangunan didjalankan tanpa mongikut sertakan rakjat " .

( Pedoman , 6/10-159 ) .

PEPERDA DJAWA TENGAH PERINTAHKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PP.6 .

Imam Sofjan , Ketua DPRD Swatantra Tingkat I Djawa Tengah telah me

nemui Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Ipik Gandamana untuk menjam

paikan keputusan DPRD Djawa Tengah jang mengusulkan kepada Pemerintah

Pusat supaja pelaksanaan PP No , 6/59 ditangguhkan dan ditindjau kembali

dengan memperhatikan pasal 18 UUDI 45 .

Atas pertanjaan " Antara" Imam Sofjan , mengatakan , bahwa dalam hal

PP No. 6/59 ini Penguasa Perang Daerah Djawa Tengah telah menjampaikan

instruksi kepada semua Pekuper , Gubernur Djawa Tengah , Kepala Daerah I

Djawa Tengah dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta untuk menangguhkan

belaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah No. 1/59

sampai
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armpai selesainja Konperensi Antar Daerah Tingkat I di Bandung jangI

akan datang pada tanggal 14 dan 15 bulan ini .

( Harian Rakjat , 13/10-159 ) .

KEPUTUSAN DPRD SOLO .

DPRD Solo dalam sidang plenonja pada tanggal 7 dan 9 jbl . dengan

suara bulat mengambil koputusan menolak PP No. 6/59 dan minta kepada

Pemerintah Pusat supaja memberikan kesempatan kepada DPA dan Parlemen

untuk mempertimbangkan PP tsb .

Sutono (PNI). dalam sidang pleno tsb . menjatakan , bahwa PP 6 ada .

lah mentjabut hak demokrasi para pemilih ,

Dengan kepala daerah tund jukkan merusak kerdja gotong rojong mem

buat DPD sebagai pelajan halus-diagnose jang salah .

Sjahlan Rosjidi ( NU ) sementara itu menjatakan , bahwa PP 6 akan

menimbulkan kekuasaan totaliter ditanan kepala daerah dan membahajakan

demokrasi .

Siswopranoto ( Parkindo) dalam pada itu menjatakan PP 6/59 adalah

djauh kesasar dari UUD'45 , sedang pemakaian Penetapan Presiden sangat

diragukan dasar hukumnja . Dikatakan , bahwa adjakan menentang PP 6 ini

adalah simpatik .

Suwarno ( PKI) sementara itu menegaskan , bahwa PP 6/59 me lutjuti

hak2 demokrasi rakjat , bertentangan dengan UUD'45 dan Manifesto Presi

den . PP itu akan merestorasi otokrazi kolonial .

DPD TOLAK UNDANGAN GUBERNUR ,

Dalam sidangnja pada tgl . 9/10 jbl . DPD Tingkat I Djawa Tengah

d juga membahas sekitar pelaksanaan PP No. 6/59 terutama jang berhubungan

Ins truksi Menteri Dalam Negeri , DPD Djawa Tengah merasa tidak perlu

memenuhi undangan Gubernur , karena belum mendapat instruksi dari Peme

rintah Pusat dan berpendapat, sebaiknja pelaksanaan PP No. 6/59 itu me-.

nunggu Konperensi Tingkat I di Bandung dan sidang Dewan Pertimbangan

Agung , masing2 pada tgl . 15 dan 20 Oktober jad .

( Harian Rakjat, 13/10-159 ) .

STOP_PP 6/1959,

Hadisubeno Sosrowerdojo, Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah dalam

pidatonja membahas PP No. 6/59 pada sidang pleno DPRD Karanganjar , 7

Oktober jbl . antara lain katakan , bahwa UU No. 1/57 memang masih ada ke

kurangannja , tetapi PP 6/59 harus diretoled ,

Soland jutnja dikatakan , djika PP 6/59 dikatakan menghilangkan dua

lisme d justru PP 6/59 itulah jang mentjiptakan dualisme lebih besar ,

jaitu dengan mend jadikan Kepala Daerah , selain aparat daerah , djuga

aparat pusat . Kepala Daerah model PP 6/59 adalah seperti radja . BPII se

perti abdi-dalem jang memakai dodot dan kolok .

( Harian Rakjat , 13/10-159 )

•
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TUIDA PELAKSANAAN PP NO . 6 TAHUN 1959 ,

Dalam sidang pleno ke 3 Dewan Pertimbangan Agung , 7 orang anggota

telah mengad jukan usul agar pelaksanaan PP NO , 6/59 ditunda .

Usul penundaan pelaksanaan tsb , diadjulan setelah Menteri DN & OTD

Ipik Gandamana dipcrsilakan oleh Presiden / PM / Ketua DPA Soekarno untuk

memberikan keterangan atau pendjelasan tentang soal tsb.

(Sulindo , 21/10 - '59 ) .

SIDANG PLENO I DPRD DJAWA BARAT 1960,

Kosasih , am sidang pleno I DPRD Djawa Barat 1960 telah mengumum.

kan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah jane menjatakan pu

tusan Presiden tentang pengangkatan Letkol . Mashudi dan Mr. Achmad Sas

trawinata , masing2 sebagai Kepala ... Wakil Kopala Daerah tingkat I Djawa

Barat dan disebutkan d juga, bahwa Kepala Daerah tingkat I jang lama Oja

Sumantri diberhentikan dengan hormat .

Disamping itu diharapkan supaja pelantikan kepala Daerah jang baru

dilakukan tanggal 6-2 jang akan datang .

Ketua Fraksi PKI dalam DPRD Djawa Barat , Dachlan Rivai menerangkan

bahwa pengangkatan Kepala Daerah diluar dari pentjalonan itu sangat di

sesalkan oleh fraksinja .

Berhubung dengan sikap PKI jang menolak PP NO . 6/59 dan adanja

pengangkatan Kepala Dacrah & Wakil Kepala Daerah itu , Dachlan Rivai

monorangiran , bahwa sekarang kita hanja menunggu bagaimana program Kepal :

Daerah

Adil Puradiredja, dari fraksi PNI mengatakan , bahwa pengangkatan

itu mendapat penerimaan jang dingin dikalangan fraksinja , karena fraksi.

nja konsekwen salah satu dari 4 tjalon diangkat oleh Presiden .

Soal jang ponting bagi fraksinja ialah bagaimana nanti sikap Kepalo

& Wakil Kepala Daerah jang baru dalam menghadapi DPRD .

Fraksi Masjumi hanja mengatakan " no comment " atas pengangkatan tsb .

Fraksi IP-KI tak bersedia monjatakan komentarnja,

Kosasih , pada pidato pembukaan sidang pleno I itu mengharapkan DPRD

Djawa Barat berstyl baru dapat lebih membuat prestasi guna kepentingan

dan kesedjahteraan Djawa Barat .

Oja Sumantri menjatakan kesukaran pekerdjaan dipihak DPD untuk mem.

batasi antara jang prinsipil dan jang bukan , karena sed jak berlakunja

PP No. 6/59 DPD tidak boleh mengambil putusan2 jang prinsipil ,

Dikatakannja , bahwa sering terdjadi adanja masalah jang djika di

tangguhkan akan menimbulkan kerugian besar bagi rakjat .

Tapi disamping soal2 prinsipil demikian , instruksi2 Pemerintah Pusa

harus terus ditaati , roda Pemerintahan harus terus djalan , kepentinran

umum harus tetap diselesaikan , sehingga DPD tidak bisa tinggal diam agar

tidak akan terdjadi " achtorstand " ,

( Pedoman , 3/2-160 ) .
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ENJIMPANG DARI UTJAPAN MENTERI DN & OTD SENDIRI .

Gatot Mangkupradja menerangkan kepada wartawan Suluh Indonesia

bahwa penolakan Sanusi Hardjadinata sebagai Kepala Daerah Swatantra

Tingkat I Djawa Barat , dirasakan menjinggung perasaan suku Sunda .

Lagi pula penolakan terhadap Sanusi Hardjadinata , berarti merupa

kan penjimpangan dari utjapan Menteri Dalam Negeri Ipik sendiri bebera

pa waktu jang lalu , jang menegaskan bahwa Kepala Daerah harus ditetap

kan diantara de beste zonen van de daerah .

Sedang Sanusi dengan tidak mengurangi kehormatan terhadap lain2

tjalon, adalah de beste .
( Sulindo , 5/2-160 ) .

>

--SeSt==
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§ 3 .

SUARA PERS MENGENAI PENETAPAN PRESIDEN NO . 6

tentang

PEMERINTAHAN DAERAH .

SIAPA JANG MEMIMPIN DEMOIRASI TERPIMPIN?

Apa jang beberapa waktu 3.1 . kita duga , jaitu bahwa ada usaha un

tuk meng-usik2 hak2 otonomi daerah2 , terternjata benar . Jang bagi setiap

orang tentu menimbulkan keheranan adalah , bahwa menteri dalam negeri

Ipik Gandamana begitu ter-gesa2 , sampai2 mengedjar Presiden ke Tand junę,

pinang, untuk menjodorkan rantjangan " Penetapan Presiden " , se -olah2

swatantra2 I dan II sekarang ini" orang2 sekarat " jang djika tidak tje

pat2 dibedah akan mati Padahal, kalau ada jang segar -bugar

dinegeri kita sekarang , ia adalah daerah2 otonom - jang tidak banjak

tjektjok, jang bekerdja dan berusaha membangun , sekalipun tidak tjukup

mondapatkan subsidi dan fasilitet2 ,

Jang sangat kita sesalkan jalah bahwa pentjabutan berbagai hak

otonomi daerah2 itu dilakukan atasnama "menertibkan pemerintahan daerah

sesuai dengan djiwa dan semansat UUD 1945 dan demokrasi terpimpin " .

Djanganlah kita main umum2 dan memakai " semangat 1945 " untuk tu

d juan2 jang tak tentu2 . Kalau kita mau kongkrit , heruslah kita mengakui

bahwa di- tahun2 1945 , ketika jang kita miliki adolah KNI , keadaannja

djauh lebih demokratis daripada peraturan Ipik sekarang ini . Ketika itu.

pemerintahan tidak ditangan satu orang sadja , tetapi dilokukan oleh sua

tu Badan Exekutif jang bersifat kolcktif , Dilihat dari sudut ini djelas

lah, bahwa jang sesuai dengan semangat 1945 adalah d justru U no . 1 dan

bukan peraturan Ipik sekarang ini . Sekarang memang zamannja kembali ke

1945 , tetapi kita kuatir bahwa peraturan Ipik ini kembalinja agak ke

djauban , lebih dari pada 14 tahun ........

Kekuatiran kita ini mendjadi lebih2 lagi beralasan , karena menurut

ketentuan Ipik sekarang ini , sjarat untuk mendjadi Kepala Daerah adalah

" pendidikan , ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan " , dengan tidal

menjebut samasekali soal patriotisme . Tanpa menjebut soal patriotisme de

hanja menondjokkan " pendidikan , ketjakapan dan pengalaman dalam pemerin

tahan " akan berakibat bahwa jang bisa diangkat mendjadi Kepala2 Daerah

adalah ....... bekas2 pegawai kolonial .

Memang, dengan UU No. 1 korps pamongpradja mendjadi tidak puas .

Kita bukannja mengabaikan kenjataan ini , tetapi dengan ketentuan jang se .

karang ini jang akan tidak puas bulan lagi satu korps , tetapi seluruh

Rakjat . Sebab , djangan dilupakan , bahwa sistim DPRD , DPD beserta Kepala

Daerah pilihannja seperti sekarang ini adalah hasil pemilihan Umum , dja

di hasil suara Rakjat . Djika jang dibikin tidak puas bukan hanja satu

korps tetapi seluruh Rakjat , maka baik dilihat dari sudut . politik maupun.

keanan ,
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Gamanan , hal ini tidak mungkin bisa dipertanggung - djawabkan .

Berbitjara perkara Demokrasi Torpimpin , maka UU No. 1 itulah Demo1

krasi Terpimpin jang se - bonaranja . Ia adalah gotongrojong, ia adalah ho

lopis -luntul-baris ,

Adanja sistim pengangkatan untuk beberapa djabatan di pusat , hal ini

disetudjui oleh umum , karena dengan demikian terlaksana kepemimpinan

Bung Karno . Tetapi di-daerah2 ? Menteri dalam negeri sadja jang mau

mengangkati Kepala2 Daerah ( tingkat II ) dan BPH2nja? Sedjal kapan Demo

krasi Terpimpin mesti dipimpin cloh menteri ini atau menteri itu ?

( Harian Rakjat, 10 / 9-159 ) .

RETOOLING PEMERINTAH DAERAH & HASTHA - 3RATA .

>

Djika kita telah menjatakan menjokong kembali kopada Undanga Dasar

1945 , maka kita harus konsekwen menerima tidak sadja perubahan2 jang di

lakukan di Pusat , tapi djuga jang didaerah . Setjara horizontaal dan se

tjara vertikaal kita harus bor - ho - lopis - kuntul -baris , dan tidak bisa

kita umpamanja bersikap seperti PKI , jang hanja mau menerima perubahan2

di Pusat sadja , tapi menolak porubahan2 jang diselenggarakan oleh Pre

siden Soekarno di Daerah .

Oleh karena itu penetapan Presiden No. 8 tahun 1959 tentang Peme

rintahan Daerah , jang kalau boleh dilukiskan sebagai suatu retooling

pemerintah daerah pula , harus kita terima dengan ich-las dan penuh .

Malahan istilah jang suka dipakai oloh PKI jakni "menjokong dengan kri

tis " , itupun tak boleh masuk kamus kita dalam hal ini .

Kita sokong retooling pemerintah daerah itu . Tidak ,

Ada satu sogi jang positif kita lihat dalam ponetapan Presiden No.6

itu ialah bahwa kepala Daerah kini tidak dapat dirongrong lagi oleh par

tai2 politik . Kita sudah sama mengo tohui betapa dimasa lampau orang2

Pamongpradja pada pusing dibuatnja , terpaksa masuk partai2 politik untuk

montjari perlindungan , terpaksa kadang2 mengindjak norma2 zakelijkheid ,

keadilan dan ked Judjaran karena harus mendjalankan perintah partai , Se

karang ini orang2 Pamongpradja jang tulen itu tidak usah lagi memnorha

tikan tjirit-minjak ( grillen ) partai2 politik , Djika dia orang jang tja

kap , djudjur dan adil , dan berdjiwa UUD'45 moka dalam rangka peraturan

baru jang tolon dikeluarkan itu ia dapat bekerdja dengan se -baik2nja un

tuk kepentingan rakjat ,

Didalam mencangkat kepala Daerah , jang kini akan mendjadi pegawai

Negara, akan diperhatikan sjarat2 pendidikan , ketjakapan dan pengalaman

dalam pemerintahan . Disebutkannja sjarat2 tedi kiranja akan memberikan

suatu kelebihan atau " voorsprong' begi oranļ2 Pamongpradja jang sedjati

untuk dipertimbangkan diangkat mendjadi Kepala Daerah . Benar dikatakan ,

bahwa seorang Kopala Daerah diangkat dari antara tjalon2 jang diadjukan

oleh DPRD jeng bersangkutan , tapi adanja pagal lain jang menjebutkan ,

" bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing2 bo

leh menetapkan pengangkatan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah

tin kat II
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tingkat II diluar pentjalonan tormaksud sebagai disebutkan diatas tadi" ,

kiranja bisa memberi harapan jang baik kepada orang2 Pamongpradja . Ten

tulah segala sesuatu tergantung kepada beleid Presiden dan Montori Da.

lam Negeri dalam hal ini .

Dengan njatanja kepala Daerah mendjadi alat pemerintah pusat, di

samping tentunja tetap mendjadi alat pemerintah daerah , malra garis

komando atau " line of command " antara Pusat dongan Daerah mendjadi ter

pelihara . Hal ini nistjaja akan lobih mendjamin kelantjaran djalannja

bestuur .

Kepala Daerah dalam mendjalankan tuçanja dibantu oleh sebuah Badan

Pemerintah Harian , jang anggota2nja ( 3 sampai 5 orang ) se - dapatanja di

angkat dari tjalon2 jang diadjukan oleh DPRD jang bersangkutan atau di .

luar anggota Dewan tsb , Djura delam hal ini berdasarkan ketentuan tadi

diperoleh suatu ruangan bergerak jang agak besar untuk memilih dan me

nentukan suatu Badan Pemerintah Harian , jang terdiri dari orang2 jang

benar2 tjakap dan mempunjai pengalaman bestuur .

Buat semontara waktu pembentukan DPRD dilaksanakan berdasarkan pe

raturan - perundangan jang berlaku . Tentulah ini mengundjuk kepada UU NO .

1 tahun 1957 , tapi agaknja pada waktunja nanti djuça DPRD itu harus di

retool, dalam arti bahwa didalannja pun mesti ikut wakil2 golongan

fungsionil , selain wakil2 partai .

Sebagai kesan pertama dapatlah kita katal:an , bahwa retooling pe

merintah daerah seperti jang dilalulian dalam rangka penetapan Presiden

No , 6 tahun 1959 itu tidaklah begitu mencetjewakan dan bisa memberi ha

rapan baik bagi terlaksananja suatu bestuursvoering jang baik ditangan

orang2 jang tjakap .

Ada baiknja pula disini kita kemukakan apa jang didalam kesusas

teraan Djawa disebut "Hastha -Brata " , jaitu delapon sifat jang seharus

nja dimiliki oleh seorang radja jang baik . Walaupun seorang Pamong -Pra

dja dengan serdirinja bukanlah seorang radja , walaupun radja sudah tidak

sesuai lagi dengan iklim demokrasi jang kita kehendaki sekarang ini , na

mun kwaliteta jang diperlukan oleh seorang " regeerder" atau " bestuurder "

jang baik itu masih tetap berlaku djuga . Kedelapan sifat jang harus di

pemihi itu adalah :

1. Sifat seperti matahari, panas tapi djuga sumber segalanja yang

ada : Radja harus memimpin rakjatnja agar radjin bekerdja, dan

achirnja dapat memetik hasil usahanja itu .

2. Sifat seperti bulan jang mencrangi didalam kegelapan dan menarik

wataknja : Radja harus dapat menimbulkan harapan dalam kalbu

kaulanja jang sedang monghadapi masa kegelapan ,

3. Sifat seperti bintang2 , jang menjed jukkan kesepian malam dan

mendjadi tanda musim : Radja harus suka bertapa dan banjal ber

amal , tidak boleh menjimpang deri keutamaan ,

4. Sifat
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4. Sifat seperti awan , wadjahnja menakutkan orang jang melihatnja ,

tetapi menghidupkan segala tanaman disamping mendjadi pengrusak

apa jang ada : Radja sebagai pondjaga hukum harus memegang teguh

akan patolzan2 keadilan , tanpa melihat perbedaan sanal - saudara

dll .

5. Sifat seperti angin , jang meliputi segala - galanja : Radja harus

teliti memeriksa keadaan negaranja , tak holeh anggap sepele

soal2 jang besar maupun jang ketjil .

6. Sifat seperti api, lurus dan mombakar so -gala2nja jang menjen

tuhnja : sebagai pemegang hukum Radja tak boleh membedakan antara

keluarga, kaula dll . dan harus menghukum para pelanggar hukum

sesuai dengan kesalahannja .

2. Sifat seperti samudra jang lues : Radja harus dapat mentjangkupi

jang baik maupun jang buruk didalam negerinja, karena segalanja

itu adalah kenjataan2 jang terdapat didalam negerinja ,

8. Sifat seperti bumi , jaitu sentausa dan sutji : Radja harus mem

beri hadiah kepada mereka jang mau dan suka menjumbangkan tena

ganja kepada negara, dan tidak mudah diselewengkan oleh orang2

jang suka mengadu .

Demikianlah inti- sari kedelapan patokan "Hastha- Brata" itu , jang

barangkali ada baiknja kita tutup dengan kutipan lengkap dari pada apa

jang dikatakan tentang "watahari" dengan gaja-bahasanja jang indah sbb ,:

" Surja , darbe watak panas , nanging uga dadi sorananing dumadi , Wong

3 jumeneng Narendra kudu anetepi watakins Surja , lire pandjenenganing Nata

kudu amamardi marang wong saisining pradja , suraja pada sregep ing gawe ,

kang wusanane wong sapradja mau pada anggunduh luruping pakarti , Pradja

kang mangkono isine bakal mahanani lortarahardja " .

" Kartarahardja " memanglah bukan tudjuan jang harus ditjapai oleh

Radja sadja , melainkan oleh setiap orang jang berada dalam kedudukan se

bagai " regeerder " atau " bestuurder " , djadi djupa untuk korps Pamongpra

dja .

( Pedoman , 10/9.159 ) .

il

MASAALAH PEMERINTAHAN DAERAH .

Atas desakan Menteri Urusan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah , pada

tanggal 7 September 1959 jang baru lalu telah ditandatangani Penetapan

Presiden No. 6 tentang masaalah Pemerintahan Daerah . Penetapan Presiden

No. 6 , ini menurut keterangan , berlaku mulai tanggal 8 September 1959 ,

ialah pada waktu diundangkan ,

Kita katakan Penetapan Presiden No. 6 dikeluarkan atas desakan Men

teri Dalam Negori dan Otonomi Daerah, didasarkan atas kenjataan, bahwa

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk kepentingan pengaturan

Pemerintahan Daerah , meraga wadjib mengganggu perd jalanan Presiden minta

tanda tangan . Ditengah-tengah kesibukan Kepala Negara Presiden Soekarno

mengadakan perdjalanan ke -daerah2 , di Tand jung Pinang ditjegat oleh

Montori
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Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk dimintai tanda tangan ,

Dus nampak sekali , bahwa Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah rupa

nja sudah tidak sabar menunggu sampai Presiden Soekarno tiba kembali

di Ibu-kota .

Kita sendiri tidak mengerti dan tidak tahu alasan yang kuat dari

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk keburu -buru mendesak di

keluarkannja Peraturan Presiden No. 6 tentang Pemerintahan Daerah . Mung

kin karena keinginannja jang keras untuk menundjukkan aktivitetnja,

jang disesuaikan dengan djiwa revolusi dan djiva Undang2 Dasar 1945 ,

Tetapi djuga mungkin karena keinginannja jang keras untuk menjelamatkan

Negara dan Bangsa Indonesia dari bahaja api-kemelat jang dianggapnja

timbul karena magaalah Pemerintah Daerah . Itu kesemuanja mungkin . Teta

pi djika ditindjau dari pendjelasan Penetapan Presiden No. 6 jang di

susun oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah , sebenarnja kita ti

dak menemukan alasan jang sangat kuat untuk berbuat keburu nafsu seper

ti jang dilakukan sekarang ini .

Kita katakan terus -terang tindakan Menteri Dalam Negeri dan Oto

nomi Daerah mendesak Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 se

bagai satu tindakan jang tidak mudah dipertanggungdjawabkan oleh karena

apa jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sekarang ini , bertentangan

dengan apa jang telah ditentukan oleh Undang2 Dasar kita .

Pasal 13 Undang2 Dasar kita sekarang tegas menjatakan : " Pembagian

Daerah Indonesia atas daerah besar dan ketiil , dengan hentuk susunan

Pemerintahannja ditetapkan denman Undanga , dengan memandang dan meng

ingati dasar permus jawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara dan hak2

asal-usul dalam Deerah2 jang bersifat Istimewa " .

Demikianlah djelas sekali , bahwa masaalah ſemerintahan Daerah me

nurut Konstitusi kita ditetapkan dengan Undang2 . Dan apa jang ditetap

kan dalam Konstitusi , mestinja menurut logika jang wadjar harus dila

kukan dan dilaksanakan . Apapun dalilnja , baik dikatakan sekarang berla

lu demokrasi terpimpin , ataukah dikatakan revolusi mengingkari aksara ,

atau pun Konstitusi untuk manusia , akan tetapi tetap apa jang ditentu

kan oleh Konstitusi , merupakan ketetapan jang harus dilakukan . Sebab

setiop tindakan jang tidak selaras dengan apa jang ditentukan oleh Kon

stitusi , sudah terang malahan akan merusak tata-tertib djalannja revo

lusi itu sendiri . Sedangkan Konstitusi kita sekarang ini adalah satu

Konstitusi revolusi , konstitusi jang revolusioner . Dus tidak ada alasan

untuk ditinggalkan .

Mongenal masaalah Pemerintah Daerah, sampai sekarang diatur dengan

Undang2 . Dalam hal ini jalah Undang2 Pokok Pemerintahan Otonomi Daerah

No. 1 tahun 1957. Tetapi dengan keluarnja Penetapan Presiden No. 6 jang

didesakkan oleh Menteri Dalam Negeri ini , Undang2 No. 1 dikosamningkan

demikian sadja . Sebab Penetapan Presiden No. 6 bukan satu perohgian dari

Undang2 No. 1 , atau satu penjempurnaan Undang2 No , l , akan tetapi meru

pakan perombakan fundamentil dari susunan dan sistim Pemerintahan Daerah.

Dengan
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Dengan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6 atas desakan Menteri

alam Negeri , berarti satu Undang2 jang sjah telah dianulir dan di

singkirkan tanpa memikirkan akibat daripadanja .

Dengan domikian djelaslah, bahwa tindakan Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah sekorang ini , benar2 merupakan satu tamparan jang

pahit bagi Dewan Perwakilan Ralijat , jang sekarang telah bekordja dan

melakukan tugasnja sesuai denran Konstitusi 1945 .

Walhasil tjara Menteri Dalam Negeri melakukan perombakan terhadap

susunan dan sistim pemerintahan Daerah , menurut anggapan kita merupakan

satu tindakan inkonstitusionil jang sudah terang tidak mungkin menda

patkan sokongan dan bisa dibenarkan .

Tindjauan dan pendapat kita tentang tindakan Menteri Dalam Negeri

berdasar pada materi Penetapan Presiden , akan kita kemukakan besok lagi ,

( Sulindo , 10/9–159 ) .

KONSEKWENSI MENERIMA KEMBALI KE UUD'45 ,

Undanga Dasar 1945 telah menentukan beberapa garis2 besar mengenai

Pemerintahan di Pusat , maupun didaerah dan djuga kedudukan DPR , maupun

ketentuan2 berupa U organik jang mendjadi akibat daripada penerimaan

UUD'45 . Menurut UUD'45 maka Pemerintah dipegang langsung oleh Presiden,

Kepala Negara sebagai eksekutip utama . Dan sekalian menteri2 jang di

angkatnja adalah hanja pembantuanja . Djuga kabinet UUD'45 ini tidak ber

tanggung djawab kepada DPR , tetapi pada Madjlis Permus jawaratan Rakjat

jang melaksanakan hak kedaulatan rakjat , Dengan sendirinja seçala se

suatu pada masa jang akan datang ini , baik Pemerintah dipusat, baik

alat2 perlengbrapan negara maupun pemerintoh didaerah dan alat perleng

kapan pemerintahan daerah oben diatur kembali-diretool - menurut UUD'45akan

jang telah diterima oleh semua partai2 jang ada di Indonesia ........

karena DPR jang sekarang bekerdja dan telah dilantik itu adalah terdiri

dari anggota2 partai2 jang ada di Indonesia dan jang dapat dianggap te

lah menerima kedudukannja dalam DPR itu sebarai konsekwensi penerimaan

UUD'45 sebagai UUD negara jang baru .

Maka, dalam hari baik bulan baik ini Presiden telah menetapkan

pula bahwa Kepala Daerah diangkat dan diberhentiyan oleh Pemerintah

Pusat , jang diperintji pula bahwa Kepala Daerah Tingkat II diangkat

oleh Menteri Dalam Negeri dan ( tonomi Daerah . Sudah terang, bahwa ini

bertentangan dengan UU No. 1/1957 , jang menentukan bahwa Kepala Daerah

Tingkat I dan II diangkat oleh DPRD dan DPD , Dan anggota2 DPRD dan DPD

itu adalah torbentuk dengan hasil pemilihan umum ....... jang dilakukan

dengan tjara liberalistis atas dasar frue - ſight jong ketanja Som u a

daripada kita , baik solonnan kiri , maupun golongan kanan tidak dapat

meneruskannja laci karena tidak menjetud juinja .

UU No. 1/57 adalah satu susunan daripada Pemerintahan Deerah jang

dalam waktu terachir ini nampak benar tidak danat dilaksanakan sebagai

mana mestinja, Tidak
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Tidak sadja soal dualisme dalam Pemerintahan Daerah itu tidak dapat di

selesaikan , bahkan menghambat kemadjuan daerah , karena ada Kepola Daerah

menurut istilah Pamongpradja disamping Kepala Daerah " pilihan DPRD mau .

pun DPD " jang satu dan lain tidak bisa kerdja sama . Dapatkan hal ini

dipertahankan terus ? Bukankah kedjadian2 ini menimbulkan lagi gedjala2

jang telah dilihat dipusat , jai tu untuk kepentingan partai2 maka kepen

tingan rakjat didaerah diabaikan ? Bukankah UUD'45 tidak akan dapat ber

djalan djika sekiranja ada partai2 jang berkuasa didaerah . jang dila

hirnja sadja menje tudjui kembali kepada UUD'45 , tetapi dibathinnja tidak

montjoba menghalangi setiop putusan Pemerintah UUD'45 itu? Apa dja .

minan bagi Pemerintah Pusat untuk dapat melaksanakan putusannja , djika

dipusat dia berkuasa, tetapi didaerah Koonla Daerahnja masih tetap me

nerima instruksi2 daripada DP2nja ( molalui DPRD dan DPD ) untuk mendja

lankan segala putusan2 Pemorintah didaerah itu menurut kepentingan par

tai2 itu?

Ambillah umpamanja Mas jumi , Terus terang Mas jumi tidak menje tudjui

UUD'45 , walaupun atas dasar cpportuniteit Mas jumi tetap menje tudjui DPR

bekerdja terus dalam rangka UUD'45 . Sokiranja kawan2 Anwar Harjono (Ma

s jumi) dipusat tidak banjok dapat melakukan opposisi (atau obstruksi ) ,

tetapi dipemerintah daerah jang dikuasai oleh partai ini dengan sendiri .

nja politik Mos jumi bisa berdjolan , Ini logis , akibat daripada sesuatu

konstelasi politik jang dikuasai oleh partai tu . Dan mengingat pula

bahwa Masjumi mempunjai pula anggota2nja berontak terhadap Pemerintah

jang sah, maka tetap mempertahankan kekuasaan partai ini didaerah - daerah

sangat membahajakan tudjuan Demokrasi Terpimpin dan semangat kembali ke

UUD'45 .

Kita pikir baik PKI maupun PNI dan NU tentulah tidak bersedia mem

pertahankan kekuasaan partai demikian dilingkungan pomerintahan daerah,

bukan ?

Kita harus merasa sjukur kepada Tuhan bahwa partai2 jang menjetu

djui kita kembali kepada UUD'45 itu memang la h menjokong idee itu

tanpa reserve? Dan karena itu menerima segala konsekwensi kembali kepada

UUDI 45

( Merdeka, 11/9-159 ) .

PENETAPAN PRESIDEN NO , 6 KONSEKWENSI PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN .

Dengan satu perkataan sadja, Penetapan Presiden No. 6/1959 merupa

kan konsekwensi daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin jang selama ini

diandjurkan dan diterima oleh sebagian besar masjarakat ,

Dibentuknja kabinet presidontil jang berupa kabinet -kerdja sekarang

ini adalah mengikuti ketentuan2 dalam UUD'45 . Pembentukan kabinet terse

but , baik prosedur maupun hasilnja , tidak memperhitungkan imbangan ke

kuatan partai . Bahkan dengan djelas , menteri2 jang diangkat presiden

jang dikira ada hubungan keanggotaan dengan salah sesuatu partai diminta

oleh Presiden untuk melepaskan keanggotaannja .

Djelasnja
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Djelasnja, pemerintah pusat telah dibentuk oleh presiden atas

jak jang diberikan oleh UUD'45 . Tetapi sebaliknja , pemerintah daerah

selama ini telah dibentuk menurut hasil2 pemilihan umum jaitu hasil

daripada pelaksanaan demokra s ilibora I jang ternjata

telah gagal di alam Indonesia ,

Memang suatu kegandjilan akan tampak apabila pemerintah pusat jang

mendjadi sumber daripada pelaksanaan demokrasi terpimpin itu telah di

susun diluar ketentuan2 daripada demokrasi liberal tapi sebaliknja pe

merintah di - daerah2 masih tetap mengikuti ketentuan2 daripada demokrasi

liberal itu sendiri . Kegondjilan akan tampak dan achirnja mau tidak mau

kontradiks12 pasti akan timbul .

Kelandjutan daripada susunan pemerintah jang tidak univorm dari

pusat sampai ke -tjabang2 dan ranting2 itu tidak menutup kemungkinan

akan timbulnja chaos dalam pemerintahan . Dengan perkataan jang agak

lunak , bisa terdjadi bahkan mungkin akan sering terdjadi bahwa pemerin

tah daerah ( chususnja kepala daerah ) akan merupakan saluran jang kurang

tepat bagi pemerintah pusat .

Bagaimanapun djuga, sistim pomerintahan daerah jang selama ini

berdjalan adalah merupakan pentjerminan daripada hegemony partai2 di

lapangan politik dalam sistim demokrasi liberali. Hasil daripada sistim

ini telah kita maklumi jai tu meradjalclanja hegemony partai atau go

longan2 dalam segala lapangan, terutama lapangan ekonomi . Dan koka

tjauan biasanja bersumber dibidang tersebut .

Djelasnja , demi untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin untuk men

tjapai mas jarakat adil dan makmur , kita menje tud jui Penetapan Presiden

No , 6 tersebut dengan sedikit usul2 perobahan .

Oleh karena demokrasi terpimpin itu masih tetap berdasar pada azas2

demokrasi , maka pasal 4 ajat 3 jang berbunji : " Presiden dan menteri da

lam negeri dan otonomi daerah masing2 . boleh menetapkan pengangkatan

kepala daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II di luar pen

tjalonan termaksud pada ajat 2 pasal ini - sebaiknja dihapus k an .

Djika perlu tjalon2 kepala daerah jang diadjukan oleh DPRD bisa

diperbanjak , Dan demi untuk kepentingan " demokrasi " , presiden atau men

teri dalam negeri hanja akan mengangkat salah seorang diantara tjalon2

itu mendjadi kepala daerah jang dimaksud .

Apabila diantara tjalon2 jang diadjukan oleh DPR-Daerah tak se

orangpun jang dapat dipilih oleh presiden atou menteri dalam negeri ,

DPRD diwadjibkan memadjukan tjalon2 baru lagi .

( Berita Indonesia , 11/9-159 ) ./

SERBA ANEH .

Memanglah rupanja masjarakat kita sekarang ini harus berhadapan

dengan keanehan2 . Keanehan2 jang betul2 mentje ngangkan sekitar pendi

rian dan sikap orang jang tidak logis dan tidak konsekwen .

Sikap

!
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Sikap dan pendirian dari mereka, golongan2 jang bersorak sorai menerima

dan menjetud jui sepenuhnja demokrasi terpimpin , dekrit Presiden dan Ma

nifesto 17 Agustus jang lalu .

Adalah logis dan tiadalah pula lain daripada suatu konsekwensi jang

wadjar , bahwa badan2 pemerintahan daerah harus dire - tool pula, sebagai

mana halnja dengan pemerintahan pusat , Malahan hal itu kiranja tiadalah

lain daripada suatu keharusan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ,

seperti jang diinginkan oleh pentjiptanja . Djelas dan terang pula tu

djuannja dalam Manifesto 17 Agustus dari Presiden Soekarno .

Maka sangat logis dan konsekwen pulalah dimata masjarakat sekira

nja mereka , golongan jang telah bersorak sorai menjatakan persetud juan

nja, menjandjung pudji Presiden Soekarno mendekritkan UUD'45 serta me

laksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin dalam rangka UUD'45 , dan untuk

itu mere- tool badana pemerintahan dipusat , kini memberikan sokongan dan

dukungan jang sepenuh - penuhnja pula kepada pemerintah mere -tool badan2

pemerintahan didaerah .

Men jokong dan memudji tindakan pemerintah mengganti UU pokok pe

merintahan otonomi daerah No. I th . 1957 dengan jang baru , jang sesuai

dengan alam dan suasana Demokrasi Terpimpin jang telah disambut dan di

terima dengan gembira itu .

Akan tetapi sebagaimana kami katakan diatas , masjarakat kini ru

panja harus menghadapi keanehan2 jang betul2 mentjengangkan . Beberapa

hari jang lalu telah kami tulis diharian kita ini sekitar sikap PKI jang

melalui surat kabarnja telah menggunakan kata2 jang bukan main kerasnja

menentang pelaksanaan re - tooling badan2 pemerintahan didaerah itu . Bah

kan sampai mengeluarkan kata2 antjaman .

Dan kini setelah keluar Penetapan Presiden No , 6 menghapuskan UU

pokok pemerintahan daerah jang lama dan menggantikannja, partai terse

but tetap menentangnja dengan keras , Betapalah ini bukankah suatu ke

anehan, memperlihatkan sikap dan pendirian jang tidak logis dan tidak

konsekwen , djika diingat bagaimana hebatnja partai itu menjatakan per

studjuan dan sokongannja terhadap Demokrasi Terpimpin dan menjand jung

pudji Presiden Soekarno tiada tanggung2 selama ini .

Lebih2 lagi keanehan jang dirasakan , bahwa dalam hal ini PKI di

iringi oleh PNI , partai jang senantiasa menjatukan dirinja dengan Pre

siden Soekarno dan keinginan2 beliau melaksanakan Demokrasi Terpimpin ,

Betapalah pula tidak harus dirasakan sebagai keanehan , bahwa d justru

partai inilah pula jang begitu tega ber- sama2 dengan PKI menusuk pera

saan dan hati Presiden Soekarno , dengan sikap menolak dan menentang

penjempurnaan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin jang sudah demikian dje

las dalam Manifesto 17 Agustus . Sedangkan mereka pada mulanja menjatakan

berdiri bulat dan penuh dibelakang Presiden Soekarno .

Menulis surat kabar mereka , Suluh Indonesia, antara lain kemarin ,

bahwa penetapan Presiden sekarang ini bukan perobahan atau penjempurnaan

UU No. 1 , akan tetapi merupakan perombakan fundamentil dari susunan dan

sistim pemerintahan daerah , Dengan .
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Dngan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6 , kota surat kabar itu

rilandjutnja , berarti satu U jang sjah telah disingkirkan dan dianulir

vanpa memikirkan akibat2 daripadanja .

Sungguhlah aneh semuanja ini , Aneh karena datangnja djustru dari

PNI .

Diatas segala -galanja ini , baik dari fihak PKI maupun dari PNI ,

menjolok sekali tjara mereka menudjukan ketjaman dan serangannja kepada

Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana . Se - olah2 Penetapan Presiden No. 6

ini adalah se -mata2 tjiptaan dan keinginan Menteri Dalam Negeri itu be

laka .

Alangkah pula anchnja segala ini , Kabinet Kerdja adalah kabinet

presidentieel, pora menteri tiadalah lain dari pembantu2 presiden . Be

gitu pulalah adanja dengan Ipik Gandamana sebagai Menteri Dalam Negeri ,

Demikianlah serba keanehan jang harus dirasakan oleh masjaralat

sekarang ini . Serba keanehan jang menjolok dan menjebabkan orang ter

tjengang dan sungguh2 bertanja dimana letaknja logika don konsekwensi

mereka, golongan jang penuh gambar-gembor , bersorak sorai menjokong

Idee Demokrasi Terpimpin dan menjand jung pudji Presiden Soekarno selama

ini .

Dan sungguhlah dapat dimengerti betapa perasaan Presiden Soekarno

sendiri sekarang ini melihat dan menralami segalanja itu ,

( Abadi , 11/9 - '59 ) .

NAU APA IPIK GANDAMANA ?

Dapat diduga dari semula bahwa Penetapan Presiden No , 6 jang begitu

semangat dikehendaki oleh Menteri Ipik Gandamana telah menimbulkan ke

gontjangan besar dikalangan Masjarakat . Sebagai diketahui isi penetapan

itu antara lain berisi bahwa kepala Daerah Swat . I ditetapkan oleh Pre

siden, dan fungsi DPRD djadi sekundair dibuatnja sedangkan kepala dae

rah Swat . tinckat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Urusan Negeri dan

Otonomi Daerah .

Untuk ajolasnja bagaimana tad jamnja isi reaksi2 tersebut , kita

tjantumkan disini induk2 karangen dari surat2 kabar besar jang memba

wakan suara Partainja masing2 .

Harian kakjat ( PKI ) : Apa jang beberapa waktu jl . kita duga

bahwa ada usaha untuk menyusik -usik hak2 otonomi daerah, ternjata benar ,

Jang bagi setiap orang tentu menimbulkan keheranan adalah, bahwa Menteri

dalam negeri Ipik Gandamana begitu ter-gesa2 sampai2 mengedjar2 Presiden

ke Tandjung Pinang untuk menjodorkan rantjangan " Penetapan Prosiden " ,

se -olah2 Swatantra I dan II sekarang ini " orang2 sekarat" jang d jika

tidak tjepat2 dibedah akan mati Jang sangat kita sesalkan

adalah bahwa pentjabutan berbagai hak otonomi daerah2 itu dilakukan

atas nama " menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan se

mangat UUD'45 dan demokrasi terpimpin " .

Djanganlah
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Djanganlah kita main umum2 dan memakai " semangat 1945 " untuk tu

djurn jang tak tentu2 ,

Suluh Indonesia ( PNI ) : ....... Kita sendiri tidak mengerti dan

tidak tahu alasan jang kuat dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dae

rah untuk ke - buru2 mendesak dikeluarl-annja Peraturan Presiden No. 6 ten

tang Pemerintahan Daerah .

Kita katakan terus terang tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonom

Daerah mendesak Presiden mengeluarkan Penetanan Presiden No , 6 sebagai

satu tindakan jang tidak mudah dipertanggung djawabkan oleh karena apa

jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sekarang ini , bertentangan de

ngan apa jang telah ditentukan oleh Undang2 Dasar kita .......

walhasil tjara Menteri Dalam Negeri melakukan perombakan terhadap

susunan dan sistim Pemerintahan Daoran , menurut anggapan kita merupakan

tindakan inkonstitusionil jang sudah terang tidak mungkin mendapat 30

kongan dan tidak mungkin bisa dibenarkan .

Fraksi Masjumi di DPR jang didjadikan headline oleh Abadi: Oleh

Anwar Harjono dinjatakan penjesalannja terhadap penetapan baru Presiden

tentang pemerintahan daerah jang diumumkan oleh Dewan Menteri ,

Mendjadi pertanjaan kita , apa sebab djalan jang ditentukan oleh UU

itu tidak dilalui , sedangkan persoalannja adalah sangat fundamentil dan

perobahan2 jang dilakukan itu semuanja berdjalan diluar pengetahuan

parlemen sama sekali .

Kalau kita mau bitjara tentang hasil2 revolusi , maka Undang2 Pokok

tentang Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 jang diterima dengan suara

bulat oleh Parlemen itu , adalah salah satu dari padonia , jakni penglak

sanaan Demokrasi didalam Pemerintahan ,

Karena itu terasalah urgensinja Parlemen bersidans segera , seperti

jang sudah beberapa kali diusulkan djur ? oleh fraksi Masjumi .

Duta Masjarakat : Sependapat denfan suara Sekdjen PB NU sebagaimana

ditjantumkan didalam headline dibagian lain surat kabar ini .

( Duta Mas jarakat, 11/9-159 ) .

JANG MEMIMPIN ADALAH SOEKARNO .

Siapa jang memimpin Demokrasi Terpimpin? Inilah jang ditanjakan

kemarin oleh " Harian Rakjat " , tatkala memberikan pendapatnja perihal

penetapan Presiden No , 6 tentang Pemerintah Daerah .

Ternjata disitu, bahwa kaum komunis tidak setudju dengan retooling

pemerintah daerah seperti jang tolah dilakukan oleh kabinet kerdja itu .

Ia tampaknja tetap mempertahankan UU No. 1 tahun 1957 dan mengatakan ,

"bahwa UU No. 1 itulah demokrasi torpimpin jang sebenar-benarnja .

Sangatlah karakteristik pula bagi sikap koum komunis bagian penu

tup daripada tad julrentjana " Ilarian Flakjat " jang berbunji sbb :

" Adanja sistim penanşkatan untuk beberapa djabatan dipusat , hal

ini disetudjui oleh umum , karena dengan demikian terlaksana kepemimpina '

Bung Karno .

Tetan .
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Tetapi di - daerah2 ? Menteri Dalam Negeri sadja mau mengangkati Kepala2

Laerah (tingkat II ) dan BPH2-nja? Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mes

ti dipimpin oleh menteri ini atau menteri itu ? "

Djalan pikiran diatas mengingatkan kita kepada sebuah tadjuleren

tjana " Harian Rakjat " jang lain tempo hari, ketika ia mengatakan, bahwa

" ia hanja mengakui Soekarno" dan " tidak mengakui Soekarno2 -ketjil (di

daerah2 ) " .

Tentulah djalan pikiran begini nonsens belaka. Seperti dikatakan

orang " perdamaian itu adalah satu dan tidak terbagi- bagi" , begitu pula

lah " demokrasi terpimpin itu satu dan tidak terbari2 adanja " . Tidak

mungkin orang bisa menerima demokrasi terpimpin untuk di Pusat sadja,

dan menolaknja di Daerah . Begitu djuga Soekarno sebagai pemimpin demo

krasi terpimpin adalah satu dan tidak terbari -beri .

Kerena itu tidaklah pula tepat , djika kaum komunis misalnja mau

mempertano ung -djawabkan satu Menteri sadja atas sesuatu tindakan jang

telah diambil dibidang politik kenegaraan . Jang" riemimpin kabinet kerdja

adalah Presiden / PM Soekarno dan jang bertanggung - djawab sesuai dengan

ketentuan UUD 1945 adalah Presiden pula jakni Soekarno . Adapun para

Menteri hanjalah pembantu Presiden somata - mata ,

"Sedjak kapan Demokrasi Terpimpin mesti dipimpin oleh menteri ini

atau menteri itu ? " Pertanjaan " Harian Rakjat " ini meleset sama sekali .

Kiranja tidak usah didjawab lebih djauh, dan sebaiknja PKI mempeladjari

dan mendiskussikan kembali setjara homlopis - kuntul -baris apa artinja

itu menjokong kembali ke UUD 1945 dan apa konsekwensi politiknja ?

"Menteri Dalam Neguri sadja jang mau ment; angkati Kepala2 Daerah

( tingkat II ) dan BFH2-nja ? " , portanjaan " iarian Rakjat " ini menund juk

kan pula ketidak - djudjurannja , sebab dengan sengadja ia mendiamkan 09.

dja pasal 4 dari penetapan Presiden No. 6 jang berbunji : " Kepala Daerah

diangkat dan diberhentikan oleh ( a ) Presiden bagi Daerah tingkat I dan

( b ) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tinskat II " .

Kenapa PKI mengabaikan sadja kenjataan , bahwa djuga Presiden mengangkati

Kepola2 Daerah ( tingkat I ) dan kenapa ia hanja mau menjoroti dirinja

Menteri Dalam Negeri? Karena momang sesuai denran sikapnja seperti jang

diterangkan oleh Aidit mendjelang kongres PKT 'menjokong kabinet dengan

kritis " , dia tidak mau berhadapan dengan Presiden Soekarno dan hanjalah

mau menghadap para Menteri , dalam hal ini chusus lienteri Dalam Negeri .,

Baiklah kaum komunis mentjam !:an lagi , bahwa jang memimpin demokra

si terpimpin adalah Soekarno, jang mempertonggung-djawabkannja djuga

Soekarno ,

( Pedoman, 11/9-159 ) .

MASAALAH PEMERINTAHAN DAERAH .

Dalam tulisan ini akan kita tindjau masalah pengaturan Pemerintaha

Daerah menurut ketontuan hasil kroasi Menteri Ipik, dilihat dari segi

materi Penetapan Presiden No. 6 .

Dalam
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Dalam pendjelasan Penetapan Presiden No. 6 kreasi Menteri Ipik di

te askan , bahwa dikeluarkannja pengaturan pemerintahan daerah ini de

ngan Penetapan Presiden karena dianggap sebagai pelaksanaan dekrit

Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959 ,

Dus djelas menurut pangkal pikiran Menteri Ipik , masaalah Peme

rintahan Daerah ini diatur dengan Penetapan Presiden , oleh karena di

anggap masaalah ini sebagai pelaksanaan dekrit Presiden .

Timbul sekarang pertanjaan . Apakah dan tindakan2 manakah jang se

karang ini dilakukan bukan atas dasar dan sebasai pelaksanaan dekrit

Presiden ? Kita berpendapat , segala apa jang berlaku dan ditindakkan

sekarang , baik oleh Pemerintah , alat2 negara ataupun rakjat umum , ada-.

lah konsekwensi dan pelaksanaan dekrit Presiden . Djika masaalah pore

konomian sekarang mesti diatur menurut Pasal 33 Undang2 Dasar , soalnja

tidak lain karena ini adalah konsekwensi dan pelaksanaan dekrit Presi

den, jang berisi pernjataan berlakunja kembali Konstitusi 1945. Demi

kian pula tindakan2 jang lain ,

Akan tetapi apabila semua pelaksanaan dekrit Presiden mesti di

atur dengan Penetapan Presiden , maka rasanja tidak ada lari artinja

ketetapan dalam Konstitusi jang menjangkut masaalah Undang2 . Selandjut

nja tidak perlu ada Dewan Perwakilan Rakjat , jang bertugas ber-sama2-

dengan Presiden sebagai Kepala Eksekutip , membuat Undang2 . Tjukup dji

ka kesemuanja diatur dengan Penetapan Presiden , sebab toh semua ini

merupakan pelaksanaan dan konsekwensi dekrit Presiden tanggal 5 Djuli

1959 jang lalu .

Dus apabila Menteri Ipik mendasarkan pengaturan Pemerintahan Dae

rah atas anggapan sebagai pelaksanaan dekrit Presiden , menurut pendapat

kita malahan djustru bertentangan dengan dekrit itu sendiri, jang me

njatakan berlakunja kembali Undang2 Dasar 1945 , dalam mana dimuat kete

gasan mengenai susunan Pemerintah Daerah .

Selandjutnja dalam pendjelasan dinjatakan , bahwa maksud pengaturan

Pemerintahan Daerah dengan Penetapan Presiden, hasil kreasi Menteri

Ipik, jalah untuk mentjiptakan harmoni diantara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah .

Kita berpendapat, bukan harmoni jang akan didapat dari pelaksanaan

kreasi Menteri Ipik , akan tetapi satu imitasi . Satu suregaat dari Peme

rintahan Pusat . Dengan demikian, timbul imitasi Presiden Soekarno di

daerah2 di Indonesia ini . Dan djustru dengan tertjiptanja imitasi Peme

rintahan Pusat inilah, achirnja malahan akan timbul chacs karena kete

gangan diantara Kepala Daerah jang mempunjai hak veto dengan wakil2

rakjat .

Kemudian ditindjau dari seluruh materi Penetapan Presiden hasil

kreasi Menteri Ipik , kita sampai kepada kenjataan2 :

a , sistim pemerintahan daerah jang baru ini , merupakan satu sistim

pemerintahan jang tidak djauh berbeda dengan sistim pemerintalian

djaman Belanda dan djaman Djopang .
Sebab
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Sebab apa jang dinamakan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebe

nirnja hanja merupakan nama . Paling banjak merupakan satu ad

vies - college , jang djila dianggap berguna nasehatnja bisa dipa.

kai oleh Kepala Daerah, tetapi sebaliknja djika dianggap remeh ,

akan masuk latji . Kita katakan sebarai apa jang kita alami di

djaman Belanda , oleh karena Kepala Daerah , merupakan seseorang

jang tidak bisa digansgu-cugat dan wakil2 rakjat sama sekali ti

dak mempunjai hak kontrole terhadapnja .

Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 , djauh lebih ma

dju . Dalam Undang2 Pokok 22 tahun 1948 , wakil2 rakjat masih mem

punjai hak kontrole terhadap Kepala Daerah, seperti dinjatakan

dalam pasal 18 ajat 4 jang berbunji : Kopala Daerah dapat dibor

hentikan oleh jang berwadjib atas usul Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah . Dengan demikian djelas sekali , bahwa rakjat masih mem

punjai hak kontrole , hak mengawasi kebidjaksanaan Kepala Daerah,

sekalipun ia diangkat oleh Pemerintah Pusat ( Presiden atau Men

teri Dalam Negeri ) . Sebaliknja dalam pengaturan jang baru ini ,

sama sekali tidak terdapat ketentuan sematjam tersebut . Dus se

orang Kepala Daerah , berarti tidak bisa dipanggu - gugat dengan

kuasa vetonja .

b , sistim kollegiaal dalam Pomerintahan dihapuskan , jang sudah te

rang tidak selaras dengan maksud baik dari sifat gotong rojong

dan musjawarah . Sebab Baden Pomerintahan Harian hanja merupakan

pembantu belaka , Dus tidak ada kehorusan bagi seorang Kepala

Daerah untuk berunding dengan kawan sekerdjanja .

c . sifat otonomi jang demokratis dari sesuatu daerah, dapat dika

takan sudah hapus sama sekali . Sebab Dewan Perwakilan kakjat

Daerah jang mewakili suara rakjat didaurah , jang monurut hake

kat domokrasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam daerah kekua

saannja telah digunting demikian rupa sehingga tidak berarti .

Setiap keputusan bisa sewaktu -walnu ditangguhkan oleh Kepala Dae

rah atas pertimbangan sendiri , tanpa diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah, seperti halnja teros ditentukan misal

nja dalam Undang2 Pokok No. 22 tahun 1948. Djangankan menentukan

Kepala Daerah , menentukan pembantu2 Kepala Daerah sadja ( anggota

Badan Pemerintahan Harian ) tidak terdjamin kekuasaannja . Sebab

anggota2 Badan Pemerintahan Harian , bisa diangkat diluar jang

ditjalonkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah , Malahan menurut

bunji pasalnja, hanja se -dapatanja diangkat dari tjalon Dewan

Perwakilan Rokjat Daerah . Dus bukan satu ketentuan .

Demikian beberapa kenjataan jang timbul karena pengaturan Pemerin

tahan Daerah hasil kreasi Menteri Ipik .

Sementara itu kita sendiri tidak berarti mengingkari dan membuta

terhadap kekurangan2 jang ada didalan Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah

No , 1 tahun 1957. Sama sekali tidak.

Kekurangan

1



Kekurangan jang djelas harus disempurnakan jalan ponghapusan dua

lismo pimpinan Pemerintahan Daerah . Dan penjempurnaan ini bisa dilaku

kan dengan djalan misalnja merobah penetapan Kepala Daerah, bukan lagi

atas dasar pilihan seperti tertjantum dalam Undang2 No. 1 tahun 1957 ,

akan tetapi bisa dirobah dengan apa jang ditentukan dalam pasal 18 ajat

1 Undang2 Pokok No , 22 tahun 1948. Dengan demikian dualisme bisa dile

njapkan . Tetapi bukan porombakan jang fundamentil - prinsipil dari sistim

otonomi jang demokratis .

Apa jang dilakukan oloh Menteri Ipik sekarang , menurut pendapat

kita bukan lagi penjempurnaan torhadap usaha2 koarah pemberian otonomi

kepada daerah, akan tetapi djustru merupakan langkah mundur jang .mema

tikan idee otonomi daerah jang demokratis , jang sebenarnja sudah sedjak

lama dikehendaki oleh masjarakat .

Kita merasa perlu menjatakan pendapat mengenai masaalah pengaturan

Pemerintah Daerah dencan tjara terus - terans , djustru terdorong oleh

pertanggungan djawab sebagai pembawa suara salah satu golongan masja

rakat jang merasa mempunjai saham dalam perdjuangan kombali ke Undang2

Dasar 1945 dan ingin melihat dengan segala kesungguhan terlaksananja

program Kabinet , sesuai dongan ketentuan2 jang ada dalam Konstitusi .

Achirnja berhubung dengan tindakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah Ipik tentang pengaturan pemerintahan daerah sekarang ini , kita

terpaksa mengutjapkan : inna lillahi wa inna ilaihi radjiun atas matinja

sistim otonomi jang demokratis , dengan disertai harapan semoga arwahnja

dengan selamat sampai di - paradiso , untuk kemudian pada satu ketika tu

run kembali keme jepada dengan wadjah dan perwudjudan jang lebih sem

purna .

( Sulindo , 11/9- '59 ) .

LOGIS DAN LOGIKA,

Suluh Indonesia " termasuk salah satu pelopor dalam perd juangan

kembali ke Undang2 Dasar 1945 , Dan sekarang ini apa jeng diperd juangkon

oleh "Suluh Indonesia " , sudah terlaksana , Sudah terwudjud . Undang2 Da

sar 1945 sekarang sudah mendjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Konsekwensi jang logis , segala tindakan dan perbuatan , sekarang

ini harus didasarkan dan disesuaikan dengan Konstitusi 1945. Demikian

pula mengenai pengaturan Pemerintahan Daorah . Menurut Undang2 Dasar

1945 , jang sekarang ini sudah berlaku, masaalah susunan Pemerintahan

Daerah diatur dan ditetapkan dengan Undang2 . Ini djelas disebutkan dan

ditegaskan dalam Pasal 13 Konstitusi kita jang sekarang

Tetapi pengaturan susunan Pemerintahan Daerah sekarang , tidak di

lakukan dengan Undang2 , Oleh Menteri Ipik, didesakkan dengan Penetapan

Presiden No. 6. Dus tidak tjotjok dan tidak sesuai dengan Undang2 Dasar ,

Maka itu sebagai konsekwensi dari pendirian jang gigih terhadap

perd juangan kembali ke Undang2 Dasar 1945 , sendirinja sudah logis djika

kita tidak bisa menjo tudjui dan mendukung apa jang dilakukan oleh Menter .

:: I ! ..
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Djadi apabila " Abadi " mengatakan, bahwa " Suluh Indonesia " sekarang

ini didalam menghadapi masaalah Penetapan Presiden No. 6 a la Menteri

Ipik , tidak logis dan aneh, sebenarnja bertentangan dengan kenjataan .

Sebab apa jang dikemukakan oleh " Suluh Indonesia " , ditindjau dari segi

proseduril, djelas merupakan konsekwensi logis dari tindakannja jang

terdahulu , sebagai salah satu polopor dalam perdjuangan kembali ke Un

dang2 Dasar 1945 .

" Suluh Indonesia " sedjak ditjanangkannja demokrasi terpimpin oleh

Presiden Soekarno , kontan tanpa pikir pondjang , menjetud jui idee demo

krasi terpimpin . Bukan sadja menjetudjui , alan tetapi malahan berusaha

keras ikut serta memberi sumbangan untuk kesempurnaan isi domolcrasi

terpimpin ,

Dan sari -djiwa demokrasi terpimpin , adalah bertitik-berat pada

demokrasi. Bukan diktatur . Bukan totaliterisme . Ini djelas dikemukakan

oleh Perdana Menteri Djuanda , djanan Kabinet Karya didepan sidang pleno

Dewan Perwakilan Rakjat , sewaktu mendjelaskan keputusan Pemerintah untuk

kembali ke Undang2 Dasar 1945 .

Djadi djelaslah, bahwa gari -djiwa domokrasi terpimpin adalah demo

krasi . Ini kita se tudjui dan kita sokong sepenuhnja ,

Tetapi Penetapan Presiden No. 6 model Menteri Ipik , terang tidak

demokratis . Dus terang tidak tjotjok dengan demokrasi terpimpin . Buktinja

1. Kepala Daerah ditund juk oleh Pusat bisa diluar pentjalonan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah . Dengan demikian djelas , hak rakjat me

nentukan atau menundjuk Kepala Daerahnja , lewat wakilanja , sudah

tidak terdjamin .

2. Hak rakjat menentukan pembantu2 Kepala Daeran, d juga tidak ter

djamin , Sebab anggota2 staf pembantu Kepala Daerah, menurut ke

tentuan , hanja sedapat- dapat diangkat dari tjalon2 DPRD , Dus bu

kan keharusan ,

3. Kepala Daerah bisa menangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah, tanpa memberi tahukan kepada DPRD , Tjuma berdasar pada

anggapannja sendiri ,

Demikian djelaslah , bahwa dipandang dari segi materi , Penetapan

Presiden No. 6 a la Menteri Ipik, benar2 tidak demokratis . Dan karena ti .

dak demokratis , sendirinja sudah logis dan wadjar tidak bisa kita sokong .

Sebab ini tidak sesuai dengan demokrasi terpimpin, jang tetapi berdjiwa

dan bertitik-berat pada demokrasi .

Lain halnja dengan Pusat , Artinja Pemorintah Pusat . Walaupun Menteri

diangkat atau ditundjuk oleh Presiden , akan tetapi Presiden sendiri seba-.

gai Kepala Negara dan Kepala Pomorintahan tidak ditundjuk , Tetapi diteta

kan oleh rakjat , lewat wakilanja dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat ,

Dus Presiden bukan tundjukan begitu sadja . Baik oleh dirinja sendiri ata

oleh orang lain , Inilah perbedaannja jang prinsipil . Dan itulah sebabnja

maka masaalah Pusat tidak dipersoalkan , sebab tetap demokratis .

Demikian ...

.
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Demilian maka djelaslah, bahwa apa jang dilakukan oleh " Suluh In

donesia " terhadap Penetapan Presiden No , 6 a - la M6 teri Ipik , tjukup

logis . Malahan merupakan konsekwensi logis dari sikapnja jang terdahulu ,

sebagai salah satu pelopor dalam perdjuangan kembali ke Undang2 Dasar

1945 dan pendukung demokrasi terpimpin .

Dan djika " Abadi " menganggap " Suluh Indonesia " tidak logis dan aneh

ini memang wadjar . Sebab memang " Abadi " selama ini tidak pernah punja

logika. Buktinja ; pemimpin2nja jang sudah terang merusak parlementarisme

dan ikut membrontak, sampai sekarang dibiarkan dan tidak pernah dikutuk ,

Apalagi dipetjat oleh partainja " Abadi " . Sedangkan " Abadi" adalah trom

pet dari satu partai, jang selalu menjatakan diri sebagai partai demo

kratis jang legaal -parlementer .

( Sulindo, 12/9-159 ) .

.

PENETAPAN PRESIDEN NO. 6/1959.

Tanggal 9 September 1959 telah diundangkan Penetapan Presiden No.6

tahun 1959 jang menentukan bentuk dan susunan serta kukuasaan , tugas

dan kewadjiban Kepala Daerah .

Kemarin telah kita muatkan isi Penetapan Presiden tersebut seleng

kapnja, dimana dapat diikuti isinja pasal demi pasal , jang tegas dan

tandas telah merupakan perombakan dan perobahan setjara prinsipit atas

sistim jang sekarang ini jang berdasarkan pada Undang2 No. 1 tahun 1957 .

Rupanja setelah diadakan retooling jang hebat di pusat pemerintah ,

kini ini dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tersebut di-retool

pulalah pemerintahan daerah . Hanja tampak2nja retooling untuk pemerin

tahan daerah ini ada pihaka jang merasa keberatan sama sekali , jang ten

tunja punja alasan2 tersendiri atas keberatannja itu .

Kita jang tegas dan tandas mendukung idee untuk kembali ke UUD'45

dan jang telah dengan tegas pula mendukung ideo2 Sookarno sebelum itu

jang kita jakin bila dilaksanakan dengan sebaik-baiknja pasti akan da

pat membawakan rakjat dan negara2 kita ini pada pentjapaian tjita2 ,

baik
politik maupun sosial , kini berkenaan dengan Penetapan Presiden

No. 6/1959 ini dengan penuh semangat dan kemampuan memberikan pula du

kungan jang sehebat -hebatnja ,

Kita dukung dan setud jui penetapan Presiden No. 6/1959 ini , karena

kita jakin dengan sistim pemerintahan seperti itu adanja garis lurus

dari pusat kedaerah akan lebih mudahlah segala rentjana dan persoalan

diselesaikan . Dengan tidak adanja dualisme , seperti jang terdapat dalam

sistim pemerintahan daerah jang lama , kitapun jakin segala sesuatu ti

dak untuk kepentingan nusa dan bangsa kita ini ke seluruh an nja

dapat ditindakkan dengan baik dan setjara merata dan meluas .

Terhadap suara2 jang menjatakan keberatannja atas isi Penetapan

Presiden No. 6/1959 ini jang tentunja dengan alasananja sendiri2 pula ,

kita tidak dapat berkata lain, karena itu memang mendjadi hak mereka

hanja satu hal jang kita rasa tidak djudjur ialah tjara mereka dalam

mentjoba -tjoba.....

1
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ntjoba - tjoba untuk memberikan kesan pada mas jarakat bahwa Penetapan

rosiden No. 6/1959 ini adalah maunja dan kehendaknja Menteri Dalam Ne

geri/Otonomi Daerah Ipik Gandamana sadja . Bahkan menurut hemat kita tu

duhan atas diri Menteri Ipik , bahwa dia telah tergesa-gesa dan pergi

i'mentjegat " Presiden ke I'and jung Pinang , dan so - olah2 semuanja itu dila

kukan dengan " ter - buru2" dan seperti " dipaksakan " , adalah tidak beralasan

sama sekali .

Kalau kita menoropong atas diri mereka jang memberikan suara tidak

setud ju itu, biar dengan alasan dan dalih apapun , apabila alasan dan da

lih jang di - tjari2 dan men -tjoba2 pula bersembunji - gembunji dibalik kata

" demokrasi " dan " kedaulatan rakjat " , maka setjara tegas dan tanpa tedeng

aling2 kita katakan disini bahwa suara mereka itu didasarkan dan digema

kan keluar atas dan untuk kepentingan mereka sendiri . Dan alangkah nail

djadinja bila diantara mereka itu ada jang tidak setudju karena berke

hendak menjelamatkan beberapa gelintir orang jang kebetulan beropposisi

sebagai " direktur " atau " direktur ketjil " dalam partainja .

Kita benar2 mentjela sikap pihak jang seperti itu, jakni pihak2

jang hanja untuk kepentingan beberapa orang atau katakanlah segolonganj

orang , dengan tidak malu2 mentjoba- tjoba mengorbankan kepentingan orang

banjak, kopentingan rakjat dan nogara ini dalam keseluruhannja .

Presiden Soekarno telah ber-kali2 bahkan tidak djemu2nja mengemu

kakan dalam tiap kesempatan jang ada , agar kita semua dapat bertindak

dan berbuat sesuai dengan kepentin an nusa dan bangsa dalam keseluruhan

nja, dapat melctakkan kepentingan nusa dan bangsa itu tadi diatas kepen

tingan lainnja , apalagi kepentingan itu hanja kepentingan beberapa orang

atau paling banter sogolongan orang .

Kita minta perhatian dan konsokwcnsi tindakan dari semua pihak dan

golongan jang telah memberikan dukungannja sotjara hebat atas idee kem

bali ke UUD'45 baru2 ini , dan seperti janç ternjata , golonsan pendukung

idee kembali ke UUD'45 adalah golongan jang terbesar agor dalam kata2

dan perbuatan dapat meletakkan kopentingan negara dan bangsa ini diatas

segala kepentingan lainnja .

Jang paling penting pula kita harapkan kewaspadaan dari pendukung2

ideo kembali ke UUD'45 itu , agar d janganlah dalam kesempatan " berdeda

pandang dan pikir " sekitar Penetapan Presiden No , 6/1959 ini persatuan

dan kekompakan kita dapat dirotakkan oleh golongan2 lainnja jang sedjak

semula memang menentang atau ragu2 untuk kembali ke UUD'45 .

Bahkan kitapun harus awas dan waspada terhadap pihak jang mendukung

Penetapan Presiden No. 6/1959 ini sotjara palsu ; setjara tidak ichlas

jang tidak kurang bahajanja dari sikap orang2 jang didepan Presiden Soc

karno borkata " ja " sambil mantuk2 dua belas kali , tapi dalam hati ketjil .

nja " grumit " dan "bergoma " kata " tidak " atau " lihat dahulu" .,

Kepalsuan dan ketidak ichlasan dari orang2 jang katanja mendukung

ideo kembali ke UUDI 45 ini , harus kita perhitungkan pula baik sekarang

maupun dalam waktu2 jang akan datang ,

Mereka
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Mereka jang mendukung idee kembali ke UUD'45 dan mendukung pula

Penetapan Presiden No. 6/1959 ini tapi setjara tidak djudjur dan tidak

ichlas sesungguhnja pula lebih berbahaja dari pihak2 jang menentang

dan tidak menje tud juinja sedjak semula .

Terhadap mereka jang untuk waktu ini belum dapat men jetudjui isi

Penetapan Presiden No. 6/1959 ini, kita minta perhatian dan kesadarannj .

untuk menindjau sikapnja itu, sebab bila kita setud ju terhadap "re

tooling " dalam badan2 pemerintahan dipusat , mengapa kita tidak men jetu

d juinja bila hal itupun dilakukan di - daerah2 . Bukankah kita harus men

tjari dan mengusahakan adanja keseragaman dan keharmonisan bekerdja se

djak dari pusat sampai kedaerah?

Bukanlah kita harus segera mengachiri dualisme dalam pimpinan pe

merintahan daerah jang berdasarkan UU " 0 , 1 tahun 1957 itu?

Kalau kita menjetud jui dan dapat menerima diberikannja kedudukan

jang kuat pada kabinet kerdja ini sesuai dengan UUD'45 , mengapa kita

mesti menolak untuk memberikan kedudukan jang kuat pula pada Kepala

Daerah agar dengan kedudukannja jang kuat itu segala rentjana pembangun.

..an dan usaha lainnja jang bertudjuan memakmurkan rakjat danat berdjalan

setjara baik dan teratur , jang tentu sadja, semalanja itu disesuaikan

dengan apa jang ada dan terdjadi dipusat .

Bila kita biarlan Kepala Daozah itu , sesuai dongan UU No. 1 tahun

1957 , dipilih dan ditentukan oleh DPRD , kemudian DPRD pun dapat mendja

tuhkannja kembali , maka kita kuatir hal jang sama sifatnja dapat terdja.

di seperti nasibnja kabinet2 kita jang terdahulu dalan djamannja sebelun

dekrit Presiden , dimana tiap kabinet cleh DPR dapat didjatuhkan , dapat

didjegal , dapat disabot serala usahanja . Dan segala pendjenalan atas

tiap kabinet itu hanja didasarkan kehendak dan nafsunja beberapa pemim

pin partai sadja jang bertjokol dalam DPR jang belum di - retool dulu itu .

Untuk mendjaga dan agar tidak berulangnja penjakit kepartaian se

perti dulu itu dalam hal djegal mendjegal , kita pahami mengapa dalam

penetapan Presiden No. 6/1959 desebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat

oleh Presiden untuk daerah tingkat I dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk

daerah tingkat II ; dan pengangkatan ini dilakukan dari tjalon2 DPRD jang

bersangkutan . Pertimbangan lain jang kita maksudkan diatas tentulah per

timbangan untuk kepentingan nusa dan bangsa dalam keseluruhannja .

Sebagai tjontoh , tentu dapat dikemukakan disini bahwa kita umpamanj

tidak dapat menerima dan menjetudjui bila Kepala Daorah jang dihasilkan

oleh DPRD jang bersangkutan , adalah orang jons tidak dapat menerima idee

kembali ke UUD'45 , mereka jang menentang idee itu atau mereka jang ragu2

atas idee kembali ke UUD'45 , tersebut . Dan jang paling tjelakanja lagi

bila Kepala Daerah jang dihasilkan oleh DPRD tersebut adalah orang jang

sepaham dan sekwalitet serta bermentalitet seperti beberapa pemimpin

pemberontak jang kini sedang ganasanja dan sedang gila2nja mendurhakai

Republik Proklamasi kita ini . Apa jang dapat kita katakan terha2p Kepala

Daerah jang seperti kita katakan diatas itu? Tidak lain dan tidak bikan.

Innalilahi wainnailaihi rodjiun" bukan sadja terhadap rakjat didaersi , ..
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ildaerah jang bersangkutan tapi djuga untuk kelangsungan dari harmoninja

bungan pusat dan daerah tersebut . Dengan Kepala Daerah seperti itu ,

valjat bisa "mati' dan keharmonisan hubungan dengan pusat bisa "rodar"

sama sekali .

Kita tentu sadja tidak dapat membiarkan ada daerah jang karena

lalulintas perdagangan dan keadaan alamnja dapat makmur dan baharia ,

sedang daerah lain karena alasan jang sebaliknja bisa melarat tidak me

nentu . Hal ini tentulah tidak sesuai dengan salah satu tjita2 kita jakni

satu masjarakat jang adil dan makmur dari Sahang sampai Merauke .

Bahwa Kepala Daerah akan dibori kedudukan sebagai pegawai negeri

jang tentunja lepas pula dari ikatan kenartaian , adalah satu hal jang

sewadjarnja, dan sama wadjarnja seperti anggota2 Badan Pemerintah Harian

jang djuga harus bebas dari keanggotaan partai politik . Baik Kepala Dae

rah maupun anggota Badana Pemerintahan Harian jang notabene semuanja se

dapat2nja diambil dan diangkat dari tjalon2 jang dimadjukan oleh DPRD ;

dalam melaksanakan tugasnja adalah lumrah dan semestinja tidak dipenga

ruhi apalagi didikte oleh Dewan Pimoinan sesuatu partai . Apa jang dila

kukan dan ditindakkan oleh Kepala Daerah bersama anggota2 Badan Pemerin

tah Harian tersebut harus merupakan satu tindakan jang sedjadjar dengan

apa jang digariskan oleh pemerintah pusat , jang sekarang ini sama sekali

tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh partai2 . Pengaruh kepartaian

jang di -enjahkan dipemerintah pusat , harus di - enjahkan pula dari semua

pemerintahan daeran . Sehingga dengan demikian , kita jakin tidak akan

terdjadi pertentangan pendapat atau simpang siurnja rentjana dan pelak

sanaannja .

Apakah tjalon2 dari DPRD jang diangkat kemudian sebagai Kepala Dae

rah dan sebagai anggota2 Badan Pemerintah Harian, jang kemudian mening

62lkan dan mengenjahkan kartu anggota partainja masing2 , dapat dikatakan

" mendurhakai" para pemilihan jang telah memberilan suara padanja dalam

pemilihan umum jang lalu? Dan apakah hal ini tidak sesuai dengan "demo

krasiil ? Kita terangkan ini besok pagi , dalam rangka dukungan jang kita

berikan atas Penetapan Presiden No. 6/1959 ini .

( Pemuda, 12/9-159 ) .

BATALKAN PP.NO. 6/1959 .

Reaksi masjarakat jang begitu santer terhadap adanja PP No. 6/1959

sebagai hasil karja dari Menteri Ipik Gandamana rasanja sudah t jukup

mendjadikan bahan pertimbangan bagi pihak jang bersangkutan untuk segera

mengambil tindakan2 jang teras jaitu menindjou /menarik kembali peraturan

tersebut dan membiarkan UU No. 1/1957 as she is .NO

PP No. 6/1959 jang pada hakekatnja telah mengekang demokrasi dimana

pelaksanaannja pun dilakukan dengan prosedure jang menjimpang dari pada

ketentuan UUD 1945 telah tidak sadja menimbulkan reaksi jang hebat dika

langan masjarakat supaja PP No. 6/1959 itu ditjabut kembali , tetapi djug

telah menimbulkan pula tuntutan masjarakat agar supaja Menteri Ipik Gan

damana sebagai pentjipta PP No. 6/1959 itu diretool .

Rasanja ....
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Rasanja bukanlah suatu hal jang aneh djika didalam keadaan seperti

sekarang ini ada sementara golongan jang karena tidak edanja sikap kon

sekwon dan sportif berusaha menimbulkan kekatjauan2 dengan membelokkan

sasaran reaksi masjarakat itu dari orang2 tertentu kenida Presiden Soe

karno selaku penanggung djawab daripada Kabinet Kordja .

Djika kita pernah mendengar Presiden Soekarno menjatakan bahwa Men

teri2 Kabinet Kerdja iri sewaktu2 bisa diganti apabila torrjata tidak

dapat melaksanakan tugasnja sebagai pelaksana UUD'45 maka inilah alasan

jang terutama dari masjarg'at asar Menteri Ipik diretool dan sekarang

inilah rasanja waktu jarg 5cik bagi Menteri Ipik untuk menund jukkan ada

atau tidaknja sikap : konserven atau sportief padanja .

Memang untuk mempertahankan karyanja itu Horteri Ipik bisa berbuat

apa sadja, sesuai dengar jukuasaan ? ja misalnya membatalkan konperensi

antar daerah swatantra tingkat I , melarang mombitja 32.an masalah PP NO .

6/1959 dan lain sebagir.ja jang bertentangan dengan demokrasi ,

Tetapi itu bukanlah tjara jang tepat dan djudju ? mrtuk menjelesaikar

persoalan PP No. 6/1959 itu ,

Djika kita memang benar2 mau dengan konsekwen & sportief kombali ke

pada UUD 1945 , maka jars punting untuk menjelesaikan PP No. 6/1959 itu

jalah : Batalkan PP No. 6/1959 ..
( Djawa Timur , 11/10-159 ) .

MINTA KEBIDJAKSANAAN

Lepas dari setud ju atau tidak setud ju kepada PP NO . 6/1959 setiap

orang akan merasakan bahwa masalah ini didalam pembitjaraan sehari -hari

sudah merupakan " topics" mend jadi pokok pergundjinran jang sengit .

Dilihat dari segi perlunja ada suasana ketentraman maya diharapkan

ada suatu tindakan susulan jang dianggap dapat mengembalikan persoalan

itu kedalam suasana jang baik .

Rupanja , satu hal sadja jang dapat dianggap merupakan faktor pen

djernihan adalah apabila masalah PP No. 6 ini dibawa dan diperbint jangkan

dulu didalam sidang DPAS jang akan berlangsung tgl . 20 bulan ini . Pemba

hasan dan penjorotan jang meneliti faedah dan moderatnja oleh DPAS setja

ra kollegial dan kollektif ini diharapkan dapat memberikan suatu kepuasan

atau kedjernihan permasalahan .

Usul ini logis kita anggap . Sebab , andaikata sekarang ini Pemerintah

sudah memerentahkan untuk memulai operasinja sebagai kongkritasi penglak

sanaan PP No. 6 dan ternjata nanti DPAS mengadakan " apa2 " baik perobahan

iisana sini atau pokok2 pikiran jang berlainan maka nantinja akan mere

otkan aparatur Pemerintah sendiri untuk menjelaraskan diri dengan keputus

n2 DPAS mengenai PP No.6 .

Untuk mengetjilkan kemungkinan terdjadinja simpang siur dan ketidak

tabilan perundangan2 itu sendiri kami mengusulkan agar supaja Pemerintah

ersabar sedikit , menunggu apa kiranja jang akan diberikan oleh DPAS se

agai penilaian terhadap faedah atau tidak faedah PP No. 6 .

Diuca
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Djuga effek kepada publik akan bisa dinaikkan mutunja apabila masa

112 ini diserahkan kepada DPAS terlebih dahulu untuk membahasnja .

Sebagai suatu Badan Pertimbangan jang begitu tinggi sudah selajak

ja dibebankan suatu kewadjiban untuk meneliti suatu masalah pokok pula ,

sehingga apapun jang akan terdjadi nanti akibat PP No. 6 sudahlah mela

lui tangannja DPAS .

( Duta Masjarakat, 16/10 - '59 ) .

SIDANG DPA ( I ) .

Hari ini Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A. ) .akan mulai dengan sidang

nja ke III . Diantara beberapa atjara penting jang akan dibitjarakan , ter

dapat suatu soal jang sekarang sedang hangat mendjadi pembitjaraan . Soal

jang kita maksudkan tidak lain jalah tentang PP No. 6 .

Penetapan Presiden No. 6 menurut berita jang sampai kepada masja

rakat , malahan akan mendjadi atjara jang pertama dalam sidang ke III

Dewan Pertimbangan Agung ini .

Dalam hubungan ini terus terang kita menjatayan , bahwa Presiden

Soekarno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung telah menentukan satu

kebidjaksanaan jang pantas kita pudji . Ketentuan Presiden Soekarno seba

gai Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk membitjarakan masalah PP No. 6

dan menaruhkan sebagai atjara pembitjaraan jang pertama benar2 merupakan

kebidjaksanaan jang terpudji . Dan dengan ditempatkannja masalah PP No.6

mendjadi atjara jang pertama dalam perundingan atau musjawarah D.P.A.

menambah kuatnja alasan atau pendapat bahwa memang soal PP No. 6 beserta

implimentasinja wadjib setjara serius mendapat perhatian .

Didalam menilai masalah PP No. 6 , djika dilihatnja dari suara pers

sudah tjukup terang, bahwa sebahagian besar menghendaki kebidjaksanaan

jang se -besar2nja didalam mengatur susunan Pemerintahan Daerah, jang

sampai sekarang ini diatur dengan Undang2 No. 1 tahun 1957 .

Djelasnja sebahagian besar menghendaki agar suraja Pemerintahan

Daerah diatur demikian rupanja , sehingga sifat otonomi jang demokratis

tetap terdjamin .

Djika dinilai dari sudut pendirian partai2pun kiranja sudah pula

diketahui dengan djelas , bahwa sebahagian besar berat menerima PP No.6

jang diangrapn ja tidak bisa memenuhi keinginan2 jang tertjantum dalam

idee otonomi jang demokratis , Empat partai besar , dalam hal ini PNI ,

Masjumi PKI dan NU sudah tjukup djelas pendiriannja didalam menghadapi

masalah PP NO . 6. Dan masalahnja bukan karena keinginan untuk memperta

hankan peranan partai seperti disuarakan sementara golongan, akan tetapi

karena masalahnja memang benar2 harus dilandaskan pada sendi2 otonomi

jang demokratis . Adalah sangat naif apabila satu partai menolak PP No.6

hanja karena pikiran akan kehilangan kedudukan . Sebab memang bukan itu

jang mendjadi masalah pokok , Pokok masalahnja djustru terletak pada

prinsip2 otonomi demokrasi dalam rangka Undang2 Dasar 1945 jang djelas

terdjamin dalam pasal 18 .

Demikianlah
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Dem : kianlah maka pokoknja suara mas jarakat sudah memberikan keman

dan jang tegas djelas , betapa santernja arus jang tidak men jetud jui

pengaturan pemerintahan daerah dengan PP No.6 . Dan perd joangan setjara

legaal jang dihalalkan oleh hukum berbagai matjam golongan, sementara

ini telah menund jukkan hasilnja jang positip ; ini djelas terbukti dengar

keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mengadakan konperensi dinas di

Bandung tanggal 14 dan 15 Oktober jang baru lalu ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengundurkan waktu penggugurai

keanggotaan DPRD dan pelaksanaan PP No. 6 djelas merupakan hasi12 jang

positip dari perd joangan untuk mempertahankan sistim Pemerintahan Daerat

jang demokratis dan sesuai dengan sendi2 otonomi .

Oleh karena itu sudah wadjar , apabila Dewan Pertimbangan Agung di

dalam menilai masalah PP No. 6 ini mempergunakan segala kenjataan jang

dihadapinga sekarang sebagai bahan untuk menentukan hasil musjawarahnja.

Dan kita pertjaja penuh , bahwa Dewan Pertimbangan Agung achirnja sesuai

dengan kedudukannja akan mengusulkan kepada Pemerintah , agar supaja su

sunan Pemerintahan Daerah diatur demikian rupa , sehingga tidak menjim

pang dari Manifesto Politik jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno pada

tanggal 17 Agustus jang lalu , dan tetap berlandasan pada Konstitusi jane

berlaku sekarang . Dengan lain perkataan , mas jarakat ingin menaruhkan ke

pertjajaan , bahwa Dewan Pertimbangan Agung akan mengusulkan kepada Pre

siden Soekarno, lewat ketuanja, agar supaja PP No. 6 ditindjau kembali .

( Sulindo, 20 / 10-159 ) .

TIDAK ADA ORANG LAIN .

Didalam pesawat udara jang menderu diangkasa meninggalkan pelabuhan

Tand jung Pinang beberapa waktu jang lalu , duduklah Menteri Dalam Negeri

Ipik Gandamana dengan tenang dan bangga bahwa beliau adalah orang pertam

jang mendapat kemuliaan membawa titah agung PP No. 6. Saat itulah untuk

pertama kalinja dimaklumkan kepada rakjat oleh Menteri Chusus Muhammad

Yamin , bahwa Peraturan Presiden adalah anak langsung daripada Dekrit dan

ia bermartabat jang lebih tinggi daripada segala Undang2 .

Presiden telah membubuhkan tanda tangan beliau selaku penanggung

djawab tertinggi, sesuai dengan kedudukan " Peraturan " itu , jang menga

tasi segala undang2 jang kiranja tidaklah dapat dipertanggung -djawabkan

hanja oleh seorang Menteri belaka .

Lebih daripada i tu Presiden/Panglima Tertinggi, sebagai pentjipta

tunggal daripada Dekrit atas kehendak Rakjat terbanjak, tentunjalah

memahamkan sedalam - dalamnja kemana beliau akan bertolak dengan pembu

buhan tanda tangan tersebut .

"Governor clest prevoir " . Momerintah ialah memandang kedepan .

Dalam perkembangan achir2 ini PP tsb . mendapat tantangan dari ber

bagai pond juru . PKI sebagai penantang utama dan dengan tjara2nja jang

spesifik , Serangan njata ataupun tidak ditud jukan kepada alamatnja Men

teil. Ipik Gandamana, Menteri jang pada hakekatnja hanya beroleh kehor

matan untuk membawa titah agung itu dari Tand jung Pinang ke Djakarta ,

K
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i masalah PP ini mendjadi buah pengupasan Dewan Pertimbangan Agung .

Peraturan Presiden itu bukanlah Peraturan Pemerintah .

walaupun kami adalah fihak jang sedjak semula berbeda dengan Mr.

Huhammad Yamin masih meragukan dasar hukum daripada adanja " Peraturan

Presiden " tersebut , setjara moraal dan kebiasaan politik , sukarlah un

tuk mentjari pertanggungan djawab lain daripada beliau Presiden Soekarno

sendiri ,

Sjukurlah Presiden Sookarno merangkap pula mendjadi Ketua DPA, se

hingga dengan demikian suatu " show down " ( adu kuat ) antara DPA dan Kabi

net dapatlah dihindarkan , berkot wibawanja Presiden Soekarno .

Berlainan halnja dengan DPA, konon masalah PP No. 6 ini akan diba.

has pula dalam DPR , dengan dipelopori oleh PKI . Disini Prosiden bukanlah

merangkap Ketua DPR , Tapi sebaliknja Presiden tetap penanggung djawab

jang tertinggi . Sebagai Kepala Pemerintah ,

Pembahasan didalam DPR , sesuai dengan kedudukan lembaga demokrasi

tersebut sebagai badan jang setjara konstitusionil turun membentuk un

iang2 , persoalan PP No. 6 ini kan mempunjai dua aspek pembahasan jang

sama dalamnja . Pertama materi daripada PP No. 6 itu sendiri jang kini

telah didahului oleh DPA, dan jang kedua hakekat hukum dari pada Peraturan

Presiden jang perlu pula kiranja mendapat penindjauan jang chusus pula ,

karena ia adalah suatu presiden jang dapat menentukan martabat hidup

jang terhormat dari DPR itu sendiri .

Dalam hubungan ini menurut pendapat kami , aspek inilah jang per

tama2 harus diselesaikan lebih dahulu oleh DPR , terlepas daripada sete

ngah lusin materi Peraturan Presiden tersebut , jang masing2n ja pada wak

tunja akan mendapat giliran pembahasan dan tiada lolos dari mimbar demo

krasi satu2nja jang kini masih ada itu .

Bagaimanapun djuga , perkembangan jang akan datang , berbeda dengan

perkembangan2 dimasa jang lalu , jang ditentukan oleh perimbangan partai

politik , maka perkembangan sekarang ini akan lebih ditentukan oleh ke

teguhan sikap dan wibawa Penanggung Djawab Peraturan Presiden itu sen

diri , ialah Presiden bertanggung djawab penuh Soekarno .

Tidak ada orang lain !!!

( Abadi, 21/10-159 ) .

O

SEHABIS DI DPA KE DPR PULA .

Beberapa anggota DPR dari fraksi2 PKI , PSII , Perti , Nasional Pro

gressif dan Pembangunan hari Senen jang lalu telah memasukkan usul re

solusi tentang PP No , 6 tahun 1959 dan disitu diharapkan a.l. kebidjak

sanaan Presiden/ Panglina Tertinggi, agar menancguhkan pelaksanaan PP

NO . 6/1959 untuk ditindjau kembali .

Tanggal 8 Oktober jang lalu " Antara " memberitakan, bahwa enam fraks

dalam DPR jaitu PNI , Mas jumi , NU , PKI, Nasional Progressif dan Pembargun

an telah menjanggupi akan membawa persoalan Penetapan Presiden N0,6 / 1959

tentang pemerintahan daerah kedalam forum parlemen ,

Kesanggupan
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Kesan gupan itu diberikan kepada delegasi DPRD Swatantra II Tjila

tjap, jang datang menemui wakil2 fraksi2 tsb , tadi .

Bila kita bandingkan kedua hal diatas ini , maka ternjatalah, bahwa

achirnja tjuma PKI jang madju kedepan didolan DPR untuk mempersoalkan

PP No. 6/1959 . Masjumi , NU , dan PNI tampalinja tidak hadir dalam daftar

jang menanda tangani usul resolusi tentang PP No. 6 itu .

Apakah jang sudah terdjadi? Apalah berita " Antara " tadi tidak benar

djadi ia tjuma mengada - ndolan sadja ? Ataukah Masjumi, lU dan PNI mempuni

beleidnja sendiri dan tidak mau satu biduk denran PKI .

Move jang dilakukan oleh PKI den an memasuk ? an u sul resolusi tadi

disekretariat DPR menundjukkan pula bacalmana kaum komunis didalam aksi

melawan PP No. 6/1959 tolah memporsiaplon beberapa garis atau linie per.

tahanan, dari mona dilontjarl:an serankan politik . Sebagai diketahui se

karang ini Dewan Pertimbangan Agung Scmentara sodang memperbintjangkan

PP No. 6/1959 . Dengan tidak menunggu dulu baraimana gelagatnja pembi

tjaraan disitu dan apa hasilnja siang2 PKI telah memasang kuda2nja dan

mempersiapkan DPR sebagai modan berikut tempat membitjarakan PP No. 6 .

Djadi dapat diibaratkan , bahwa epabila DPA merupakon linie pertama , mak:

DPR akan didjadikan linie kedua .

Rupa2nja PKI merasa , bahwa lelah pihak jang paling terkena akibat

PP No. 6 atau retooling pemerintahan daerah sesuai den : on kembalinja ke

UUD 45 itu, dan karena itu ialah pula jang paling gigih menentang ?

Berita2 pers menjatakan, bahwa di Atjon , Sumatera Timur , Sumatera

Selatan , Sulawesi dll . tidak ada didjumpai kesulitan2 didalam pelaksana:

PP No. 6. Segala sesuatu bordjnlon lantjar sadja disitu . Memang agaknja

begitulah keadaan umumnja didaerah - daerah diluar pulau Djawa .

Lain halnja dengan keadaan di pulau Djawa . Topi djanran dilupakan

pula, djustru di Djawalah tempat hentononja Pal, seperti misalnja di Dj:

wa Tengah dan Timur . Maka dengan sendirinja disitu PKI jang paling mener

tang dilaksanakann ja PP No. 6/1959 . Sekonjong-konjong PKI bangkit mendja

di pembcla demokrasi formil parlementer . Tentulah sikap ini sama sekali

tidak konsekwen lagi . PKI-lah jang paling bersemangat menggasak demokra :

parlementer dan puntjak daripoda sikap ini diperlihatkannja , tatkala ia

menjokong pembubaran konstituante , badan pembentuk UUD tetap , hasil pi

lihan rakjat itu dan menjatakan , hahwa ia tidak bersedia lagi menghadiri

sidang2 konstituante . Tapi dengan begitu pula PKI teloh mendjatuhkan vor

nis terachir atas kehidupan partai2 sebagai tiang dan pengampu demokr ? si

parlementer . Atas kehendak sendiri dan atas pirhitungan politiknja , PKI

telah molepaskan hak2nja .

Mcka a jikalau kini sotelah Dukrit Presiden dikeluarkan tgl . 5 Djuli

jl . jang notabene disokong oleh PKI sundiri , setelah pemerintahan di Pu

sat diretool dan sebagai konsekwensi daripada itu d juga pemerintahan di

daerah hendak diretool , PKI lalu kembali menagih hak2nja jang tolch di

lepaskannja tadi itu , dan molantjarkan aksi untuk menentang pelaksanaan

PP NO . 6/1959 , satu2nja jang dapat dikatakan ialah bahwa sikap prt i tu

tidak berudjung pangkal, mau jang enak diawak sadja . Person17r....

1
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Persoalan sekitar PP NO . 6/1959 tampaknja akan lama lagi dipeributo

ca oleh PKI . Sehabis di DPA , akan men jusul di DPR pula ,

( Pedoman , 21/10-159 ) .!

1ENGHADAPI PELAKSANAAN PP.NO. 6 .

Mengenai masalah Penetapan Presiden No.6 jang menimbulkan heboh da

lam masjarakat, Presiden telah mengambil pendirian . Pendirian Presiden

telah diumumkan dalam sidang Dewan Pertimbansan Agung jang ke III baru2

ini . Apa isi pendirian Presiden , sampai sekarang belum diketahui oleh

masjarakat . Sebab masih harus ditunggu pengumumannja jang resmi dari pe

merintah . Tetapi jang penting , Presiden telah menetapkan satu pendirian .

Dan kita pertjaja bahwa didalam menentukan pendirian , Presiden sudah bi

sa dipastikan tentu memperhatikan dengan sepenuhnja reaksi masjarakat

jang timbul . Sebab kita mengetahui dengan pasti , bahwa Presiden didalam

menetapkan sesuatu , selalu tidak meninggalkan suara rakjat ,

Berkenaan dengan sudah adanja ketentuan dari Presiden mengenai PP

No. 6 , maka sekarang timbul pertanjaan bagaimanalah silap kita selan

djutnja , didalam menghadapi pelaksanaan Penetapan Presiden tentang peng

aturan Pemerintahan Daerah tersebut .

Dengan tidak banjak reserve kita berpendapat , seluruh masjarakat

harus membantu terlaksananja pendirian Presiden . Tegasnja masjarakat ha

rus ikut serta setjara aktip , agar supaja pendirian Presiden mengenai

pelaksanaan PP No. 6 , dapat direalisir sebagaimana jang dikehendaki oleh

Presiden . Tidak terdjadi penjelewengan jang bukan2 . Dengan lain perka

taan , para anggota DPRD dari golongan apapun sudah selajaknja ikut serta

membantu terselenggaranja susunan Pemerintahan Daerah seperti jang ter

maksud dalam pendirian Presiden . Singkatnja , seluruh mas jarakat harus

memberi bantuan sepenuhnja , agar supaja susunan Pemerintahan Daerah da

pat diwud judkan sesuai dengan apa jang terkandung dalam pendirian Presi

den , seperti jang telah diumumkan dalam Dewan Pertimbangan Agung .

Kita berpendapat dan bersikap seperti diatas , bersandar dua alasan

jang penting dan prinsipil .

Pertama, kita sudah berpajah-pajah dan berkeras tekad memupuk per

kembangan Pemerintahan Demokratis di Indonesia , baik dipusat ataupun di

daerah . Dan pemilihan umum jang mendjadi sendi2 pemerintahan jang demo

kratis di -daerah2, telah banjak terselenggara , Maka adalah tidak beralasar

apabila sendi jang telah diletakkan ini ditinggalkan .

Kedua , kita berkejakinan , bahwa pendirian Presiden mengenai pelak

sanaan PP No. 6 , pasti disesuaikan dengan suara rakjat jang menggleger

dan keras menggelombang . Ditambah lagi mas jarakat selalu meletakkan ke

pertjajaan, bahwa Presiden Soekarno didalam melakukan -kebidjaksanaan me

megang Pemerintahan, pasti tidak akan meninggalkan rakjat . Dus d juga di

dalam melaksanakan kebidjaksanaan tontang PP No. 6 , Presiden tidak akan

meninggalkan suara rakjat . Kepatuhan terhadap Presiden jang berulang kali

didengungkan , memperkuat alasan untuk ikut serta membantu terlaksananja

penjusunan

.
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pen , lisunan Pemerintahan Daerah seperti jang ditentukan oleh Presiden .

Dengan adanja sikap demikian , sudah bisa dipastikan akan timbul

pikiran : djika demikian , maka terang pendirian atau sikap itu tidak

konsekwen . Sebab sedjak semula dengan keras menentang PP No. 6 .

Kita tidak sependapat dengan pikiran demikian . Kita tidak bisa me

nerima bahwa sikap ikut serta membantu pelaksanaan pendirian Presiden

tentang PP No. 6 dikatakan sebagai sikap jang tidak konsekwen .

Sebabnja : kita hidup dalam satu negara merdeka . Bukan Negara kolo

nial . Bukan Negara pendjad jahan . Indonesia sudah merupakan Negara na

sional jang merdeka , djauh berbeda sifatnja denran perdjoangan di-masa2

pendjad jahan . Sifat perdjoangan non koperasi negatip jang merusak . Lagi

pula kita sudah menentukan garis perdjoangan politik setjara parlemente :

Dus lewat saluran2 legaal jang dihalalkan oleh hukum .:

Sebab setiap perdjoangan jang dititik beratkan kepada sifat2 extra

parlementer jang destruktip dan non - koperatip , berarti d justru merusak

sendi2 kehidupan demokrasi jang sedang berkembang . Apalagi djika per

djoancan extra-parlementer dititik beratkan kepada sirat2 jang negatip ,

maka achirnja akan tidak djauh berbeda denran perbuatan kaum petualanga

pemberontakan, jang sedjak loma merusak keselamatan negara dan tidak

hentinja kita kutuk sampai sekarang .

Demikianlah maka djika kita bersikap membantu terlaksananja pen

dirian Presiden tentang PP NO . 6 , bukanlah merupakan satu sikap jang

tidak konsekwen , akan tetapi d justru merupakan konsekwensi wadjar dari

satu perd joangan jang dilakukan setjara parlementer dalam satu negara

nasional , serta Negara hukum jang demokratis .

Walhasil berkenaan dengan pelaksanaan PP No. 6 dan pendirian Presi

den terhadapnja, kita berpendapat masjarakat perlu membantunja, dengan

pengertian , bahwa perdjoangan kearah penjempurnaan susunan Pemerintahan

Daerah jang demokratis , masih terus merupakan suatu perdjoangan jang be

lum berhenti .

( Sulindo , 26/10-159 ) .

SIAPA- SIAPA PEMIMPIN REVOLUSI JANG PERLU DIRETOOL ?

2

Djika kita berbitjara tentang sesuatu jang harus diretool , maka

dengan sendirinja hal ini berarti bahwa ada sesuatu jang kurang baik

jang harus direvisi atau dirobah untuk mendapatkon perbaikan .

Didalam pidato pada Hari Sumpah Pemuda di Surabaja , Presiden Soe

karno pun berbitjara tentang sesuatu yang harus di retool , jakni retoolin

dalam pimpinan revolusi ,

Sesuatu jang tidak baik atau kurang sempurna rupanja dikonstatir

oleh Presiden didalam pimpinan revolusi kita , sehingga perlu diadakan

koreksi . Pertanjaan locis jang sekarang timbul tentulah : apa dan siapa

kah orang2nja jang dimaksud oleh Presiden Soekarno dengan " pimpinan re

volusi " itu? Apakah dengan pimpinan revolusi itu dimaksudkan Kabinet ,

DPA, DPR , Depernas dan lain2 badan2 perlengkapan negara?

Apaliah
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Apakah dengan pimpinan revolusi itu dimaksudkan djura sampai ketingkat

daerah dan tidak hanja pada Pusat sadja?

Kita tidak dapat meraba su apa2 jang mau diretool oleh Presiden ,

akan tetapi kita liranja tidak akan salah duca bahwa tenaga pimpinan

jang mau diretool tentulah menjangkut orang2 jang bertanggung d jawab

dalam pelaksanaan ideal atau tudjuan negara .

" Ideal negara" ini cleh Presiden Soekarno telah diformulir dengan

istilah " sosialisme a la Indonesia " atau " Pantjasila " jang harus membe

rikan keadilan dan kemakmuran jang merata kepada rakjat Indonesia .

Dalam pidato jang sama , Presiden Soekarno memang telah mengetjam

pemimpin2 Indonesia jang tidak tahu apa ideal negara itu ,

Kita sepenuhnja membenarkan Presiden Soekarno bahwa banjak pemim

pin2 Indonesia jang memegang kedudukan kuntji tidak tahu atau belum ta

hu sampai kemana makna dan hakekat sosialisme a la Indonesia itu . Ada

jang tidak mengerti karena memang dasar penretahuannja untuk memahami

nja kuranс , tetapi ada pula jang mengerti akan tetapi lantas terkedjut

atau afgeschrikt karena melihat bahwa kepentinan2 pribadinja ternjata

dirugikan . Maka mentjobalah goloncan2 jang terachir ini mengadakan

kompromi atau tawar menawar .

Dibidang politik dilakukan tawar menawar dengan demokrasi terpim

pin , dibidang ekonomi dilakukan tawar menawar dengan ekonomi terpimpin .

Tawar menawar ini dimanifestir denran pertanjaan2 klasik dari mulut

si politikus dan sipedagang, seperti misalnja : apakah PP NO . 6/59 tidak

melanggar demokrasi ? atau : dimanakah batas2 bergerak bagi pedagang2

swasta? dsb . dsb . Melajani tawar menawar begini matjam hanja mengaburkan

konsep jang telah digariskan dan menimbullan dualisme2 jang menghambat

sosialisasi jang hendak dilakukan baik pada alat2 produksi maupun di

sektor perdagangan , Rakjat Indonesia biar sudah merdeka tidak bisa ke

njang hanja dengan demokrasi formil semata-mata sudah tiba waktunja ban.

wa rakjat lita djuca bisa mengetjap demokrasi materiil jang dapat me

lengkapi dirinja dengan tjukup sandans , tjukup pangan dan tjukup peru

mahan jang lajak . Pimpinan revolusi atau tenaga2 pelaksana jang ber

tanggung djawab dalam pelaksanaan daripada " sosialisme a la Indonesia "

itu dengan sendirinja tidak bisa dan tidak boleh terdiri dari orang2

jang tidak mengerti, apalagi jang menghambat ideal negara tadi . Dan

apabila Presiden Soekarno mengkonstatir bahwa ada orang2 didalam pim

pinan revolusi jang kurang tjerdas atau tidak mau mengerti akan bentuk

dan hakekat sosialisme a la Indonesia , maka sudah sepatutnja orang2 itu

di -retool .
( Merdeka, 31/10- '59 ) .

MENTERI IPIK MANDJELASKAN SOALNJA .

Menteri Dalam Negeri/ Otonomi Daerah Ipik Gandamana dalam tjeramah

nja di Medan dihadapan 5 orang Gubernur se Sumatera , anggota2 DPRD

tingkat I dan II serta para pembesar sipil dan militer didaerah itu tc

lah mengatakan antara lain : " Timbulnja
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" Timbulnja Penetapan Presiden No. 6/1959 , bukanlah kesalahan saja,

bukan djuga kesalahan Bung Karno , tetapi adalah kesalahan kita semua ,

jang mengingini dan meminta kembali ke UUD'45 , maka Penetapan Presiden

N0.6/1959 tsb , merupakan follow-up dari kembali ke UUD'45 itu jaitu

mengadakan retooling semua badan2 Pemerintahan setjara revolusioner dan

radikal " , demikian menurut sebuah berita " Artara " .

Kenapa Menteri Ipik sampai mengatakan antara lain , banwa timbulnja

PP No. 6/1959 itu , " bukanlah kesalahan saja ? " Kita tidak tahu , akan te

tapi dengan keterangannja itu Menteri Ipik telah meluruskan versi beng

kok jang timbul selama dilantjarkan agitasi menert233 PP no . 6 beberapa

waktu jang lampau , se -olah2 Ipillah jang mendjaii bic ??keladi dibelakang

PP No. 6 itu . Orang telah menggambarkan perginja Mameri Ipik tempo hari

ke Tandjung Pinang untuk menemui Presiden disana 8 € -olah2 sebagai suatu

tindakan Mephistopheles .

Orang mau menimbulkan kesan , bahwa Menteri Ipik telah bertindak

sendiri sadja tanpa sepengetahuan dan persetudjuan Presiden , dan oleh

karena itu Ipiklah jang harus bertan guns d jawab atau jang bersalah ada

nja . Kini dengan keterangan tadi itu pada hakekatnja Menteri Ipik telah

mendjawab dengan djelas kepada PNI dan PKI , ja ini pihak2 jang tadinja

sangat menentang PP no . 6 , bagaimana kelirunja cambaran jang mereka be

rikan se - olah2 Ipik jang bersalah .

Lebih lagi dari itu, Mentori Ipik mengatakan djura sebetulnja, bah

wa " semua jang mengingini dan meminta kembali ke UUD'45 " djadi dengan

sendirinja turut termasuk didalamnja PNI dan PKI , adalah tidak bebas

dari kesalahan . Dengan lain perkataan, Monteri Ipik mau mengatakan , bah

wa PNI dan PKI kini djuga harus turut memikul konsekwensi2 dari sikap

politiknja . Bai bunji pepatah : Tangan mentjentjang bahu memikul .

Walaupun dalam pelaksanaan kemudian dari pada PP No. 6 itu telah

terdjadi perkembangan2 jang lain , narun sebaiknja perlu d juga orang di

peringatkan sebentar akan hal2 jang disebutkan tadi .

Setelah PP No. 6 diperbint ; angkan dalam Dewan Pertimbangan Agung

dan Presiden memberikan keputusannja disitu ( jang sampai menulis ini

belum djuşa diumumkan ) , maka tampaknja suasana sudah mulai reda sekitar

PP No. 6 itu . Surat kabar " Suluh Indonesia " telah mengandjurkan , supaja

kini menjokong pelaksanaan PP No. 6 itu , walaupun resminja belum di

umumkan keputusan Presiden tentang soal itu .

Kaum komunis rupa2nja telah menerima keputusan Presiden itu seba

gai sesuatu jang welkom sekali , sebab dengan demikian terbebaslah ia

dari tindakan2 jang hanja akan menjulitkan kedudukannja . Sebagai dike

tahui , SOBSI pernah mengandjurkan kepada anggota2nja untuk melawan PP

10. 6 dan didalam alam SOBSI tentulah ini mesti diartikan bakal adanja

ki pemogokan besar2an . Akan tetapi kini semua itu tak usah didjalan

can oleh S03SI . Kini kaum komunis djuga menjokong pelaksanaan PP No.6 .

Dengan
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Dengan putusan Presiden jang diberikannja didenan DPA, maka " mukah kaum

komunis telah tertolong , sikap " galak - galakan " boleh ditinggalkan sadja .

Dalam pada itu PKI pun seterusnja harus memperlihatkan sikap jang

manis supaja " lojalitet " -nja kepada politik pemerintah itu djangan di

ragu2kan orang . Dengan begini kita maksudkan , supaja PKI menarik kemba

li usul resolusi jang telah dimasukkannja di parlemen , Setelah Presiden

memberikan putusannja di DPA, maka tak ada alasan lagi PP no , 6 itu se

perti jang dikehendaki oleh PKI tadi untuk dibitjarakan didalam DPR .

Sebab ada bedanja didalam sifat pembitjaraan jang dilakukan dida

lam DPA dengan didalam DPR . Didalam DPA pembitjaraan dilakukan dalam

sidang tertutup , anggotażnja diperkenankan memberikan pertimbangan2 dan

saran2 , dan kemudian segala sesuatu terserahlah kepada Ketua DPA jakni

Presiden sendiri . Didalam persoalan PP No. 6 , Presiden/Ketua DPA telah

bermurah hati untuk memberikan keputusan dan " Ruling'inja sekitar soal

itu , Pembitjaraan dalam DPR bersifat terbuka bagi publik dan bisa diar

tikan , bahwa anggota2nja menuntut hak mereka disitu .

Adapun tuntutan dialamatkan achirnja kepada kepala pemerintah jak

ni Presiden/Perdana Menteri . Maka untuk mendjaca prestige dan perasaan

Presiden/Panglima Tertingsi , pun sebagai balas djasa terhadap kemurahan

hati Presiden/Ketua DPA, kita nasehatkan kepada PKI buat tarik sadja

kembali usul resolusinja tentang PP No. 6. Setjara politis taktis ini

pun lebih menguntungkan kedudukan PKI , sebab akan sukarlah bagi PKI

untuk melawan terus PP No. 6 dan berbarengan dengan itu harus membela

pula persoalan jang kini hangat jakni kedudukan pedagang2 ketjil Tiong

hoa . Melantjarkan beberapa " issue " sekali gus djuga adalah bertentangan

dengan adjaran Lenin sendiri . Maka sebaiknjalah sesudah PP No , 6 men

djadi reda akibat putusan Presiden dalam sidang DPA, PKI segera menja

takan kepada umum , bahwa ia tarik kembali usul resolusinja di DPR ten

tang PP NO . 6 dan dengan demikian satu ' issue " sudah dianggap selesai ,

walaupun tidak menguntungkan benar bagi kaum komunis .

Adapun mengenai " i33ue " jang lain ialah pembelaan terhadap kedu

dukan pedagang ketjil Tionghoa, djika PKI hendak berkeras meneruskan

djuga sikapnja jang demikian disitu , ini tentulah terserah semata-mata

pada PKI .

( Pedoman , 2/11 - '59 ) .

.

BUKAN SALAH UUD'45 TUAN .

Soal PP No. 6 sesudah Presiden mengambil keputusan setelah mende

ngarkan reaksi jang hebat dari rakjat sebenarnja sudah reda , Semua su

dah bersedia untuk ambil bagian dalam melalsanakan PP No. 6 dengan pero .

bahan jang telah diadakan oleh Presiden , disamping banjak partai dan

golongan jang masih ingin mendjelaskan pendiriannja masing2 melalui sa

luran2 parlementer dan demokratis ,

Tapi rupanja Menteri Ipik Gandamana tidak menginginkan keredaan

dengan menjalah -njalankan UUD'45 dan semua pendukungnja sehingga denga'i

demikian
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domikian memberi angin kepada orang2 jang sudah sedjak semula menentang

UUD'45 .

Kita sajangkan sangat - bahwa Menteri Ipik Gandamana telah memutar

balikkan keadaan . Anak Sekolah Rakjat jang baru beladjar membatjapun

dapat mengetahui dari UUD'45 , bahwa fasal 18 UUD ini djelas mengatakan

bahwa pembagian daerah harus ditetapkan dengan Undang2 dan fasal 30

UUD'45 mengatakan , bahwa tiap2 Undang2 menghendaki persetud juan Dewan

Perwakilan Rakjat .

Djadi , djelaslah bahwa kehebohan disekitar PP No. 6 bukanlah ka

rena UUD'45 dan sama sekali bukan karena pendukung2 UUD'45 , tetapi d jus

tru karena UUD'45 tidak digubris, dilanggar , Untunglah Presiden Soekarn

mempunjai kebidjaksanaan sehingga keto angan dapat diredakan ,

Kita sajangkan utjapan Menteri Ipik Gandamana jang bertentangan

dengan kebidjaksanaan jang sudah diambil oleh Presiden Sookarno ini ,

( Harian Rakjat, 3/11-159 ) .

MASA PERTJOBAAN SATU TAHUN .

Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan PP No. 6 sebagaimana jang

kita muat kemarin itu dapat dikatakan dalam materinja tidak mengadakan

perobahan apa2 mengenai patokan2 penjelenggaraan pemerintahan daerah .

Baik mengenai tjara pentjalonan tjalon2 untuk kepala2 daerah maupun

mengenai kedudukan anggota2 Badan Pemerintahan Harian tidak ada perbe

daan dengan apa jang disebutkan dalam PP NO . 6. Begitu pula masih tetap

dipertahankan ketentuan , bahwa DPRD tidak dapat mendjatuhkan Kepala Dae

rah .

Karena itu maka arti jang terbesar daripada "penjempurnaan " PP No.

6 itu harus ditjari dalam ketentuan, bahwa prosiden akan melihat perkem

bangan daripada pelaksanaan PP NO . 6/1959 dalam satu tahun ( masa pertjo

baan satu tahun ) . Ketentuan itu kiranja dapat ditafsirkan sebagai suatu

pembuka kesempatan untuk mengelakkan pembukaan kartu jang frontal dengan

golongana jang kurang menjatud jui dengan PP NO . 6 itu, hal mana tadinja

memang akan dapat menimbulkan ketegangan2 dan/atau bahaja kehilangan

muka bagi salah satu fihak . Sementara itu retooling pemerintahan daerah

jang sedjalan dengan apa jang telah dilaksanakan dipusat itu dapat ber

djalan terus .

Kini dengan sendiringa mendjadi pertaniaan , apa jang akan didjadi

kan pegangan nanti dalam menilai keadaan sehabis selesainja masa pertjo

baan jang satu tahun itu .

Menurut apa jang kita tangkap dari ketentuan2 "penjempurnaan " PP"

No.6 itu , DPRD2 didaerah beserta pengangkatan kepala2 daerah akan terus

dilangsungkan menurut ketentuan2 PP No. 6 dan selama satu tahun itu ne

merintahan daerah akan diselenggarakan menurut ketentuan2 itu, tentunja

dengan kemungkinan adanja peraturan2 tambahan jang semuanja akan berto

lak berpangkal pada PP No. 6 itu pula ,

Dalam
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Dalam keadaan jang " selamat " dalam mana masa pertjobaan itu berdja

lan dengan " lantjar " dapat dibajangkan bahwa semua fihak dan golongan

jang bersangkutan ber - sama2 menjumbangkan tenaga dan fikirannja untuk

mondjadikan pelaksanaan PP NO , 6 itu suatu sukses .

Tetapi bagaimana halnja djika pelaksanaan itu berlangsung "kurang

lantjar ? " .

Keseretan atau ku ang suksesnja pelaksanaan PP NO , 6 itu bisa ber

pangkal pada berbagai faktor jans beraneka warna , Bisa disebabkan oleh

kekurangan2 objektif seperti karena kekurangan2 beaja , karena suatu dae

rah tertimpa bentjana alam , dsb . Akan tetapi dapat pula dibajangkan ,

bahwa pelaksanaan PP NO . 6 achirnja dirasa "kurang lantjar " dan tidak

merupakan suatu sukses , karona ada golon'an2 jang setjara torus terang

atau setjara tersembunji menghalangi kelantjaran pelaksanaan PP No.6 itu .

Sudah tentu dalam menilai hasil pelaksanaan PP No. 6 setelah lewat

masa pertjobaan itu maka secala faltor2 jang bersangkutan itu harus di

teliti dengan baik , dalam mana tidak tjukup orang melihat pada tanda2

dan gedjala2 pada permulaan sadja , melainkan orang harus berusaha menje

lami pula persoalan2 pada sistimnja sendiri , dan apa pula jang dimasuk

kan oleh faktor2 luar jang lepas daripadanja .

Dengan adanja masa pertjobaan dalam melaksanakan ketentuan2 PP

No. 6 itu dengan sendirinja harus didjaga , djangan sampai faktor2 luar

jang dengan sengadja atau tidak , dengan tjara terus terang atau tersem

bunji mempengaruhi djalannja masa pertjobaan itu , dapat menimbulkan ke

simpulan2 jang meleset mengenai hasil masa pertjobaan itu .

Dengan pengamatan itu harus dilakukan denran teliti , agar djangan

sampai nanti , dalam keadaan terlambat, kita harus menghadapi akibat2

jang sudah djauh djalannja daripada faktor2 jang sesungguhnja terletak

diluar sistim itu sendiri .

( Pedoman 7/11-159 ) .

MASALAH KEPALA DAERAH .

Sebagaimana biasanja , didalam peneropongan masalah Kepala -Daerah2

ini berdasarkan PP No. 6 banjak sekali jang menarik perhatian . Ada di

antara hasil penund jukan itu jang menggembirakan , kurang menggembirakan ,

wadjar, aneh dan sebaiknja, Maka didalam peneropongan inipun kami meng

usahakan dengan menggunakan pengertion jang sedalam-dalamnja ,

Kami ambil sadja jang anehnja . Apabila benar bahwa ada penundjukan

wakil Kepala Daerah sehubungan dengan PP No. 6 ini , maka itu suatu ke

anehan . Karena , sepandjang pengetahuan orang tentang PP No. 6 , tidaklah

terdapat suatu ketentuan jang menjebut - njehut istilah "wakil Kepala

Daerah " .

Disamping itu walaupun penundjukan belum mentjapai final setjara

keseluruhan , tetapi pada tempatnja kami njatokan disini bahwa kami masih

mempunjai harapan2 jang positif terhadap kebidjaksanaan atasan didalam

penund jukan itu , dengan seteliti-telitinja mempertimbangkan faktor2 ke

pantasan dan keselarasan , sehingga keanehan2 tidaklah bertambah2 karena.

Kami
ia
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Kamiselamanjatidakmelupakandalil2revolusionerjangdidjadikan

pegangandidalampelbagaimasalah,termasukmasalahpenundjukanKepala2

Daerahini,tetapidisampingituperlupuladihindarikiranjagedjala2

jangterlampaudjauhmenjimpangdankenjataanjangterlampaumenjolok

mata.

Kamimengharapkanperhatianatasan,bahwamaksudjangbaikdariPP

No.6jaknisebagaitindakanpenjelarasandaridalil2revolusi,djangan

lahsampaiterlampaumembelokdjauhdarikemestian2dankepantasan2,

danterlebihlagi,djangansampaididjadikantempatmembontjengdarike.

kuatan2jangpadaawalmulanjamerupakangolonganjantantipatiterhada;

PPNo.6itusendiri.(DutaMasjarakat,20/1-160

PIMPINANKOTADJAKARTARAYA.

Sepertidiberi-takanoleh"Antara"AsistenIIIKASADKolonelDr.

SumarnoakanmondjadiKepalaDaerahDjakartaRayamenggantikanSudiro,

sedangkanwakilnjaadalahpelukisterkenalTenkNgantungjangmendjadi

tjalondaripihakPKI.

Kombinasitentaradansenman-komunisinisungguhlahmenarikper

hatian.Dalamwaktubeberapalamakitaakandapatmelihatapakah"go "

tong-rojong"iniakanmembawamanfaatataukahakanmenimbulkanpersen

tuhan2jangmenghambatpimpinankotainimendjalankanpemerintahande

nganbaik.Apapunakibatnja,baikatauburuk,pilihanterhadapkombinas

iniakandirasakanakibatnjapadawargakotaDjakartaRayabersama.

Kedua2njabaikKolonelDr.SumarnomaupunHenkNgantung,bukanlah

orang2darikalanganpamongpradja,merekabukanorang2jangberpengalam

dibidangpemerintahan.Tetapidariseorangmiliterrupanjadiharapkan

unsur2ketegasandanketangkasandalamsetiappemetjahanmasalah2jang

dihadapitanpakenalbirokrasijangbertele-telesedangkansenimanHenk

Ngantungrupanjadiharapkanakanmendjadi"unsur-seni"njajangdiperluk:

didalampembangunandankeindahankota.

PekerdjaanjangdihadapipimpinankotaDjakartaRayaini,bukanlah

satupekerdjaanjangringanatauketjil,terutamasekalikarenaiaharui

bergelutdengananggaranbelandjajangsangatterbatassekali.Banjakpo

kerdjaanataurentjana2dimasaSudirojangbelumselesai,ataupunjang

gagal,ataupunpulajangbelumsamasekaliterpikirkanuntukdikerdjakan

disebabkananggaranbelandjajangterbatasitu.Disinilahdjustruletak

nja"senimemorintah",sebabdjikauangmelimpahatautjukuptersedia,

makamemerintahdanmembangunkotaDjakartasebenarnjasudahgeenkunst

meer,Sebuahpemerintahankotajangbaikadalahsatupemerintahanjang

sanggupmemenuhikebutuhan2wargakotanjaakanperumahanjanglajak,

tempat2berdagangjangteratur,tompat2hiburanjangtjukupdanpengang

kutanumum(transport)janglantjartanpaterlalumenggantungkandiride

laminisiatipanjadariPemerintahPusat.

Dengan
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Dengan tidak memandang ideologi masing2 , qua kepribadian kita ti

dak pesimistis terhadap kombinasi Dr. Sumarno dan Henk Ngantunc .

Unsur2 jang sebaiknja dari kedua tokoh itu kita harapkan bisa mem

bawa manfaat kepada kota Djakarta dan seluruh warganja . Mereka akan da

pat mentjatat sukse32 apabila memang kepentinnan umum jang selamanja

mendjadi tudjuan pekcrdjaan mereka jang paling pertama , dan bukan hanja

kepentingan segolongan sadja . Kombinasi Dr. Sumarno Henk Ngantung

kombinasi tentera & seniman komunis ini akan mendjadi test - case pula

apakah teori " gotong rojong " antara non komunis dan komunis adalah sa

tu kebenaran ataukah hanja satu chajalan politik belaka ,

(Merdeka 21/1-160 ) .

MILITER DAN PKI KEPALA DAERAH ,

1

Setelah lama timbul kesukaran disekitar pentjalonan kepala daerah

Djakarta Raya dan Djawa Barat , kini menurut " Antara " oleh Presiden te

lah ditetapkan Kol . Dr. Sumarno , Asisten III KASAD untuk mendjadi ke

pala daerah Djakarta Raya , sedangkan sebagai wakil kepala daerah diang

kat pelukis Henk Ngantuns , anggota PKI .

Buat daerah Djawa Barat kelihatan pola jang serupa , kepala daerah

nja Let . Kol . Mashudi , perwira menengah pada SU AD , pernah mengurus soal2

finek , dan sebagai wakil kepala daerah ditetapkan Mr. Astrawinata se

orang ifellow traveller " pernah djadi anggota konstituante , jang seka

lipun sering menundjukkan " independent mind" namun , dalam garis besar.

nja ikut komunis .

Kita tidak akan heran pula , apabila buat daerah Djawa Tengah diang

kat sebagai wakil kepala daerah Sujono Atmo , orang jang pernah ditjalon

kan oleh PKI .

Gedjala diatas ini menarik perhatian d juga karena beberapa hal ,

Pertama, dalam rangka PP NO . 6/1959 tidak ada disebutkan tentang

pengangkatan seorang wakil kepala daerah oleh Presiden ataupun oleh

Menteri Dalam Negeri . Bahwa kini diangkat djuga seorang wakil kepala

daerah dapatlah hal itu dianggap sebagai kobidjaksanaan pribadi Presi

den/PM Soekarno .

Kedua, dengan tidak mempersoalkan dulu apakah dalam prakteknja

nanti kepala daerah harus berbagi - bagibari kekuasaan dengan wakil kepala

daerah, kombinasi militer dan PKI diputjuk pimpinan daerah itu adalah

interessant . Apakah ini boleh diartikan , bahwa Presiden mentjiptakan

kombinasi demikian dengan mengingat supaja ada " perimbangan jang har

monis " ataukah supaja dalam segala hal PKI djangan sampai tidak diikut

sertakan ? Apakah ini suatu wudjud pula deri konsep Presiden tentang per

satuan nasional revolusioner dalam praktek jakni adanja senantiasa sua

tu situasi jang berimbangan alias " balance " antara tentara dan PKI , atau

dikatakan setjara lain , adanja " ko - eksistensi damai" diantara tentara

dengan PKI ?

Ketiga ,
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Ketiga, menurut ketentuan PP No. 6 , kepala daerah jang diangkat

harus melepaskan keanggotaan partainja . Nistjaja ini berlakulah djuga

bagi wakil kepala daerah . Bahwa bagi PKI menerima kenjataan anggotanja

diangkat mendjadi kepala daerah ( seperti Utomo Ramelan di Solo ) harus

lah diartikan tentunja , adapun PKI siap melepaskan orang2nja dari ke

anggotaan partai untuk memikul djabatan serta tanceung ajawab pemerin

tahan .

Suatu pernjataan tentang ini didepan publik belum diadakan oleh

PKI . Akan tetapi bagaimanapun djuga, PKI kini teranglah merupakan salah

satu unsur aktif dalam pemerintahan eksekutif . Dan dengan begitu setja

ra politis , PKI harus bertanggung djawab pula atas pelaksanaan program

Pemerintah pada tarar kenjataan 3 karang paling tidak diatas niveau

pemerintahan daerah . Dengan begitu pula tidak adalah lagi alasan bagi

PKI untuk mendjalankan opposisi terhadap Pemerintah Soekarno , seperti

jang diperlihatkannja kini dengan misalnja mengorganiseer delegasi2

dan utusan2 rakjat , jang menuntut penurunan harga barang sandang-pangan

dsbnja itu . Demikianlah PKI tak dapat mengelakkan dirinja dari tanggung

djawab atas keadaan sekarang ini , sehingga apabila ckonomi -keuangan

negara merosot , penghidupan rakjat sehari - hari bertambah gular , maka

PKI tak dapat lagi berkata : " Itu bukan salah saja " . Henk Ngantung , Mr.

Astrawinata , Utomo Kamelan , dll , itu adalah bukti senjata- njatanja ,

bahwa PKI pun harus turut mempertanggung djawabkan baik buruknja kea

daan . Dan keadaan itu tampaknja makinlah memburuk .

Sekianlah tjatatan pendek kita .
( Pedoman , 21/1-160 ) .

9

.

SUDIRO MENINGGALKAN KOTAPRADJA .

Dalam waktu jang singkat ini Sudiro sebagai Kepala Daerah Djakarta

Raya akan meletakkan djabatannja dan timbang terima dengan penggantinja

Kol . Dr. Sumarno, Kepala Daerah baru menurut PP No. 6/1959 , akan segera

pula dilangsungkan . Dan pada saat Sudiro akan meninggalkan pekerd jaannja

jang sangat ditjintainja ini , kita beranggapan telah pada tompatnja

untuk mengemukan beberapa soal jang dapat kita perhitungkan sebagai ha

sil pekerdjaan Sudiro sebacai Wali Kota ( Gubernur ) dan kemudian sebagai

Kepala Daerah .

Sudiro adalah seorang pemimpin pemerintahan jang penuh dengan tji .

ta2 baik untuk perkembangan daerah jang berada didalam pertangcungan

djawabnja maupun bagi kepentingan rakjat . Dengan segala daja jang ada

padanja ia selalu berusaha untuk dapat mentjiptakan sesuatu jang baik

bagi daerah dan rakjat , jang melimpahkan suatu kepertjajaan jang begitu

besar padanja, akan tetapi oleh karena ia didalam tjita2 dan kegiatannja

jjang baik itu tidaklah dapat melepaskan diri dari konstelasi kepartaian

jang tergabung didalam DPRD dan DPD , dalam rangka ketentuan2 jang harus

diambil setjara ber - sama2 , maka iapun hanja dapat bergerak didalam ba

tas2 jang telah ditentukan baginja .

Dalam
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rom usaha untuk menambah sumber2 keuangan bagi Kotapradja Djakarta

aya , d juga untuk perbaikan dan pembangunan kota dipelbagai bidang , ia

sangat terikat kepada keputusan2 jang diambil oleh DPRD dan DPD . Dengan

demikian kegiatannja itu kadang2 terbentur kepada batas ? jang tidak

mungkin ia dapat lew ? ti , apabila ia hendak bertindak sebagai seorang

Kepala Daerah yang tidak ingi ) mentjari kesulitan dengan DPRD dan DPDnja .

Didalam keadaan demikianlah walikota dan Kepala Daerah Sudiro be

kerdja , jang dapat mentjerminkan kepada kita , bahwa peraturan lama ten

tang penetapan Kepala Daerah, tolah sepatutnja untuk mendapat pembaha

ruan dan jang lebih sesuai dengan demokrasi torpimpin jang sedang di

wudjudkan sekarang ini . Dan Sudiro tidal bersedia untuk meninggalkan

partainja dalam menghadapi PP NO . 6/1959 dan dengan begitu ia tidak ber

sedia untuk ditjalonkan sebagai Kerala Daerah menurut peraturan baru

itu . Ketidak kesediaannja untuk ditjalonkan sebarai Kepala Daerah menu

rut peraturan boru itu , kita dapat menganggap sobagai suatu hasil kepu

tusan daripada suatu pertimangan jang telah masal2 dipertim : angkannja

dan betapapun pendiriannja kita patut hormati . Hal itu adalah mondjadi

haknja sopenuhnja .

Maka selama Sudiro mendjadi kepala Daerah (Walikot . ) , sopandjang

tjatatan jang ada pada kita , ia telah berhasil mengordjalan beberapa

soal penting , jaitu :

1. Pembontulan tiga Perwakilan Daerah untuk Kotapradja Djakarta Ra

ya, jaitu Daerah Djakarta Utara , Djakarta Tenrah dan Djakarta

Selatan, adalah hasil tjiptaen dari Walikota Sudiro .

2. Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung diseluruh daerah

Kotapradja Djakarta Raya ,

3. Dengan tjara kerdjasama dengan Prof. Mr. Dr. Soekanto, Walikota

berhasil menemukan hari lahirnja Kotapradja Djakarta Raya ,

4. Pembentukan organisasi hiburan rakjat dengan kerdjasama dengan

para seniman .

5. Kerdjasama dengan pers dan pera wartawan untuk kebaikan dan ke

mad juan daerah dan rakjat Djakarta Raya .

Demikianlah rangkaian daripada beberapa soel penting jeng dapat di

selenggarakannja selama ia mendjadl Kepala Daerah di Ibukota Negara kita

ini didalam batas2 kekuatan jang ada padanja . Ia tidak pernah penondjol

nondjolkan djasa sebagai seoranz ahli pendidik den pemimpin rakjat , akan

tetapi kita beranggapan, bahwa hasil2 usaha jang baik itu tidak akan

masuk kedalam djurang begitu sadja . Orang akan masih tetap terkenang

kepada apo jang dibuatnja selama mend jadi Kepala Daerah .

Dari pengalamana jang dialominia , dengan segala duka - suka jang di

djumpainja selama ini , bagi Sudiro kiranja tjukup mendjadi bahan jang

sangat berharga untuk dapat mentjapai suatu sukses jang lebih menggem

birakan baik bogi pribadinja sendiri, maupun beci rakjat negara , didalam

perdjoangannja selandjutnja , Orang jang dinams seperti Sudiro akan te

top dapat mengabdikan dirinja bagi kepentingan negara dan rakjat , walau

pun lapangan pekerdjaannja tidek lagi dibidang kepanong -pradjaan ,

(Merdeka 23/1- '60 ) .

•
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KURANG TERUS TERANG .

Dalom pidatonia didepan sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat dua

hori jang lalu , Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ipil Gandamana

mendjelaskan tentang pelaksanaan pp No. 6/1959 a.1 .: "Dalam pengengkatan

Kepala Daerah , Temerintah tidak bermaksud membangkitkan soal non dan co .

Sjarat bagi Kopala Daerah , seperti tertjantun dalam Peraturan Pre

siden No. 4/1959 , adalah merupalan " Pedoman umum " dengan maksud bisa

mempertemukan sjar ? t acceptable politis dan ketayapaii tehr.is. Hal ini

adalah wadjar , karuna suorang Kepala Daeroh , golair. harus memimpin pe

merintahan , harus pula serta molanujutkan rovolusi , don karenanja Kepa

la Daerah harus patriotik ,

Pemerintah memang borusehe untul selalu memegang teguh pada pedo

man umum itu . Tetapi karena perlombongen jong berbeda diberbagai daerah ,

maka tidak bidjaksana djika pedonan umum itu dipertahankan setjara sem

pit . Dan untuk itu pemerintah selalu memperhatilan keadaan didaerah

daerah dalam soal pengangkatan Kerala Daerah " .

Demikianlah 8.1 , pondjelasan Menteri Dalam Negeri. jan Otonomi Dae

rah mengenai pelaksanaan PP No. 6/1959 .

Terus teranks , monurut penilaian kita , didalam menghadapi persoalan

Pemerintahan Daerah , lenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kurang ber

sikap terus teranɛ, untuk tidak menjatakan , bahwa tidak bersilap djudjui

Penilaian jong demikian ini, kits sandarkan kepada konjataan , beta

pa tidak selarasnja apa jeng dinjatakan daian pidotonja dibaşıan muka

dan selandjutnja, serta kenjataen jang kita hadapi.

Lihat sadja misalnja jang terang , benteri Dalam Neceri menjatakan

Pemerintah tidak bermaksud membangkitkan soal non dan co . Terang apa

jang dinjatakan itu tidak tjotjek dengan kenjataon jans torsebut dalam

peraturan Presiden No. 9 , jane djelas dalam salal satu pasal ditegaskan,

sjarat untuk bisa diangkat mondjedi Kepala Daerah jalah tidak pernah

me musuhi Republik , baik langsung ataupun tidak langsung . Pasal jang de

mikian ini , tidak bisa diartikan lain ketjuali merutup kemungkinan se

orang co mondjadi Kepala Daerah; sebah djila diteliti , seoranz co lang

sung atau tidak , tentu membantu Belanda , artinja memusuhi Republik . Te

tapi kenjataannja , ada djuga tjalon jang pernah mengabdi Belanda , djuga

diangkat ,

Disinilah terang sekali tidak selarasnja ana jang dinjatakan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan apa jang tertulis , Itulah sebabnja maka ki

ta katakan tidak bersikap terus terang , untuk sekali lagi tidak menga

takan tidak bersikap djudjur .

Selandjutnja dinjatakan sjarat jang dimaksud, jalan untuk memperte

mukan sjarat acceptable politis dengan ketjakanan tohnis . Inipun djelas

tida : selalu tjutjok dengan kenjataan . Bukti jang djelas , jalan mengenai

diri Sanusi Hardjadinata . Apa kekurangan Sanusi Hardjadinata sebagai se

crans kepala Daorah . Tidak seorangpun jang memang setjara djudjur ingin

reriai diri Sanusi bisa memungkari akan terpenuhnja sjarat jang diten

tukar dalam pecoman umum . Politis

Q

6
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' olitis acceptable , tehnis terbukti tjakap , patriotismenja sudah ter

rukti . Tetapi mengapa Sanusi tidak bisa ditetapkan sebagai Kepala Dae

rah , Mengapa mengangkat tjalon lain , jang dalam pengalaman Pemerintahan ,

masih perlu diakui kekurangannja , dengan tidak mengurangi kehormatan dan

keseganan kita terhadap tjalon2 jang lain . Terecht apa jang dinjatakan

oleh Gatot Mangkupradja kemarin , bahwa penolakan Sanusi Hardjadinata

dirasakan sebagai satu tindakan jang menjinggung perasaan suku Sunda ,

Kita tidak ingin sama sekali membangkitkan kesubuan , Dan kita tidak ja

kin, bahwa Gatot Mangkupradja , scorang patriot tulen ini , ingin membang

kitkan kesukuan . Tetapi apa jang dikatalan oleh Gatot , kiranja benar2

merupakan tjermin tjetusan perasaan jang tersinggung .

Kemudian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, bahwa Peraturan Pre

siden No. 4, sebenarnja merupakan pedoman umum dan Pemerintah berusaha

untuk selalu mempergunakan . Dari pendjelasan ini , berarti tidak ada ke

sungguhan untuk mendjalankan apa jang tertjantum dalam Peraturan Presi

den No , 4 sebagai Peraturan pelaksanaan PP No. 6. Sebab hanja berusaha ,

Dus se -waktu2 peraturan bisa dikesampingkan . Dan pelaksanaannja ini

nampak lebih djelas , bahwa didalam menghadapi pengaturan pemerintahan

Daerah sebenarnja Menteri Dalam Negeri tidak berkeinginan untuk setjara

djudjur dan sungguh2 menetapi apa jang telah ditentukan dalam peraturan

pelaksanaan . Tetapi sebaliknja tidak ingin pula menjatakan dan bersikap

terus terang . Itulah sebabnja maka djuga pidatonja mengandung segi2

jang berliku - liku , serta menampakkan kontradiksi disana - sini ,

( Sulindo , 6/2-160 ) .

KEPALA - KEPALA DAERAH SWT . II DJAWA BARAT .

13 Kepala Daerah baru untuk swatantra II dan rotapradja diwilajah

Djawa Barat telah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ,

dengan persetudjuan Presiden . Menurut ketentuan2 PP No. 6 , mereka jang

diangkat itu harus melepaskan keanegotaan partainja . Namun interessant

d juga memperhatikan perintjian jang diberikan oleh wartawan " Antara "

di Bandung jakni ke -13 Bupati dan valikota tersebut terdiri dari 6 orang

PNI 2 IPKI , 2 PSII , 2 PKI dan I orang tak berpartai .

Apa gerangan jang menjolok dalam hal ini? Tidak ada satupun dari

Masjumi , partai jang besar di Djawa Barat ,

Djawa Barat mempunjai 19 daerah Swatantra II dan 4 Kotapradja , se

hingga masih ada 10 daerah Swt . II lagi jang menunggu pengangkatan kepa

la daerahnja, antara lain misalnja Sukabumi , Garut , Sumedang Purwakarta ,,

Indramaju , Krawang , Bogor dsbnja .

Apakah dan adakah masih kansen bagi orang2 Masjumi untuk diangkat

sebagai kepala daerah disana ? Wallahu'alam bisawab .

Hanjalah kita tjatat , bahwa sebelum pelaksanaan PP No. 6 , para ko

pala daerah Swt . II dan Kotapradja di Djawa Barat terdiri atas 9 orang

Masjumi , 9 PNI , 3 NU , I IPKI , 1 orang tak berpartai ,

Sehingga



Sehingga perbandingan antara keadaan ( sampai ) sekarang ini dengan

keadan dahulu menggoda orang buat menarik kesimpulan sementara , bahwa

dalam rangka PP No. 6 ini althans di Djawa Barat , Masjumi telah tersing :

kirkan dan ba ' kata orang dikirim kedalam " political wilderness " .

Sebaliknja, PKI malah mendapat angin , dan bukan sadja misalnja ke

pala daerah Swatantra II Tjirebon adalah orang PKI, meleinkan djuga Wa

kil Kepala Daerah Djawa Barat begitu pula jakni Mr. Astrawinata ,

Tidak karuan sadja , pada saat Mr. Astrawinata tgl . 6 Pebruari akar

disumpah , maka fraksi Masjumi dalam DPRD Djawa Barat menjatakan tidak

dapat menerima pengangkatan Mr. Astrawinata dari PKI sebagai Wakil Kepa.

Daerah dan pada waktu akan diangkat sumpah fraksi Masjumi akan meningga :

kan rapat2 ( abstain ) .

Memanglah , kita dapat mengerti sikap Masjumi itu den dapat merasa

kan perasaan mereka ,

STYL BARU DAN SEMANGAT BARU .

Pada tanggal 2 Pebruari 1960 Sdr . Ali Hasjmi telah dilantik mendja .

di Kepala Daerah Istimewa Atjeh jantu berdasarkan penetapan Pemerintah

jang disesuaikan dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959

Pengangkatan ini merupalian suatu peristiwa jang bersedjarah jang ti

dak dapat dilewatkan begitu sadja dan jang memberikan kesan jang sedalan

dalamnja bahwa dengan ini Pemerintah sekali lagi telah meletakkan keper

tjajaan pada wdr , Ali Hasjmi .

Mengingat djiwa dari pada PP No. 6 itu dan tudjuan2 jang tersirat

didalamnja, maka tancgung djawab dan kepertjajaon jang diletakkan kepun

dak . Sdr . Gubernur Ali Hasjmi adalah berat selali , jang setjara lebih

revolusioner dan patriotik harus bekerdja mendeliathan rokjat didaerah

ini kepada tudjuan deripada Revolusi 17 Agustus 1945 ,

PP No. 6 bukanlah sekedar pertukaran peraturan , tapi ia merupakan

d juga suatu djawaban terhadap segala tentangan jang dihadapkan kepada Pe .

merintah, dan bahwa ia adalah merupakan suatu usaha untuk lebih mempo

sitipkan fungsi seorang Kepala Daerah sebagai seorang jang setia kepada

Negara dan tjita2 besar Proklamasi 1945 jang diharuskan dengan segala

daja jang ada membawa rakjat dan daerah kedjurusan itu .

Didaerah ini kita masih menghadapi berbarai kesulitan, terutama soal

keamanan jang mendesak , jang menimbulkan kesulitan dibidang pembangunan

lainnja .

Hampir tiap hari kita mendengar pemberontak bekerdja merusak , meng.

hantjurkan dan mengantjam keselamatan dan ketentraman rakjat ,

Dan setiap hari pula kita mendengar petugas2 negara berusaha untuk

mengatasi kesulitana jang ditimbulkan kaum pengat jau itu dengan menghan

tam dan mengedjar pengatjau2 itu sampai kehutan -hutan .

Di -kota2 kita menghadapi kenjataan2 lain jeng sama pah ja , jaitu

orang2 tertentu dan golongan2 tertentu berusaha sadar atau tidak sadar

mongatigulan



mengatjaukan djalannja perekonomian sehingga setiap anggota masja

rakat menghadapi harga pasar jang membubung tinggi .

Kenjataan ini adalah merupakan suatu udjian terhadap keuletan

dan kesetiaan kita semua , terutama keuletan seorang Kepala Daerah .

Kesulitan2 itu bagaimana sekalipun harus diatasi .

PP No. 6 memberikan kepada seorang Kepala Daerah suatu tjara

bekerdja dan semanrat jang baru untuk mengatasi kesulitan2 itu .

Dan dasar kepertjajaan Pemerintah kepadanja, kita dengan ini

meletakkan kepertjajaan kita pula bahwa Ali Hasjmy sebagai seorang

Kepala Daerah menurut styl PP NO . 6 akan dapat mengatasi kesulitan2

itu setjara lebih revolusioner dan patriotik .

Kepada beliau dengan ini kita njatakan selamat bekerdja dan se

lamat membawa Atjeh kearah jang mendjadi tud juan dari Proklamasi 17

Agustus 1945 ,

( Bidjaksana, 7/2- '60 ) .

TOKOH MILITER DALAM BIDANG CIPIL .

Pengangkatan seorang militor sebagai Wakil Kepala Daerah , apa

lagi disuatu daerah jang paling aman di seluruh Indonesia , sebagai

jang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

atas diri Kolonel Wijono pada hari Saptu jang lalu , mau tidak mau

pasti menarik perhatian , bukan sadja dari kalangan ahli pemerintahan,

tapi pun dari kalangan mas jarakat sendiri .

Dan djika dikatakan bahwa hal itu menarik perhatian, maka djus

tru karena menariknja soal itu , lalu timbulnja pertanjaon2 , jang

kesemuanja berkisar pada satu hal jang pokok : mengapa seorang militer?

Bahwa ada rabaan jang sedemikian itu agaknja tjukup djelas di

bajangkan didalam pidato sambutan Kol . Wijono sendiri pada upatjara

pelantikan itu , dimana a.l. oleh beliau dikemukakan bahwa " diangkat

nja seorang anggota T.N.I. didalam suatu kepangkatan sipil, menim

bulkan idee -fixe , jang membajanclan suatu ketjendurungan berfikir

kearah perwudjudan mencivilkan ingkatan Bersendjata atau sebaliknja

memiliterisir djawatan2 sipil jang setjara kasarnja menuduh kearah

pikiran chajal tentang adanja gedjala menudju koarah militer diktatur ..

Alzan tetapi rabaan seperti itu njata tidak depat dibenarkan , ka

rena baik dengan mencivilkan Angkatan 3ersendjata maupun dengan memi

literisir djawatan sipil , pemerintah pasti tidak akan dapat mentjapai

apa jang di idam2kan untuk rakjatnja , baik didalam rangka pelaksanaan

program kabinet didalam djangka pendeknja , maupun didalam angka pe

laksanaan Manifesto Politik didalam djangka pandjangnja .

Dimana sebagai dikemukakan diatas T.N.I. merupakan unsur hidup

revolusioner didalam perdjoangan nasional kita , maka penjaluran tena

ga 1.N.I. didalam bidang sipil jang menjimpang daripada usaha guna ...
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guna mentjapai atau melaksanakan tud juan revolusi kita pasti - da'

akan dir'lakan oleh pihak atasannja , suatu hal jang sama sekali ti

dak ters .mpul didalam sambutan Menteri Pertahanan/Keamanan Djenderal

A, il . Nasution jang djuga menjaksikan upatjara pelantikan wakil Kepala

Daerah tingkat I Djatin itu .

Teranglah baha soalnja tidaklah harus ditjari didalam kedua

chajalan seperti disebutkan diatas (mencipilkan Angkatan Bersendjata

atau memiliterisir djawatan2 sipil ) melainkan sebaliknja semata-mata

hanjalah untuk mentjiptakan pemerintahan nasional jang stabil dan

kuat .

Pengalaman dengan pelbagai " experimen " , kalau boleh dikatakan

demikian didalam bidang pemerintahan dimasa jang lampau menundjukkan

dengan djclas bahwa segala keruwetan dan kesukaran jang merintangi

perdjoangan kita kearah perwudjudan tjita2 kita , jaitu mentjiptakan

kemakmuran bagi seluruh masjarokat kita se-mata2 disebabkan karena

tidak adanja kestabilan dioelam pemerintahan ,

Djadi kalau setjara kebetulan unsur stabilisasi oleh pihak pe

merintah tampak pada diri seorang militer seperti Kol . Hoh . Wijono

itu maka tidak seharusnjalan kesimpulan lalu dititik beratkan pada

unsur militernja , melainkan sebaliknja karena djustru pada Kol , Moh ,

Wijono benar2 terdapat unsur2 seperti jone dihorapkan itu .

Sangat boleh djadi pula dengan memberikan lapancan didalam bi

dang sipil kepada seorang tokoh militer seperti Kol . Moh . Wijono ini

jang bersanglautan akan dapat lobih mengembangkan dan menggunakan ke

tjakapannja setjara jang lebih efektir , suhingga berhubung dengan itu

tidal-lah ada sjak wasangka , baik dipihak pemerintah pusat maupun di

pihak pimpinan Angkatan Perang untuk menundjuk seorang militer guna

memenuhi panggilan jang agaknja lebih berat itu ,

Berhubung dengan itu dengan penundjukan Kol . Moh . Wijono sela

ku wakil Kepala Daerah ini , kami disamping menjatakan utjapan selamat

djuga ikut mengharapkan semoga pengangkatan ini bonar2 bermanfaat baik

bagi pemerintah pusat maupun bagi masjarakat daerah ,

( Harian Umum , 15/2-160 ) .

== St== --



T LITRAN : I

lUNDANG - UNDANG No. 1 TAHUN 1957

TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN
DAERAH ,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a . bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan

maka Undang -undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah

jang berhak mengurus rumah - tangganja sendiri , perlu

diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan ;

b . bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu

Undang-undang jang berlaku untuk seluruh Indonesia ;

Mengingat : pasal-pasal 89 , 131 jo . 132 Undang - undang Dasar Semen

tara ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN :

I. Mentjabut : a . Undang -undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 ;

b . Undang - undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun

1950 ;

c . Peraturan-perundangan lainnja mengenai Pemerintahan

Daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri ,

II.Menetapkan :

UNDANG -UNDANG TENTANG POKOK - POKOK PEMERINTAHAN

DAERAH ,

B AB I.

KETENTUAN UMUM .

Pasal 1 .

1 .

2 .

Jang dimaksud dengan Daerah dalam Undang - undang ini ialah

daerah jang berhak mengurus rumah - tangganja sendiri , jang disebut

djuga "Daerah Swatantra" dan " Daerah Istimewa " .

Djika dalam Undang-undang ini disebut " setingkat lebih atas" ,

maka jang dimaksudkan ialah :

a , Daerah tingkat ke I ( termasuk Daerah Istimewa tingkat I ) bagi

Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II ) , jang

terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke I itu ;

b . Daerah tingkat ke II ( termasuk Daerah Istimewa tingkat II ) bagi

Daerah tingkat III ( termasuk Daerah Istimewa tingkat III ) jang

terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke II itu .

3 . Djika dalam Undang - undang ini dibelakang perkataan " Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah " atau i'Dewan Pemerintah Daerah " disebut

suatu " tingkat " , maka dengan 'tingkat " itu dimaksudkan tingkat da

ri Daerah jang disebut dalam hubungan itu .

4. Djika



4 . Djika dalam Undang - undang ini dibelakang perkataan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak di

sebut sesuatu pendjelasan, maka jang dimaksud ialah Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swa

tantra dan Daerah Istimewa .

5 . Dalam Undang -undang ini dengan istilah keputusan dapat di

artikan djuga peraturan ,

ВА В II

PEMBAGIAN WILAJAH REPUBLIK INDONESIA

DALAM DAERAH SWATANTRA .

1 .

Pasal 2 .

Wilajah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan ke

ketjil , jang berhak mengurus rumah - tangranja sendiri , dan jang

merupakan sebanjak - banjaknja tiga tingkat jang deradjatnja dari

atas kebawah adalah sebagai borikut :

a , Daerah tingkat ke I , termasuk kotapradja Djakarta-Raya ;

b . Daerah tingkat ke II ,, termasuk kotapradja , dan

C. Daerah tingkat ke III ,

2 .
Daerah Swapradja menurut pentingnja dan perkembangan masja

rakat dewasa ini , ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke

I , II atau III atau Daerah Swatantra tingkat ke I , II atau III ,

jang berhak mengurus rumah- tangganja sendiri .

Pasal 3,

Pembentukan Daerah Swatantra, demikian pula Daerah Istimewa ter

maksud dalam pasal 2 ajat 2, termasuk perubahan wilajahnja kemudian ,

diatur dengan Undang-undang .

Pasal 4 .

1 . Jang dapat dibentuk sebagai kotapradja adalah daerah jang

merupakan kelompokan kediaman penduduk , dengan berpedoman kepada

sjarat penduduk sedjumlah sekurang-kurangnja 50.000 djiwa .

2 .
Dalam Kotapradja, ketjuali Kotapradja Djakarta Raya , tidak

dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah .

B A B III .

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH .

BAGIAN I.

KETENTUAN UMUM .

Pasal 5 .

Pemerintah Daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Dae

rah dan Dewan Pemerintah Daerah ,

Pasal 6 .



Pasal 6 .

1 . Kepala Deerah karena djabatannja adalah Ketua serta anggota

Dewan Pemerintah Daerah .

2 . Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rahjat Daerah dipilih

oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Ralijat Daerah.

3 . Wakil Ketua Dewan Pemurintah Daerah dipilih oleh dan dori

anggota Dewan Pemerintah Daerah ,

4 . Selama Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rokjat Daerah

belum ada rapat Dewan Perwakilan Rokjut Dadrah dipimpin oleh se

orang anggota Dewan Perwakilan Raljat Daerah jong tertua usianja ,

BAGIAN II .

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH .

1 .

Pasal 7 .

Bagi tiap-tiap Daerah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannja , dengan da.

sar perhitungan d jumlah penduduk jang harus mempunjai seorang wa

kil dalam Dewan , serta sjarat - sjarat minimum dan máximum djumlah

anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut :

a . bagi Daerah- daerah tingkat I tiap- tiap 200.000 orang penduduk

mempunjai seorang wakil dengan minimum 30 den maximum 75 ;

b . bagi Daerah- daerah tingkat II tiap- tiap 10.000 orang penduduk

mempunjai seorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35 ;

c . bagi Dacrah - daerah tingkat III tiap-tiap 2.000 orang penduduk

mempunjai seorang wakil dungan minimum 10 dan maximum 20 .

2 .
Perubahan d jumlah anggota Dewan Perwakilan Raljat Daerah me

nurut ketentuan - ketentuan tersebut dalam ajat 1 sub a , b dan c

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

3 . Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berlaku untuk masa

empat tahun .

4 . Anggota Dewan Perwakilan Raljat Daerah , jang mengisi lowongan

keanggotaan antar waktu, duduk dalam Dowan Perwakilan Rakjat Dae

rah itu hanja untuk sisa masa empat tahun tersebut .

5 .
Menjimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ajat 3, anggota

anggota Dewan Perwakilan Raljat Daerah jang pertama meletakkan

koanggotaannja itu bersama-sama pada waktu jang ditentukan dalam

Undang - undang Pembentukan .

6 .
Pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah diatur dengan Undang - undang .

Pasal 8 .



Pasal 8

Jang dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilon Rolijat Daerah ia

lah warganegara Indonesia jang :

a . telah berumur dua puluh satu tahun ;

b . bertempat tinggal pokok didalam wilajah jang bersangkutan sedi

kitnja enam bulan jang terachir ;

c . tjakap menulis dan membatja bahasa Indonesia dalam huruf Latin ;

d . tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja ka

rena keputusan pengadilan jans tidak dapat dirobah lagi ;

e , tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan

pengadilan jang tidak dapat dirobah lari ;

f . tidak tergangcu ingatannja ,

Pasal 9.

Anggota Dewan Perwakilan Rajat Daerah tidak boleh merangkap

mendjadi :

a . Presiden dan Wakil Presiden ;

b . Perdana Menteri dan Menteri ;

c . Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan ;

d . Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah jang tingkatnja lebih atas atau lebih rendah ;

e . Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai jang bertang

gung djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan .

1 .

Pasal 10 .

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh :

a , mendjadi adpokat , pokrol atau kuasa dalam perkara hukum , dalam

mana Daerah itu tersangkut;

b . ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau penge

sahan dari perhitungan jang dibuat oleh suatu badan dalam mana

ia duduk sebarai ancgota pengurusnja , ketjuali apabila hal ini

mengenai perhitungan ancgaran kouanran Daerah jang bersangkutan ;

c . langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi

penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerdjaan umum ,

pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan ( leverancier ) , guna

kepentingan Daerah ;

d . melakukan pekerdjaan - pekord jaan lain jang mendatangkan keun

tungan baginja atau merugikan bagi Daerah dalam hal-hal jang

berhubungan langsung dengan Daerah jang bersangkutan .

Terhadap larangan - larangan tersebut dalam ajat i Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah dapat momberikan pengetjualian, apabila ke

pentingan Daerah memerlukannja .

2 .

3 . Anɛgota jang melanggar larangan tersebut dalam ajat I setelah

diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tu

lisan , dapat diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan

sebelum itu dapat diperhentikan sementara oleh Dewan Pemerintah

Daerah jang bersangkutan .
4. Terhadap...



ro

4 . Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara

tersebut dalam ajat 3 , anggota jang bersangkutan dalam waktu sa

tu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat minta ketentuan De

wan Pemerintah Daerah jang setingkat lebih atas , atau bagi anggo

ta Dewan Perwakilan Raljat Daerah tingkat ke I , dari Prosiden .

1 .

Pasal ll .

Anggota Dewan Perwakilan Rokjat Daerah berhenti karena anggo

ta itu meninggal dunia , atau dapat diberhentikan, karena anggota

itu :

a , memadjukan permintaan berhenti sebagai anggota ;

b . tidak mempunjel lagi sesuatu sjarat seperti tersebut dalam pa

gal 8 dan 9 ;

c . melanggar suatu peraturan jans chusus ditetapkan bagi anggota

anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali jong termaksud

dalam pasal 10 .

2 . Keputusan mengenai pengguguran keanggotaan termaksud dalam

ajat I bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke I

diambil oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Dewan Pemerintah Dae

rah dari Daerah jang bersangkutan dan bagi anggota Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah dibawahnja oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat

lebih atas , atas usul Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan .

3 . Atas keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam ajat

2, ketjuali mengenai hal tersebut dalam ajat 1 sub a, anggota

jang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan

itu berhak meminta putusan dalam bandingan kepada Presiden menge

nai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke I dan kepada Do

wan Pemerintah Daerah tingkat ke I mengenai keputusan Dewan Peme

rintah Daerah tingkat ko II .

1 .

Pasal 12 .

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menerima uang sidang ,

uang djalan dan uang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan

oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2 . Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat i kepada Ketua ,

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan uang

kehormatan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah .

3 .
Peraturan tersebut dalam ajat 1 dan 2 harus disahkan lebih

dahulu oleh Menteri Dalam Negeri begi Daerah tingkat ke I , dan

oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah jang setingkat lebih atas

bagi lain-lain Daerah ,

4 . Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan -umum

mengenai hal tersebut dalam ajat I dan 2 ,

Pasal 13 .



Pasal 13 .

1 . Sebelum memangku djabatanlja anggota Dewan Perwakilan Rak

jat Daerah mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama De

wan Perwakilan Rakjat Daerah, dihadapan Menteri Dalam Negeri atau

seorang jang ditundjuk olehnja jang memimpin rapat itu , menurut

tjara agamanja .

2 .

3 .

Fengangkatan sumpah ( djandji ) dari anggota Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah, jang antar - waktu mengisi lowongan keanggotaan De

wan Perwakilan Pakjat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat

4 , dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .

Susunan kata - kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam

ajat 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

" Saja bersumpah ( menerangkan ) bahwa saja untuk dipilih mend ja

di Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, langsung atau tidak

langsung, dengan nama atau dalih apapun , tiada memberikan atau

merdjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun

d juga .

Saja bersumpah ( berdjandji ) bahwa saja, untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini , tiada sekali - kali akan

menerima , langsung ataupun tak langsung , dari siapapun djuga se

suatu djandji atau pemberian ,

Saja bersumpah ( berdjandji ) , banwa saja akan memenuhi kewa

djiban saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur - djudjurnja , bahwa saja

akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Re

publik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memad ju

kan kesedjahteraan Daerah ...... Saja bersumpah ( berdjandji )

bahwa saja akan setia kepada Necara Republik Indonesia dan akan

senantiasa mendjund jung tinggi kehormatan Negara dan Daerah " .

-

4 . Pada waktu pengangkatan sumpah atau djandji semua orang jang

hadir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus berdiri ;

Menteri Dalam Negeri atau orang jang ditundjuk olehnja dalam hal

termaksud dalam ajat 1 atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

dalam hal termaksud dalam ajat 2 berusaha supaja segala sesuatu

dilakukan dalam suasana chidmat .

BAGIAN III .

SIDANG DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKJ AT

DAERAH .

Pasal 14

1 . Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang atau berapat atas

panggilan Ketuanja . Atas permintaan sekurang - kurangnja seperlima

dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau atas per

mintaan Dewan Pemerintah Daerah, maka Ketua Dewan Perwakilan Rak

jat Daerah wadjib memanggil Dewan itu untuk bersidang atau



atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanja .

2 .

3 .

4 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang sekurang - kurangnja

sekali dalam tiga bulan .

Semua jang hadir pada rapat tertutup berkewadjiban meraha

siakan segala hal jang dibitjaralan dalam rapat itu .

Kewadjiban merahasiakan seperti tersebut dalam ajat 3 ber

langsung terus , baik bagi anggota- anggota maupun pegawai-pegawai

pekordja -pekerdja jang mengetahui hal-hal yang dibitjarakan itu

dengan djalan lain atau dari surat - surat jang mengenai hal itu ,

sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membebaskan mereka dari ke

wadjiban tersebut .

Pasal 15 .

Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah terbuka untuk umum, ke

tjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang -ku

rangnja lima anggota menuntut hal itu .

1 .

2 . Sesudah pintu ditutup rapat memutuskan apakah permus jawaratan

dilakukan dengan pintu tertutup .

3 .
Tentang hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup , dapat di

ambil keputusan dengan pintu tertutup , ketjuali tentang :

a. anggaran - bolandja , perhitungan anggaran belandja dan perobahan

anggaran -belandja ;

b . penetapan , perobahan dan penghapusan padjak ;

c . mengadakan pindjaman uang ;

d , kedudukan harta -benda dan hak-hak Daerah ;

e , melaksanakan pekerdjaan -pekerdjaan , penjerahan - penje rahan ba

rang dan pengangkutan - pengangkutan tanpa mengadakan penawaran

umum ;

f . penghapusan tagihan- tagihan sebagian atau seluruhnja ;

8. mengadakan persetud juan penjelesaian perkara perdata setjara

damai ( dading ) ;

h . penerimaan anggota baru ;

1. mengadakan usaha-usaha jang dapat merugikan atau mengurangi

kepentingan umum ;

j . pend jualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannja ,

penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai ,

baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahociannja .

Pasal 16 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat peraturan tata- tertib,

jang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

bagi Daerah Swatantra Tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah se

tingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah .

Pasal 17 .
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Pasal 17 .

1 . Rapat baru sah dan dapat mengambil sesuatu putusan , djikalau

d jumlah anggota jang hadir lebih dari separoh d jumlah anggota De

wan Perwakilan Raygat Daerah seharai jang ditetapkan dalam pera

turan pembentukannja .

Quorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, ke tjuali

djika pada waktu diadakan pemungutan suara ternjata sebaliknja .

2 . Sesuatu putusan rapat adalah sah , djika diambil dengan suara

terbanjak oleh anggota jang hadir pada saat pemungutan suara itu .

3 . Bila dalam pemungutan suara djumlah suara ternjata sama , maka

pemungutan suara jang kedua kalinja diadakan dalam rapat pertama

berikutnja . Bila djumlah suara masih djuga gama maka usul jang

bersangkutan dinjatakan tidak diterima .

4 . Pemungutan suara jang mengenai diri orang harus dilakukan

dengan tertulis diatas kertas dengan tidak dibubuhi tanda-tangan .

Bila djumlah suara ternjata sama, maka diadakan pemungutan suara

jang kedua kalinja . Bila djumlah suara ternjata masih sama , maka

diadakan undian dan undian itulah jang memutuskan .

Pasal 18

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Ralijat Daerah

tidak dapat dituntut karena pembitjaraannja didalam ranat Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah atau karena tulisannja jang sampai kepada rapat

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah , ketjuali djika mereka dengan itu

mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tef

tutup dengan sjarat supaja dirahasiakan .

BAGIAN IV .

DEWAN PEMERINTAH DAERAH .

1 .

Pasal 19 .

Anggota- anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari

anggota-anggota Dewan Perwakilan Ralijat Daerah atas dasar perwa

kilan berimbang .

2 .
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak

boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah ,

3 . Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam

peraturan pembentukan .

4 .

0

Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan - umum

mengenai tjara menjelenggarakan dasar perwakilan berimbang termak

sud dalam ajat 1 ,

Pasal 20 .

Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pe

milihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah , ketjuali djika ia berhenti ,

baik atas kemauan sendiri atau karena meninggal dunia, maupun

karena .....

1 .



2 .

karena sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal

10 dan ll ataupun karena sesuatu keputusan lain dari Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah jang bersangkutan .

Djika berhubung dengan apa jang tersebut dalam ajat 1 timbul

lowongan keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah, maka anggota baru

jang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam Dewan Peme

rintah Daerah hanya untuk sisa masa tersebut dalam ajat 1 .

3 .

1

Barang siapa berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah ia dengan sendirinja berhenti sebagai anggota Dewan Peme

rintah Daerah ,

Pasal 21 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat pedoman untuk Dewan

Pemerintah Daerah guna mengatur tjara mendjalankan kekuasaan dan

kewadjibannja ;

1 .

2 . Pedoman tersebut dalam ajat I tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan

oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang

bersangkutan bagi lain-lain Daerah .

3 . Dewan Pemerintah Daerah menetaplan peraturan tata- tertib un

tuk rapat-rapatnja , jang baharu dapat berlalu setelah disahkan

oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

1 .

Pasal 22 .

Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan ,

uang djalan dan vang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan

oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .

2 . Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan

oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah

jang bersangkutan bagi lain- lain Daerah ,

3 . Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum

mengenai hal tersebut dalam ajat 1 .

BAGIAN
V.

KEPALA DAERAH .

Pasal 23 .

1 . Kepala Daerah dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan

Undang-undang .

2 .

1 .

Tjara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ditetap

kan dengan Undang - undang .

Pasal 24 .

Sebelum Undang -undang tersebut dalam pasal 23 ajat I ada , un

tuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat -sjarat ketjakapan dan

pengetahuan
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pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan tersebut menurut ke

tentuan - ketentuan tersebut dalam ajat 2 sampai dengan 7 .

2 . Hasil pemilihan Kepala Daerah dimaksud dalam ajat I memer :

lukan pengesahan lebih dahulu dari :

a . Presiden apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke - I ;

b . Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja apa

bila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke - II dan ke - III ,

Kepala Daerah dipilih untuk satu masa pemilihan Dewan Per

wakilan kaljat Daerah atau bagi mereka jang dipilih antar - waktu

guna mengisi lowongan Kepala Daerah , untuk sisa masa pemilihan

tersebut .

3

3 .

4 .
Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum menge

nai sjarat- sjarat ketjakapan dan pengetahuan seperti tersebut da

lam ajat i dan tjara pemilihan serta pengesahan Kpala Daerah ,

5.

Kepala Daerah berhenti dari djabatannja , karena :

2. meninggal dunia ;

b . masa pemilihan seperti dimaksud dalam ajat 3 berachir ;

c . permintaan sendiri ;

d . keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memperhentikan

nja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .

6 .
Dengan tidak mengurangi ketentuan -ketentuan seperti dimak

sud dalam ajat 5 diatas , Kepala Daerah djuga berhenti dari dja .

batannja karena keputusan Dewan Perwakilan Raljat Daerah jang :

a . memperhentikannja sobac ai iepala Daerah ;

b , memperhentikan Dewan Pemerintah Daerah .

7 . Pemberhentian Kepala Daerah termaksud dalam ajat 5 sub c dan

d dan ajat 6 memerlukan pengesahan dari penguasa jang berwadjib

seperti dimaksud dalam ajat 2 .

1 .

Pasal 25 .

Kepala Daerah Istimewa diangkat dari tjalon jang diadjukan

oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari keturunan keluarga jang

berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang

masih menguasai daerahnja , dengan memperhatikan sjarat -sjarat ke

tjakapan , ked jud juran , kesetiaan serta adat - istiadat dalam daerah

itu , dan diangkat dan diperhentikan oleh :

a . Presiden begi Daerah Istimewa tingkat I ;

b . Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi

Daerah Istimewa tingkat II dan III .

2 , Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat dari tjalon jang diadju

kan oleh Dewan Perwakilan Rokjat Daerah seorang Wakil Kepala Dae

rah Istimewa jang diangkat dan diperhentikan oleh penguasa jang

mengangkat/memperhentikan Kepala Daerah Istimewa, dengan memper

hatikan sjaråt- sjarat tersebut dalam ajat 1 .

3. Kepala
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3 . Kepala dan Wakil Kepala Daerah istimewa karena djabatannja

adalah berturut- turut mendjadi ketua serta anggota dan Wakil Ke

tua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah .

Pasal 26 .

Apabila Kopala Daerah berhalangan atau berhenti dari dja.

batannja , maka ia diwakili olon Wakil Ketua Dewan Pemerintah

Daerah ,

1 .

2 . Apabila dalam hal jans dimaksud dalam ajat 1 Wakil Ketua

Dewan Pemerintah Daerah djuga berhalangan atau berhenti dari

djabatannja , maka ia diwakili oleh anggota jang tertua usianja

dari Dewan Pemerintah Dacrah itu .

3 . Apabila Dewan Pomerintah Daerah itu berhenti karena suatu

keputusan Dewan Perwakilan kaljat Daerah seperti dimaksud dalam

pasal 20 ajat l , maka untuk somentera waktu tugas Dewan Pomerin

tah Daerah itu didjalankan oleh Ketua /Wakil Ketua Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah .

Pasal 27 .27 .

Apabila Kepala Daerah Istimewa berhalangan atau berhenti

dari djabatannja maka ia diwakili oleh Wakil Kepala Daerah Is

timewa .

1 .

2 . Apabila wakil Kepala Dacrah Istimewa termaksud dalam ajat 1

itu berhalangan atau berhenti dari djabatannja , maka ia diwakili

oleh seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh

dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah .

3 . Apabila dalam Daerah Istimewa tidak diangkat Wakil Kepala

Daerah Istimewa tormaksud dalam pasal 25 ajat 2 , moka Kopala

Daerah Istimewa, apabila ia berhalangan atau berhenti dari dja

betannja , diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemorintah Daerah jang

dipilih oleh dan dori anggota - anggota Dewan Pemerintah Daerah .

4 . Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti , karena suatu

keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seperti dimaksud dalam

posal 20 ejat l , maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerin

tah Daerah didjalankan oleh Kepala Daerah Istimewa .

1 .

Pasal 28 .

Kepala Daerah menerima gadji , uang djalan dan uang penginap

an serta segala ponghasilan lainnja jang sah bersangkutan dengan

djabatannja , menurut peraturon jang ditetapkan oleh Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah . Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal

hal lain mengenai kedudukan hukum dari Kepala Daerah ,

2 . Peraturan tersebut dalam ajat i tidak dapat berlaku sebelum

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke - I dan

oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lobih atas dori Dacrah

jang borsangkutan bagi lain- lain Dacrah .
3. Dalam



3 . Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum

mengenai hal - hal tersebut dalam ajat 1 .

Pasal 29 .

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji , uang

djalan dan uang penginapan serta secala penghasilan lainnja jang sah

jang bersangkutan dengan djabatannja , menurut peraturan jang dite

tapkan oleh Pemerintah . Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal

hal lain mengenai kedudukan - hukum dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Istimewa .

Pasal 30 ..

1 . Sebelum memangku djabatannja Kepala Daerah mengangkat sumpah

( djandji ) dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam

suatu sidang menurut tjera agamanja dan disaksikan oloh Wakil Pe

merintah Pusat .

2 . Kepala dan lakil Vepala Daerah Istimewa, sebelum memangku

djabatannja mengangkat sumpah (djandji ) dalam suatu sidang Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan pedjabat jang ditundjuk oleh

Pemerintah Pusat ,

3 . Susunan kata - kata sumpah atau d jandji jang dimaksud dalam

ajat I adalah sebagai berikut :

"Saja bersumpah (menerangkan ) , bahwa saja untuk dipilih men

djadi Kepala Daerah, langsung atau tak langsung , dengan nama atau

dalih apapun , tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan

memberikan sesuatu kepada siapapun djuga ,

Saja bersumpah (berdjandji ) bahwa saja , untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini , tiada sekali - kali akan

menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesua

tu djandji atau pemberian .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memenuhi kewan

djiban saja sebagai Kepala Daerah ....... dengan sebaik-baiknja

dan sedjudjur -djud jurnja, bahwa saja akan membantu memelihara se

gala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan ber

usaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesed jahteraan Daerah .....

Saja bersumpah ( berdjandji ) bahwa saja akan setia kepada Ne

gara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjund jung tinggi

kehormatan Negara dan Daerah " ,

4 . Susunan kata -kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam

ajat 2 adalah sebagai berikut :

" Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memenuhi kewa

djiban saja sebagai Kepala Daerah Istimewa .. dengan se

baik -baiknja dan sedjudjur-djudjurnja , bahwa saja akan membantu

memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia

dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan

Daerah

Saja
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Saja bersumpah ( berdjandji ) bahwa saja akan setia kepada Negara

Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjund jung tinggi kehormatan

Negara dan Daerah " .

В А В IV .

KEKU ASAAN , TUGAS DAN KEHADJIBAN PEMERINTAH

DAERAH .

BAGIAN I.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH .

1. KETENTUAN UMUM .

1 .

Pasal 31 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus segala

urusan rumah - tangga Daerahnja ketjuali urusan jang oleh undang -un

dang ini diserahkan kepada penguasa lain ,

2 . Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam ajat I diatas ,

dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan - urusan tertentu jang

diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sedjak saat

pembentukannja itu .

3 .
Dengan Peraturan Pemerintah tiap- tiap waktu , dengan memperhati

kan kesanggupan dan kemampuan deri masing-masing Daerah, atas usul

dari Dewan Perwakilan Rakjat Deorah jang bersangkutan dan sepandjang

mengenai dacrah tingkat II dan III setelah minta pertimbangan dari

Dewan Pemerintah Daerah deri daerah setingkat diatasnja, urusan -urus

an tersebut dalam ajat 2 ditambah dengan urusan -urusan lain .

4 . Dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan dalam undang-undang

ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah dapat me

njerahkan untuk diatur dan diurus urusan-urusan rumah-tangga Daerah

nja kepada Daerah tingkat bawahannja ; peraturan itu untuk dapat ber

laku harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Dae

rah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih

atas bagi Daerah-daerah lainnja .

Pasal 32 ,

Dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan pera.

turan undang-undang lainnja kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan

pombantuan dalam hal mendjalankan peraturan-peraturan perundangan terse

but .

Pasal 33 .

Dengan Peraturan Daerah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

dari Daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantu dalam hal mendjalan

kan peraturan daerah.

Pasal 34 .

Djika dalam peraturan perundangan tersebut dalam pasal 32 dan 33

tidak dinjatalan , bahwa tugas pembantuan jang dimaksud itu diseranzan

kepada Dewan Perwakilan Raljat Daerah , maka tugas itu didjalankan oleh

Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 35 .
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Pasal 35 .

Dowan Perwakilan Rakjat peerah dapat membela kepentingan Daerah

dan penduduknja kehadapan Pemorintah dan Dewan Perwakilan Rakjat , Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduk

nja kehadapan Dowan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah atasnja .

2. PERATURAN DAERAH ,

1 .

Pasal 36 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk kepentingan Daerah atau

untuk kepentingan pekerdjaan tersebut dalam Bab IV § I dapat membuat

peraturan - peraturan , jang disebut " Peraturan Daerah " dengan ditambah

nama Daerah.

Peraturan Daerah harus ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah .

2 . Dalam Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan -ketentuan

tentang bentuk Peraturan Daerah,

1.

Pasal 37

Pengundangan Peraturan Daerah jang merupakan sjarat tunggal un

tuk kekuatan mengikat , dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menempat

kannja dalam :

a . Lembaran-Daerah tingkat ke -I bagi Peraturan Daerah tingkat ke -I

tersebut dan Daerah-daerah tingkat bawahonnja .

b. Lembaran Kotapradja Djakarta Raya bagi Peraturan Daerah Kotapradja

tersebut ,

Djika tidak ada lembaran-lembaran tersebut dalam sub a dan b

maka pengundangan Peraturan Daerah itu dilakukan menurut tjara lain

jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ,

Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari jang ditentukan dalam

peraturan tersebut atau djika ketentuan ini tidak ada peraturan dae

rah mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari pengundangannja ter

maksud dalam ajat 1 .

3 . Peraturan Daerah jang tidak boleh berlaku sebelum disahkan oleh

penguasa jang berkewadjiban, tidak diundangkan sebelum pengesahan

itu diberikan ataupun djangka waktu tersebut dalam pasal 63 berachir ,

ino

Pasal 38 .

Peraturan Daerah tidak bolch bertentangan dengan peraturan -per

undangan yang lebih tinggi tingkatnja atau dongan kepentingan umum .

Peraturan Daerah tidak boleh mengatur pokok -pokok dan hal-hal

jang telah diatur dalam peraturan-perundangan jang lebih tinggi ting

katnja .

Sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinja tidak berlaku lagi

djika pokok-pokok jang diaturnja kemudian diatur dalam peraturan

perundangan jang lebih tinggi tingkatnja .

4. Dika
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Djika dalam suatu peraturan - perundangan jang lebih tinggi ting

katnja itu hanja diatur hal-hal jang telah diatur dalam sesuatu Pe

raturan Daerah , maka Peraturan Daerah ini hanja tidak berlaku lagi

sekadar mengenai hal -hal itu .

Pasal 39 .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan

selama - lamanja enam bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp . 5.000,

( lima ribu rupiah ) terhadap pelanggaran peraturan-peraturannja, de

ngan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu, ketjuali dji

kalau dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain .

Dalam hal pelanggaran-ulangan ( recidive ) dari perbuatan pidana

dimaksud dalam ajat I dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sed jak

penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi , maka dapat

diant jamkan hukuman - hukuman sampai dua kali maximum dari hukuman jang

termaksud dalam ajat 1 .

2 .

5 . Perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam ajat 1 adalah pelanggaran .

1 . Peraturan Daerah jang memuat peraturan pidana tidak dapat berla

ku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah

tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerinta ' Daerah setingkat lebih atas

bagi Peraturan Daerah lainnja .

Pasal 40 .

Dengan Peraturan Daerah dapat ditundjuk pegawai-pegawai Daerah jang

Jiberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan - ketentuan dari Peratur

an Daerah jang dimaksud dalam pasal 39 .

Pasal 41 .

Dimana pelaksanaan Keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekua .

saan maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan , bahwa segala biaja

untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar .

3. KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH

PEMERINTAH DAERAH .

1 .

Pasal 42 .

Pemerintah Daerah dari beberapa Daerah dapat bersama- sama meng

atur dan mengurus kepentingan bersama ,

2 .
Keputusan bersama mengenai hal jang dimaksud dalam ajat I , de

mikian djuga tentang perubahan dan pentjabutannja, harus disahkan le

bih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke -I dan

oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi lain- lain

Daerah

3 . Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atas pentja

butan peraturan tersebut dalam ajat 1 , maka Menteri Dalan Negeri atau

Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ajat 2 jang memutuskan .

4. PANITIA PANITIA ,
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4. PANITIA - PANITIA .

Pasal 43 ,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membentuk Panitia-panitia

jang terdiri dari anggota-anggotanja, untuk mendjalankan pekerdjaan gu

na melantjarkan tugasnja ,

BAGIAN II .

DEWAN PEMERINTAH DAERAH .

Pasal 44 .

Dewan Pemerintah Daerah mend jalankan keputusan -keputusan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah ,

2 . Pimpinan sehari -hari Pemerintahan Daerah didjalankan oleh Dewan

Pemerintah Daerah .

Pasal 45 .

Dalam Peraturan Daerah Dewan Pemerintah Daerah dapat diserahi tugas

untuk menetapkan peraturan -peraturan penjelenegaraan dar .. Peraturan Dae

rah itu .

Pasal 46 .

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan

Pemerintah Daerah ,

Pasal 47 .

Dewan Pemerintah Daerah menj apka :) dengan sebaik-baiknja segala se

suatu jang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah , sepandjang persiapan itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ti

dak ditugaskan kepada badan lain .

Pasal 48 .

Dalam mendjalankan tugasnja tontang hal -hal jang tersebut dalam pa

sal 44 ataupun pasal 45 , anggota- anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama

sama bertanggung -djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan wadjib

memberi keterangan-keterangan jang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah.

Pasal 49 .

Dewan Pemerintah Daerah mewakili Daerahnja didalam dan diluar penga .

lilan . Dalam hal-hal jang dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat

nenundjuk seorang kuasa untuk menggantinja.

BAGIAN III .

MELALAIKAN AT AU TIDAK MENDJALANKAN TUGAS

KEWADJIBAN .

Pasal 50 .

Djika Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ternjata melalaikan mengurus

rumah tangganja , sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara ,

maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaima

na Daerah itu harus diurus menjimpang dari pasal 31 .

2. Djika
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Djika Pemerintah Daerah ternjata tidak mendjalankan hal-hal jang

termaksud dalam pasal 32, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pe

merintah ditundjuk alat-alat Pemorintah , jang harus mendjalankan hal

hal itu atas biaja Daerah jang bersangkutan . 6

3 . Djika hal seperti tersebut dalam ajat 2 terdjadi terhadap penje

lenggaraan tugas termaksud dalam pasal 33 , maka penund jukan dilakukan

dengan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang mem

berikan tugas itu ,

4 . Djika hal seperti tersebut dalam ajat i terdjadi, maka sambil

menunggu ditetapkannja Peraturan Pemerintah termaksud dalam ajat i

hak , tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah untuk sementara itu di

djalankan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan ,

B A B V.

SEKRET ARTS DAN PEGAWAT

DAERAH .

BAGIAN I.

KETENTUAN UMUM .

Pasal 51 .

Semua pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negara dan pegawai sesua

tu Daerah lainnja jang diperbantukan kepada Daerah, berada dibawah pim

pinan Dewan Pemerintah Daerah .

.BAGIAT II

SEKRETARIS DAERAH .

1 .

Pasal 52 .

Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah jang diangkat dan di

perhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas usul Dewan Peme

rintah Daerah dengan mengingat sjarat- sjarat tersebut dalam pasal 53

ajat 1 .

2 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Dae

rah dan Dewan Pemerintah Daerah .

3 . Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau berhenti dari dja

batannja, Dewan Pemerintah Daerah menundjuk seorang pegawai lain dari

Daerah itu untuk mewakilinja .

BAGIAN III .

PEGAWAI DAERAH .

1 .

Pasal 53 ..

Pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian , pemberhentian so .

mentara , gadji , pensiun, uang - tunggu dan hal-hal lain sebagainja menge

nai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah,

sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang ditetap

kan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara .
2. Peraturan...
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2 .

1 .

Peraturan Daerah tersebut dalam ajat i tidak dapat berlaku sebe

lum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan

oleh Dewan Pemorintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lain

lainnja .

Pasal 54 .

Tjara dan sjarat - sjarat menetapkan pekerdjaan pegawai Negara jang

diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah , sedang.

kan bagi pegawai Daerah jang diperbantukan kepada Daerah lainnja dalar

Peraturan Daerah dari Daerah jang memperbantukan pegawainja itu .

Pegawai Negara atau pegawai Daerah jang diperbantukan kepada Dae

rah digadji dari keuangan Dacrah jang menerima pegawai itu , ke t juali

apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ajat 1 ditetapkan

lain .

2.

3 . Iuran pensiun pegawai serta djandanja dan iuran untuk tund jangan

anak - anaknja bagi pegawai Negara atau bagi pegawai Daerah jang diper

bantukan, dipungut dari gadjinja dan dimasukkan dalam kas Negara atau

kas Daerah jang bersangkutan .

1 .

Pasal 55 .

Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan keputusan

Menteri atau penguasa jang ditundjuk olehnja , dapat dipekerdjakan pe

gawai dalam lingkungan Kementeriannja untuk melakukan urusan - urusan

tertentu bagi kepentingan Daerah jang bersangkutan .

Dalam hal tersebut dalam ajat 1 , sjarat - sjarat dan hubungan ker

dja antara pegawai jang bersangkutan dengan alat-alat pemerintahan

Daerah, sepandjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam

ajat itu .

2 .

BAB VI .

KEUANGAN DAERAH .

BAGIAN I.

KETENTU AN UMUM . 1

1

1
Pasal 56 .

Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah berhak mengadakan padjak Daerah

dan retribusi Daerah.

Dalam undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang padjak Dae

rah dan retribusi Daerah ,

Peraturan Daerah jang mengadakan , merobah dan meniadakan padjak

Daerah dan retribusi Daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh

penguasa dan menurut tjara jang ditetapkan dalam undang-undang seperti

dimaksud dalam ajat 2 .

Pasal 57 .

Dengan undang-undang kepada Daerah dapat diserahkan padjak Negara .

Pasal 58 .
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Pasal 58

Kepada Daerah dapat diberikan :

a . penerimaan-penerimaan padjak Negara untuk sebahagian atau seluruh

nja, dan

bo gandjaran , subsidi dan sumbangan ,

3 . Pemberian penghasilan termaksud dalam ajat I diatas diatur dalam

undang-undang .

Pasal 59 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan perusahaan

Daerah.

1 .

2 . Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang

mengadakan perusahaan Daerah ,

BAGI AN II .

PENGELOLAAN KEU ANGAN DAERAH .

Pasal 60 .

ܐܝ Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memegang semua kekuasaan mengenai

pengelolaan umum keuangan Daerah, jang tidak dengan peraturan undang

undang diserahkan kepada penguasa lain .

2 . Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan hal-hal mengenai :

å , mengadakan pindjaman uang atau mendjadi penanggung dalam pemindjam

an uang untuk kepentingan Daerah;

b . pend Jualan barang-barang dan hak - hak ataupun pembebanannja , penje

waannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik una

tuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja ;

c . melaksanakan pekerdjaan - pekerdjaan , penjerchan-penjerahan barang

dan pengangkutan - pengangkutan , tanpa mengadakan penawaran umum ;

d . penghapusan tagihan- tagihan sebahagian atau seluruhnja ;

e . mengadakan persetud juan penjelesaian perkara perdata setjara damai ;

f , dan lain-lain hal jang berhubungan dengan pengeluaran Keuangan Dae

rah.

e

BAGIAN III .

ANGGARAN KEUANGAN DAERAH .

Pasal 61 .

1 . Untuk pertama kalinja anggaran keuangan Daerah ditetapkan bagi

Daerah tingkat ke-I dan ke -II dengan undang -undang, bagi Daerah ting.

kat ke -III dengan Peraturan Pemerintah .

O

2 .

3 .

Untuk selandjutnja anggaran keuangan Daerah ditetapkan oleh Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah,

Anggaran Keuangan Daerah jang dimaksud dalam ajat 2 , tidak dapat,

berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat

ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah

lainnja ,

4. Tiap - tiap..
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Tiap - tiap perubahan dalam anggaran keuangan Daerah seperti di

maksud dalam ajat 1 dan 2, ketjuali jang dikuasakan dalam anggaran

keuangan tersebut , tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri

Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke - I dan oleh Dewan Pemerintah Dae

rah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnja .

B A B VII .

PENG AWASAN TERHADAP DAERAH .

BAG TAN I.

PENGAWASAN DAN DJANGKA - WAKTU PENGESAHAN .

.

Pasal 62 .

Dengan undang -undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan ,

bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenai pokok -pokok tertentu tidak ber

laku sebelum disahkan oleh :

a . Menteri Dalam Negeri untuk keputusan Daerah tingkat ke-I ;

0 , Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke - I untuk keputusan Daerah tingkat

ke - II ;

c . Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke -II untuk keputusan Daerah tingkat

ke-III .

Pasal 63 .

1 . Bila untuk mendjalankan sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rak

jat Daerah menurut undang - undang ini , harus ditunggu pengesahan lebih

dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke - I dan bagi

lain-lain Daerah dari Daerah Pemerintah Daerah setingkat lebih atas ,

maka keputusan itu dapat didjalankan apabila Menteri Dalam Negeri atau

Dewan Pemerintah Daerah tersebut , dalam tiga bulan terhitung mulai he

ri keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan , tidak mengambil

ketetapan .

1

2 . Waktu tiga bulan itu dapat diperpandjang selama- lamanja tiga bu

lan lagi oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah ter

sebut dan hal itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

jang bersangkutan .

3 . Bila keputusan Dewan Perwakilan Ralijat Daerah tersebut dalam

ajat 1 tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri atau Dewan Per

merintah Daerah tersebut memberitahukan hal itu dengan keterangan t ju

kup kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan ,

4 . Terhadap hal tersebut dalam ajat 3 Dewan Perwakilan Rakjat Daera !

jang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberi .

tahuan tentang penolakan pengesahan tersebut dapat memad jukan keberat

kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Dewan Peme

rintah Daerah jang menolak . Bila penolakan pengesahan itu terdjedi

oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke - I , maka kcberatan itu diad ju

kan kepada Menteri Dalam Negeri dan bila penolakan itu terdjadi oleh

Monteri..
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Menteri Dalam Negeri , maka keberatan itu diadjukan kepada Presiden .

BAGI AN II.

PEMBAT ASAN DAN PERT ANGGUHAN .

I. UMUM .

Pasal 64 .

Keputusan Dewan Perwakilan Raljat Daerah atau Dewan Pembintah Dae

cah, djikalau bertentangan den ? an kepentingan umum, undang -undang , Pen

raturan Pemerintah atau Peraturan Dacrah jang lebih tingg . tingkatnja,

dipertangguhkan atau dibatalkan basi Daerah Swatantra tingkat ke - I oleh

Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja dan bagi lain

lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas ,

1

Pagal 65 .

1 . Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja mem

pertangguhkan atau membatalkan keputusan - keputusan Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah - daerah Swatan

tra Tingkat ke - II dan ke -III jang bertentangan dengan peraturan - pera

turan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kepentingan umum , apa

bila ternjata, Dewan Pemerintah Daerah jang berhak melakukan wewenang

itu merurut pasal 64 , tidak melakukannja .

2 . Pembatalan seperti dinaksud dalam ajet I dilakukan setelah men

dengar Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas , jang berwewenang

melakukan pembatalan itu ,

Pasal 66

1 . Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan peraturan-perundangan

jang lebih tinggi tingkatnja, menghendaki pula dibatalkannja semula

akibat dari pada keputusan jang dibatalkan itu , sepandjang akibat itu

masih dapat dibatalkan .

2 . Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan kepentingan umum hanja

membawa pembatalan akibat - akibat jang bertentangan dengan kepentingan

itu ,

1 .

Pasal 67 .

Putusan pertangguhan atau pembatalan tormaksud dalam pasal 64

dan 65 dengan menjebutkan alasan-alasannja , dalam tempo limabelas ha

ri sesudah tanggal putusan itu , diberitahukan kepada Dewan Perwakilan

Rakjat Dacran atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan .

2 . Lamanja tempo pertangguhan disebutkan dalam surat ketetapan dan

tidak boleh melebihi enam bulan .

Pada saat pertangguhan itu keputusan jang bersangkutan berhenti

berlakunja .

Apabila dalam tempo tersebut dalam ajat 2 berdasarkan perteng

guhan itu tidak ada putusan pembatalan , maka keputusan Daerah jang bor

sangkutan berlaku .

Pasal 68 .

3 .
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Pasal 68 .

Untuk kepentingan pengawasan maka Dowan Perwakilan Rokjat Daerah

dan Dewan Pemerintah Daerah wadjib memberikan keterangan jang diminta

oleh Pemerintah Daerah setingkat diatasnja atau oleh Menteri Dalam Nege

ri atau penguasa - penguasa lain jang ditundjuknja .

II . PENGAWASAN OLEH PEMER INTAH .

Pasal 69 ,

Pemerintah mengawasi djalannja pomerintahan daerah , Tjara penga

wasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ,

BAGIAN III .

PERSELISIHAN MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH .

Pasal 70 .

1 . Perselisihan mengenai pemerintahan antara :

a . Daerah-daerah dari tingkat ke - I atau antara Daerah tingkat ke - I

dengan Daerah tingkat lainnja , dan antara Daerah - daerah jang ti

dak terletak dalam satu wilajah Daerah tingkat ke - I , diputus oleh

Menteri Dalam Negeri .

b . Daerah - daerah dibawah Daerah tingkat ke-I jang sama tingkatnja

dan terletak dalam satu wilajah Daerah tingkat ke -I , diputus oleh

Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke- I itu , apabila mengenai perse

lisihan antara Daerah-daerah tingkat ke - II , atau oleh Dewan Peme

rintah Daerah tingkat ke - II jang bersangkutan , apabila mengenai

perselisihan antara Daerah-daerah tingkat ke - III .

c . Daerah dengan Daerah jang lebih atas , jang terletak dalam satu wi

lajah Daerah tingkat ke - I diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tin

kat ke-I itu .

2 . Putusan termaksud dalam ajat I diberitahukan kepada Daerah - daera

jang bersangkutan .

BAGIAN IV .

PENJELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN OLEH

PEMERINTAH .

1 .

Pasal 71 .

Bagi kepentingan umum Menteri Dalam Negeri atau pegawai Peme

rintah Pusat jang atas namanja, berhak mengadakan penjelidikan dan

pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai peku rdjaan mengurus ru

mah-tangga Daerah maupun mengenai tugas pembantuan oleh Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemorintah Daerah .

2 . Ketentuan tersebut dalam ajat I berlaku d juga bagi Daerah ting- .

kat lebih atas terhadap Daerah jang lebih rendah dalam lingkungannja ,

BAGIAN V.
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BAGI AN

v.
PE NGUMUM AN .

Pasal 172 ,

Tiap- tiap keputusan mengenai pembatalan ataupun perselisihan mengem

nai pemerintahan Daerah seperti termaksud dalam Bagian 2 dan 3 Bab ini

diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia atau menurut tjara ter

maksud dalam pasal 37 ajat 1. Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan

mengumumkan pula keputusan tersebut dalam Daerahnja .

BAB VIII .

PERATURAN PERALIHAN .

1 .

Pasal 73 .

Propinsi , Daerah Istimewa setingkat Propinsi dan Kabupaten/

Daerah Istimewa setingkat Kabupaten jang berhak mengurus rumah - ta :

ganja sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22

hun 1948 , tidak perlu dibentuk lagi sebagai Daerah Swatantra menur

ketentuan dalam pasal 3 "Undang - undang tentang Pokok Pemerintahan

Daerah 1956 " , akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai ber ?..

kunja undang-undang ini berturut- turut mendjadi Daerah tingkat ke- ,

Daerah Istimewa tingkat ke-I dan Daerah tingkat ke - II /Daerah Istimewa

tingkat ke-II termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini .

2 . Semua Kota-Besar dan Kota -Ketjil jang berhak mengurus rumah - tang

ganja sendiri berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia No. 22 ta

hun 1948 , tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapradja menurut keten

tuan dalam pasal 2 " Undang -undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah

1956 " , akan tetapi Daerah - daerah tersebut , sedjak mulai berlakunja

Undang - undang ini mendjadi Kotapradja termaksud dalam pasal 2 undang

undang ini .

3 .
Kotapradja Djakarta Raya jang berhak mengurus rumah-tangganja

sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1956 tidak perlu diben

tuk lagi sebagai kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 3 "Undang

undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 " , akan tetapi Daerah

tersebut, sedjak mulai berlakunja undang-undang ini , mendjadi Kota

pradja Djakarta Raya termaksud dalam pasal 2 undang -undang ini .

4 .
Daerah-daerah jang berhak mengurus rumah - tangganja sendiri ber

dasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dan

lain-lain peraturan - perundangan berdjalan terus menurut ketentuan

ketentuan dalam peraturan-perundangan tersebut hingga Daerah itu di

bentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan undang-undang ini .

Pasal 74 .

1 . Selama Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Swatantra termaksud

dalam pasal 73 ajat 1 , 2 dan 3 , jang pada saat mulai berlakunja un

dang -undang ini , belum terbentuk dan tersusun menurut

ketentuan-ketentuan ,.
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2 .

kotentuan - ketentuan dalam pasal 5 dan 6, pemerintahan Daerah dise

lenggarakan oleh Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlaku

nja undang -undang ini , termasuk djuga Kopala Daerahnja .

Dalam waktu selambat - lambatnja dua tahun terhitung mulai berla

kunja undang - undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

baru menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ajat 6 harus sudah se

lesai .

3 . Dalam waktu selambat- lambatnja tiga bulan sesudah pembentukan

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru termaksud dalam ajat 2 , harus su

dah diadakan pemilihan dari :

a . Kepala Daerah,

b . Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

6. Anggota- anggota Dewan Pemerintah Daerah, sebagai dimaksud dalam

undang - undang ini .

4 . Apabila berhubung dengan keadaan dalam masing -masing Daerah, pe .

milihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakan menurut tjata termak

sud dalam pasal 24 ajat l , maka menjimpang dari ketentuan tersebut ,

Kopala Daerah diangkat sebagai berikut :

a , dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum terbentuk dalam

waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ajat.2 oleh :

1. Presiden bagi Kepala Daerah tingkat ke - I ,

2. Menteri Dalam Negcri atav pencuesa jang ditundjuk olehnja bagi

Kepala Daerah tinglrat ke - II dan III ;

b , dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daorah sudah terbontuk , akan te .

tapi pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat terlaksana dalam wak

tu jang ditetapkan dalam pasal 74 ajat 3 , oleh Presiden bagi Kepal

Daerah tingkat ke - I , dan oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa

jang ditund juk olehnja bagi Kepala Daerah tingkat ke - II dan III ,

pengangkatan mana sedapat -dapatnja diambil dari tjalon- tjalon se

dikit -dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja empat orang , jang dima

djukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan .

5 . Akibat - akibat lainnja dari peralihan karena ketentuan dalam pa

sal 73 sepandjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah .

1 .

Pasal 75 .

Sedjak saat mulai berlakunja undang -undang ini , maka segala pera.

turan - perundangan jang mengatur hal- hal jang menurut undang -undang in

harus diatur dalam suatu peraturan - perundangan terus berlaku , hingga

diubah ditambah atau ditjabut berdasarkan uncang-undang ini .

-

2 .
Selama Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Daerah

termaksud dalam pasal 60 ajat 2 belum ditetapkan , segala sesuatu di

djalankan menurut aturan- aturan dan petundjuk -petund juk jang berlaku .

3 . Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 74 ajat i, maka

selama kekuasaan pemerintahan di Daerah jang dibentul berdasarkan

undang - undang .... ni
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undang-undang ini , belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan

dalam undang-undang ini , kekuasaan didjalankan oleh penguasa - penguasa

jang ditundjuk oleh Pemerintah ,

BAB IX .

PERATURAN PENUTUP .

Pasal 76 .

Undang - undang ini dapat disebut:

"UNDANG - UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 " .

2 .
Undang - undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengun

langan undang - undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repu.

lik Indonesia .

Disahkan di Djakarta

pada tanggal 17 Djanuari 1957 .

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO .

Menteri Dalam Negeri ,

SUNARJO .

Diundangkan

ada tanggal 18 Djanuari 1957 .

Menteri Kehakiman a.1 . ,

SUNARJO .

- ==St===--

1
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LAMPIRAN , II

PENETAPAN PRESIDEN

No , 6 TAHUN 1959

TENTANG

PEMRINTAH DAERAH .

.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : 1 , bahwa sebagai land jutan dari Dekrit Presiden /Panglima.

Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 ten

tans kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 perlu se

gera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan ,

tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah ;

2. bahwa keadaan kotatanugaraan jang membahajakan persa

tuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta

merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masje

rakat jang adil dan makmur perlu dihadapi baik dibi.

dang pemerintahan pusat maupun dibidang pemrintahan

daerah ;

Mengingat : Dekrit Presiden/Panglima įertinggi Angkatan Perang ter

tanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang -undang Dasar

1945 ;

Mendengar : Mis jawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959 ;

M E MU TU S K AN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TANTANG PEM RINTAH DAERAH .

В А В І.

BENTUK DAN SUSUNAN TIMERINTAH DAERAH

BAGIAN I.

KETENTUAN UMUM .

Pasal 1 ,

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah ,

Pasal 2 .

Dalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh sebuah

Badan Pemerintah Harian .

Pasal 3 .

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuga Kepala Daerah Istimewa, ke

tjuali apabila ditentukan lain .
BAGIAN II .
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BAGIAN II .

KEPALA DAERAH .

Pasal 4 .

( 1 ) . Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh :

a . Presiden bagi Daerah tingkat I dan

b , Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat II

( 2 ) . Seorang Kepala Daerah diangkat dari antara tjalon- tjalon jang

diad jukan oleh Dewan Perwakilan Fakjat Daerah jang bersangkutan .

( 3 ) . Presiden dan Menteri Dalar Negeri dan Otonomi Daerah masing

masing boleh menetapkan pengangkutan Kepala Daerah tingkat I dan

Kepala Daerah tingkat II diluar pentjalonan termaksud pada ajat

( 2 ) pasal ini .

( 4 ) , Pengangkatan Kepala Doerah torsebut pada ajat ( 1 ) pasal ini di

lakukan dengan mengingat sjarat - sjarat pendidikan , ketjakapan

dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetopkan dalam Pera

turan Presiden .

( 5 ) , Kepala Daerah adalah pegawoi Negara , jang nama djabatan dan ge

larnja , kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih landjut

dalam Peraturan Presiden .

( 6 ) . Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatan jang sama de

ngan masa duduk Dewan Perwakilan hakjat Daerah jang bersangkutan ,

tetapi dapat diangkat kemboli setelah masa djabatannja berachir .

( 7 ) . Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan

Dewan Perwakilan faljat Daerah .

Pasal 5 .

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pe

djabat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan ,

Pasal 6 .

( 1 ) , Kepala Daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang

berkuasa mendjalankan pomerintahan didaerah itu dizaman sebelum

Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan Pemerin

tahan didaerahnja , dengan memperhatikan sjarat - sjarat ketjakapan,

ked jud juran , kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta

adat-istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden .

( 2 ) . Untuk Daerah Istimewa dapat diadakan seorang Wakil Kepala Daerah

Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

memperhatikan sjarat- sjarat tsb . dalam ajat ( 1 ) pasal ini .

Pasal 7 .
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Pasal 7

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji , uang

djalan dan uang penginapan serta segala pençhasilan lainnja jang sah

jang bersangkutan dengan djabatannja jang ditetapkan denčan Peraturan

Presiden .

Pasal 8 .

( 1 ) . Sebelum memangku djabatannja , Kepala Daerah, Kepala dan Wakil

Kepala Daerah Istimewa mengangkat sumpah atau mençutjapkan djan

dji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Raljat Daerah dihadapan

Menteri Dalam Negori dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang di

tundjuk olehnja .

( 2 ) . Susunan kata - kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat

( 1 ) pagal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah .

BAG CAN III .

BADAN PEMERINTAH HARIAN .

Pasal 9 .

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang -kurangnja 3 dan

sebanjak-banjaknja 5 orang anggota , ketjuali dalam hal jang tersebut

dalam pasal 19 .

Pasal 10 .

( 1 ) , Anggota - anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhenti

kan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah .

( 2 ) . Anggota - anggota Badan Pemerintah Harian termaksud pada ajat ( 1 )

pasal ini sedapat - dapatnja diangkat dari tjalon- tjalon jang di

adjukan oleh Dewan Perwakilan Rajat Dacrah jang bersangkutan

dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut .

Pasal 11 .

( 1 ) . Sebelum memangku djabatannje , anagota -anggota Badan Pemerintah

Harian men mangkat sumpah atau me ngutjapkan djondji di hadapan

Kepala Daerah .

( 2 ) . Susunan kata-kata sumpah ( djandji ) ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 12 ,

Anggota - anggota Badan Pemerintah Horian menerima uang kehormatan

v ang djalan , uang penginapan dan penghasilan lainnja jang sah jang

bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

BAGIAN IV .
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BAGIAN IV .

DEWAN PERWAKILAN RAKJ AT DAERAH .

Pasal 13 .

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Raljat Dae

rah dilaksanakan berdasarkan peraturan - perundangan jang berlaku .

B AA B II .

KEKU ASAAN , TUGAS DAN KEY ADJI3AN PEMERINTAHAN DAERAH .

BAGTAN I.

KET ALA DAERAH .

Pasal 14 .

( 1 ) . Kepala Daerah adalah :

a . alat pemerintah pusat ;

b , alat pemerintah daerah .

( 2 ) . Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah :

a , mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah ;

b . menjelenggarakan koordinasi antara djawatan - djawatan pemerin

tah pusat didaerah dan antara djawatan-djawatan tersebut de

ngan pemerintah daerah;

c . melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah ;

d . mondjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalam

bidang urusan pemerintah pusat ;

a sampai./dengan d menurut peraturan - perundangan jang berlaku,

jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah ting

kat I dan oleh Bupati /Walikota untuk Daerah tingkat II .

( 3 ) . Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah bertindak sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif, baik dibidang urusan rumah tangga

daerah ( otonomi ) maupun dibidang tagas pembantuan dalam peme

rintahan .

Pasal 15 .

( 1 ) . Kepala Daerah tingkat I mempunjai kekuasaan untuk mompertang

guhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I dan

keputusan Pemerintah Daerah tingkat II , apabila dipandangnja

bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan - perundangan

jang lebih tinggi tingkatnja .

( 2 ) . Kepala Daerah tingkat II mempunjai kekuasaan untuk mempertang

guhkan keputusan Dowan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat II ,

apabila dipandangnja bertentangan dengan kepentingan umum atau

peraturan-perundangan jang lebih tingri tingkatnja ,

( 3 ) . Dengan ...
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( 3 ) . Dengan tidak mengurangi kekuasaannja untuk memperteneguhkan

dan / atau membatalkan keputusan Pemerintah Dacrah tinkat I dan

Pemerintah Daerah tingkat II , jang olehnja sendiri di.pardang

bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan perakitan

perundangan jang lebih tinrgi tinglatnja , Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap keputusan -ke

putusan jang ditangguhkan menurut ajat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini .

1

BAGIAN II .

BADAN PERINTAH HARIAN ,

Pasal 16

( 1 ) . Anggota - anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu -pemban

tu Kepala Daerah dalam urusan-urusan dibidang rumah - tangga dae-.

rah ( otonomi ) dan tugos pombantuan dalam pemerintahan .

( 2 ) . Anggota - anggota Badan Pencrintah Harian :

e . memberikan pertimbangan kopada Kopala Doeren, baik diminta

maupun tidak ;

b . mendjalankan pekerdjaan jong ditugaskan kepadanja oleh Ke

pala Daerah ,

BAGIAN
III .

DEWAN PERWAKILAN TAKJAT DAERAH .

Pasal 17 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan ko kunsaan , tugas

dan kewadjiban pemerintahan daerah menurut peraturan - perundangan

jang berlaku , selama tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan

dalam Penetapan Presiden ini .

Β Α Β ΙΙΙ.

KETENTU AN PER ALIHAN .

Pasal 18 .

( 1 ) . Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mendjadi Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah menurut penetapan Presiden ini dengan ke

tentuan bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengut jap

kan djandji dihadapan Menteri Dalom Nog ri dan Otonomi Dcerah

atau pendjabat jang ditund juk olehnja .

( 2 ) . Terhadap sumpah atau djandji termaksud dalam ajat ( 1 ) pasal ini

berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat ( 2 ) .

Pasal 19 .
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Pasal 19 .

Dewan Pemorintah Dao ah jang ada dibubarkan dan bekas anggota

Dewan tersebut dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Ha

rian, ketjuali mereka jang menjatakan tidak bersedia untuk diangkat

mondjadi anggota Badan Pemerintoh Harian .

Pasal 20 .

( 1 ) . Dalam waktu selambat - lambatnja tiga bulan terhitung mulai bor

lakunja Penetapan Presiden ini , maka harus sudah dilaksanakan

berturut - turut :

a . pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji enggota-anggota

Dewan Perwakilan halijat Daorah dimaksud dalam pasal 18 ;

b . pengangkatan Kepala Daerah monurut ketentuan dalam pasal 4 ;

c . pembubaran Dewan Pomerintah Dacrah jang ada , pembentukan

Badan Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan

djandji anggote -anggota Badan Pemerintah Harion jong ber

sangkutan seperti dimoksud dalam pasal 19 ,

( 2 ) . Kepala Daerah, Dewan Perwakilan kaljat Daerah dan Dewan Pome

rintah Daeran , jang ada pada saat mulai berlakunja Pena tapan

Presiden ini berdjalan torus sampai terbentuk dan tersusun Pe

merintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini .

B A B IV .

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 21 .

Penjelenggaraan pemurintahan daerah dibidang urusan rumah - tangga

daerah ( otonomi ) dan tugas pembantuan dalam pem - rintohan tetap dila

kukan berdasarkan ketentuan - kotontuan dalam Undang - undang No. 1 tahun

1957 , kotjuali apabila bertentangan dengan sosuatu kotontuan dalam

Penetapan Presidon ini .

Pasal 22

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pene

tapan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah .
Pasal 23 .

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Agar supaja setiap orang mengetahuinja , memerintahkan pengun

dangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Tandjung Pinang

Diundangkan di : Djakarta , pada tanggal : 7 September 1959 .

pada tanggal : 9 September 1959 .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

MENTERI MUDA KEHAKTIAN
SOEKARNO .

SAHARDJO ,
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P ENDJ EL AS AN
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AT.IS

PENETAIAN PRESIDEN MO . 6 TAHUN 1959

TEVIANG

PEMERINTAH DALR AH .

I. UMUM ,

1 . Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan

Dekrit Presiden tantral 5 Djuli 1959 , makan negara dan bangsa In

donesia telah momasuki alam baru dalam sedjarah petata - negaraan

nja . Kembali ke Undang - undang Dasar 1945 berarti meninggalkan

sistim demokrasi - liberal , jang dianut oleh Undang -undang Dasar

Sementara, jang ternjata telah membawa revolusi bangsa Indonesia

jang belum selesai ke suatu arah jang membahajakan kesatuan ne

gara dan persatuan bangsa Indonesia . Revolusi Ketatanegaraan ha

rus berdjalan tidak sadja dibidang horizontal mengenai pemerin

tahan pusat di Djakarta , tetapi djura harus berlangsung vertikal

mengenai pemerintahan daerah ,

Selandjutnja kembali ke Undang - undang Dasar 1945 berarti pula

melaksanakan sistim demokrasi terpimpin ; dalam sistim itu kebi

djaksanaan pemerintahan sedjak tancgal 5 Djuli 1959 dalam kese

luruhannja dipertanggung - djawabkan oleh Presiden kepada Madjelis

Permus jawaratan Rakjat .

2 . Oleh karena itu badan - badan pemerintahan sebagai alat untuk

menjelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan -keten

tuan dalam Undang - undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demo

krasi terpimpin , Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Pene

tapan Presiden sebagai pelaksanaan Doyrit Presiden tanggal 5 Dju

li 1959 dan sebagai satu- satunja djalan untuk meluaskan arus Re

volusi ketatanegaraan sampai dapat dinikmati oleh Rakjat diselu

ruh wilajah Republik Indonosia .

3 . Dalam pada itu harus diperhatikan dua masalah jang penting,

jaitu :

a . bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan te

rus dengan mend jund jung faham desentralisasi territorial .

b . bahwa untuk kepentingan Rakjat , untuk keutuhan pemerintah dae

rah dan untuk kelantjaran administrasi , dualisme dalam pim

pinan pemerintahan didaerah harus dihapuskan .

Meland jutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi ber

arti melandjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah - tangganja sendiri , dengan mengingat kemampuan dan

kesanggupan Daerah masing -masing .

4 .

Dengan



Dengan demikian urusan - urusan jang kini termasuk kewenangan pe

merintah pusat semakin lama akan somakin banjak beralih mendjadi

kewonongan pemerintah daerah, sosuai dengan ketentuan dalam pasal

18 Undang-undang Dasar 1945. Untuk mendjudjung sifat Negara Re

publik Indonosia sebagai negara kesatuan , politik dekonsentrasi

dan desentralisasi jang demikian itu harus disertai suatu keten

tuan , jang mendjamin hubungan jang erat antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah, sesuai dengan djiwa dan semangat negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Proklamasi .

5 . Pimpinan pemerintahan didaerah kini bersifat dualistis , da

lam arti kata bahwa ada dua pimpinan jang berdiri terpisah, me

ngenai dua bidang pokordjaan jang pada hakokatnja sangat erat hu

bungannja satu sama lain .

Dua bidang itu ialah :

a . bidang pemerintahan umum pusat didaerah ditangan Pamong Pradja

dan

b . bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan (mede

bewind ) ditangan pemerintah daerah ,

Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan .

6 . Berdasarkan faktor - faktor tersebut diatas , maka untuk men

tjapai daja-guna jang sebesar-besarnja , pemerintah daerah diberi

bentuk dan susunan serta kekuasaan , tug ? s dan kewadjiban jang pa

da pokoknja adalah sebagai berikut :

a . pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan

pimpinan dalam bidang pemerintah daerah diletakkan ditangan

seorang Kepala Daerah,

b . kekuasaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak

bersifat kologial , akan totapi sebaliknja djuga tidak mening

galkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan,

c . anggota - anggota Badan Penorintah Harian merupakan pembantu

pembantu Kenala Daorah dan harus bebas dari keanggotaan partai

politik , halmana diatur berdasar Peraturan Presiden No , 2 ta

hun 1959,

d . Kepala Daerah adalah pegawai Negara, jang tidak dapat diber

hentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Dae

rah,

e , Kepala Daerah mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan kepu

tusan Dewan Perwakilan Rokjat Daerah jang bersangkutan dan ke -

putusan Pemerintah Daerah bawahannja , jang dianggapnja berten

tangan dengan kepentingan umum atau peraturan - perundangan jang

lebih tinggi tingkatnja ,

f . Dewan Perw*kilan Rakjat Daerah borwewenang dalam bidang -bidang

logislatif , anggaran pendapatan dan belandja sorta pembangunan

didacrah ,

7. Soal- soal , ..
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2

Soal- soal jang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan

Presiden ini berlaku , sebagian diatur dalam Penetapan Presiden

ini , misalnja mengenai Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa .

kilan Rakjat Daerah jang sekarang ada , dan sebagian lagi diatur

atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negcri dan Otonomi Daerah

( pasal 22 ) .

3

.

8 . Dalam pada itu perlu dikemukakan , bahwa penetapan Presiden

ini bertudjuan dalam waktu jang sesingkat -singkatnja menertibkan

pemerintahan daerah sesuai dengan djiwa dan semangat Undang - undang

Dasar 1945 dan demokrasi torpimpin .

Perobahan - perobahan dimasa datang , misalnja sebagai akibat

pelaksanaan politik dokonsentrasi dan desontralisasi , akan diatur

dan diselesaikan dalam waktu jang singkat bordasarkan peraturana

perundangan jang ada , umpemanja pelaksanaan Undang - undang No.6

tahun 1959 atau jang akan diadakan .

II . PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 .

Dengan kata Daerah dimaksud Daerah -Daeroh jang berhak mengatur

dan mengurus rumah- tanrganya sendiri berdasarkan Undang -undang No. 1

tahun 1957 .

Pasal 2 .

Mengingat pentingnja tugas Kepala Daerah ia perlu dibantu oleh

orang2 jang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan daerah.

Pasal 3 .

Tjukup djelas .

Pasal 4 .

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pe

musatan pekerdjaan baik pada bidang pemerintahan pusat maupun pada

bidang pemerintahan daerah, Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah

Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara ; pengangkatan itu

dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari instan

si- instansi sipil ( misalnja Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Nogara )

dan instansi-instansi militer ( misalnja Penguasa Perang /Darurat dalam

masa keadaan bahaja ( perang/Darurat ) .

Sjarat- sjarat pondidikan , ketjakapan dan pengalaman dalam peme

rintahan dipentingkan , karena seorang Kopala Daerah hanja dapat menu

naikan tugasnja dengan baik , djika ia memonuhi sjarat- sjerat tertentu .,

Karena Kepala Daerah tidak bertanggung -djawab kepada Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena sesuatu ke

putusan Dewan Perwakilan Raljat Daorah.
Pasal 5 .
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Pasal 5

Karena pentingnja kedudukan Kepala Daerah, maka penentuan pen

djabat jang mewakili Kepala Daerah , apabila ia berhalangan , perlu di

tur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 6 .

Dalam ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan .

Pasal 7 .

Tjukup djelas ,

Pasal 8 .

Pengangkatan sumpah atau pingutjapan djandji dihadapan Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja

dilangsungkan denran persaksian anggota- anggota Dewan Perwakilan Rak

jat Daerah, karena hubungan kordja antara Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah merupakan unsur penting untuk kelantjoran

djalannja pemerintahan daerah .

Pasal 9 .

Djumlah ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa d Jumlah anggo

ta Badan Pemerintah Harian sedapat - dapatnja terbatas ,

Pasal 10 .

Dengan mengadjukan tjalon- tjalon anggota Badan Pemerintah Harian

maka Dewan Perwakilan Raljat Daerah dapat turut serta menjumbangkan

pertimbangannja dalam pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut ,

sesuai dengan alam demokrasi terpimpin .

Pasal 11 .

Tjukup djelas .

Pasal 12 .

Tjukup djelas .

Pasal 13 .

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah , maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Dae

rah didjalankan berdasarkan peraturan - perundanran jang berlaku .

Pasal 14 .

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang -pemerintahan dalam satu

tangan , maka hapuslah adanje dualisme dalam pimpinan pemerintahan di

daerah .

Selandjutnja ditundjuk pada pendjelasan umum ,

Pasal 15 .

Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa :

a . Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertangguhkan keputusan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan .

b . Kekuasaan untuk membatalkan koputusan Pemerintah Daerah, baik Dae

rah tingkat I maupun Daerah tingkat II adalah ditangan Menteri Da

lam Negeri dan Otonomi Daerah .
Pasal 16 .
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1

1

Pasal 16 .

Karena tugas anggota- anggota Badan Pemerintah Harian bersifat mem

bantu Kepala Daerah , maka Kepala Daerah berkewenangan menetapkan tjara

bekerdja , begitupun luasnja tugas ancgota-anggota tersebut ..

.

!

1

Pasa ? 17

Mengingat kekuasaan , tuas dan kewadjiban Dewan Perwakilan kakjat

Daerah maka anggota - anggota Dewan tersebut dapat membatasi kegiatannja

diluar sidang-sidangnja ( pleno , bahagian , seksi ) , seperti misalnja

mengadakan penindjauan setempat , menghi bungi langsung Kepala -kepala dan

pegawai -pegawai djawatan daerah jang bersanslutan dan lain -lain sebagai .

nja . Segala kegiatan termaksud sejoſijanja disalurkan lewat Kepala Dae

rah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan menghemat keuangan daerah

!

1

1

1

1

Pasal 18 .

Apabila seseorang angota Dewan Perwakilan Ratjat Daerah tidak ata

tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengutjankon djandji seperti di

maksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20 , maka

keanggotannja dalam Dewan Perwakilan harjat Dierah itu gurur .

a .

Pasal 19 .

Kepala Daerah , jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden

ini tidak diangkat sebarai Kepala Daerah , diangkat pula sebagai anggota

Badan Pemerintah Harian berdasarlan pasal ini , apabila ia menjatakan

kesediánnja.

Ketentuan ini didasarkan atau pertimbanan bahia Kepala Daerah itu

semula karena djabatannja djuga mendjadi ancgota Dewan Pemerintah Daera

Pasal 20 .

Penetapan djancka waktu pada ajat ( 1 ) dimaksudkan untuk segera me

wud judkan ketentuan - ketentuan dalam penetapan Presiden ini .

Ketentuan pada ajat ( 2 ) diadakan untuk menghindari:an kekosongan da

lam pemerintahan daerah .

Pasal 21 .

T jukup djelas .

Pasal 22 .

Bila dalam melaksanakan penetapan Presiden ini timbul kesulitan

kesulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkewadjiban

untuk menjelesaikannja . Kesulitan -kesulitan danat timbul misalnja kalau

tjalon- tjalon Kepala Daerah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Ralijat

Daerah tidak memenuhi sjarat- sjarat tersebut dalam posal 4 ajat ( 4 ) .

Pasal 23 .

Tidak memerlukan pendjelasan ,

--- = - Star



LAMPIRAN III .

PENETAPAN PRESIDENT REPUBLIK INDONESIA

No. 6 TAHUN 1959

TENTANG

PEMERINT AH DAERAH

( DISEMPURNAIAN )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1 , bahwa sebagai landjutan dari Dekrit Presiden / Panglima Tertinggi

Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada

Undang-undang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan su

sunan serta kekuasaan , tugas dan kewadjiban Pemerintah Daerah ;

2. bahwa keadaan ketatanegaraan yang membahajakan persatuan dan ke

selamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan

semesta untuk ment japai masjarakat jang adil dan makmur perlu di

hadapi baik dibidang pemerintahan pusat maupun dibidang pemerin

tah daerah ;

Mengingat :

Dekrit Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal

5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 ;

Mendengar :

a . Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959 ;

b , Mus jawarah Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 20 Ok

tober 1959 .

MEMUTUSKAN ::

Menetapkan :

PENETAPAN PRESTDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH (DISEM

PURNAKAN ) .

ВА В І.

BENTUK DAN SU SUNAN PEMERINTAH DAERAH .

BAGIAN I.

KETENTU AN UMUM .

Pasal 1 .

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwa

kilan Rakjat Daerah ,

Pasal 2 .

Dalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh sebuah

Badan Pemerintah Harian .

Pasal 3 .

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuça Kepala Daerah Istimewa Jogja

karta , ketjuali apabila ditentukan lain .

ВАСТАТ ТІ .



BAGIAN II .

KEPALA DAERAH .

Pasal 4 .

( 1 ) . Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh :

a . Presiden bagi Daerah tingkat I dan

b . Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetudjuan

Presiden bagi Dacrah Tingkat II .
1

+

( 2 ) . Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari antara

tjalon- tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

jang bersangkutan ,

Apabila dari pentjalonon itu tidak ada tjalon jang memenuhi

sjarat untuk diangkat mendja di Kepala Daerah , maka Dewan Perwakilan

Rakjat. Daerah jang bersangkutan diminta oleh Monteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah atas nama Presiden untuk mengadjukan pentja

lonan jang kedua ,

Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada

tjalon jang memenuhi sjarat , maka Presiden mengangkat seorang Ke

pala Daerah diluar pentjalonan .
1

11

1

.

1

( 3 ) . Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah dengan persetud juan Presiden dari antara tjalon

tjalon jang diad jukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daorah jang ber

sangkutan .

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon jang memenuhi

sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetud juan Presiden , maka Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengadjukan pent jalonan jang

kedua .

Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tja

lon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh

Menteri Dalam Nogeri dan Otonomi Daerah dengan persetud juan Presi

den, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pentja

lonan .

( 4 ) . Pengangkatan Kepala Daerah diluar tersebut pada ajat ( 2 ) dan

( 3 ) pasal ini dilakukan dengan mengingat sjarat-syarat pendidikan,

ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden ,

( 5 ) . Kepala Daerah adalah pegawai Negara jang nama djabatan dan

gelarnja, kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih land jut da

lam Peraturan Presiden .

( 6 ) . Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatan jang sama

dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jang bersangkutan,

tetapi dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir .

( 7 ) . Kepala
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17 ) . Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu kepu

tusan Dewan Perwakilan Ral: jat Daerah ,

Pasal 5 .

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pen

diubat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan .

Pasal 6 .

( 1 ) . Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang

berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerah itu didjaman sebelum

Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan pemerintah

an didaerahnja, dengan memperhatikan sjarat- sjarat ketjakapan , ke

djudjuran , kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta adat

istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Pre

siden ,

( 2 ) . Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dapat diadakan seorang Wakil

Kepala Daerah Istimewa , jang diangkat dan diberhentikan oleh Presi-.

den dengan memperhatikan sjarat- sjarat tersebut dalam ajat ( 1 ) pasal

ini .

Pasal 7 .

Kepala dan Wakil Kepala Dacrah Istimewa Jogjakarta menerima gadji ,

uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang

sah jang bersangkutan dengan djabatannja jang ditetapkan dengan Pera

turan Presiden ,

Pasal 8 .

( 1 ) . Sebelum memangku djabatannja , Kepala Daerah, Kepala dan Wakil

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta mengangkat sumpah atau mengut jap

kan djandji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diha

dapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang

ditundjuk olehnja .

( 2 ) . Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat

( 1 ) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dae

rah.

BAGIAN III .

BADAN PEMERINTAH HARIAN ,

Pasal 9 .

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang - kurangnja 3 dan seba

njak-banjaknja 5 orang anggota, ketjuali dalam hal jang tersebut da

lam pasal 19 .

Pasal 10 .

( 1 ) . Anggota - anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diber

hentikan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Ne

geri dan Otonomi Daerah .

( 2 ) . Anggota - anggota Badan Pemerintah Harian termaksud pada ajat

( 1 ) pasal ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalon- tjalon jang

diadjukan
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diad jukan oleh Dewan Perwakilan Rakijat Dacrah jang bersangkutan

dari anggota atau diluar ancgota Dewan tersebut .

Pasal ll .

( 1 ) . Sebelum memangku djabatannja , anggota-anggota Badan Peme

rintah Harian mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji diha

dapan Kepala Daerah ,

( 2 ) , Susunan kata-kata sumpah ( djandji ) ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 12 .

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan ,

uang djalan , uang penginapan dan penghasilon lainnja jang sah jang

bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturon jang ditetapkan o

leh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ,

BAG TAN IV .

DEWAN PERWAKILAN RAYJAT DAERAH.

1

Pasal 13 . 1

1

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

dilaksanakan berdasarkan peraturan - perundangan jang berlaku .

BAB II .

KEKUASAAN , TUGAS DAN KETADJIBAN PEMERINTAH DAERAH .

BAGIAN I.

KEPALA DAERAH .

Pasal 14 .

( 1 ) .. Kepala Daerah adalah :

a . alat pemerintah pusat ;

b . alat pemerintah daerah ,

( 2 ) . Sebagai alat pomerintah pusat Kepala Daerah :

a. mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah ;

b . menjelenggarakan koordinasi antara djawatan- djawatan pemerintah

pusat didaerah dan antara djawatan - djawatan tersebut dengan pe

merintah daerah ;

c . melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;;

d . mendjalankan lain - lain kewenangan umum jang terletak dalam bi

dang urusan pemerintah pusat ;

a sampai dengan d menurut peraturan perundangan jang berlaku ,

jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Dacran tingkat

I dan oleh Bupati /Walikota untuk Daerah tingkat II .

( 3 ) . Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah memberi pertang

gungan djawab kepada Dewan Porwakilan Rakjat Daerah, baik dibidang

urusan rumah tanęga daerah ( otonomi ) maupun dibidang tugas pemban

tuan dalam pemerintahan , dalam arti bahwa Kepala Daerah tidak dapat

diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerahe

Pasol la
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Pasal 15 .

( 1 ) . Kepala Daerah Tingkat I mempunjai kekuasaan untuk mempor

tangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat I dan

keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II , apabila dipandangnja ber

tentangan dengan garis - garis besar dari pada haluan Negara, kepen

tingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkat

nja .

( 2 ) , Kepala Daerah Tingkat II mempunjai kekuasaan untuk memper

tangguhkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II ,

apabila dipandangnja bertentangan dengan garis - garis besar dari

pada haluan Negara , kepentingan umum atau peraturan perundangan

jang lebih tinggi tingkatnja

( 3 ) . Dengan tidak mengurangi keluasaannja untuk mempertangguhkan

dan/atau membatalkan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I dan

Pomerintah Daerah tingkat II , jang olehnja sendiri dipandang ber

tentangan dengan garis - garis besar dari pada haluan Negara , kepen

tingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkat

nja, Menteri Dalam Negori dan Otonomi Daerah mengambil keputusan

torhadap keputusan -keputusan jang ditangguhkan menurut ajat ( 1 )

dan ( 2 ) pasal ini .

BAGIAN II .

BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 16 ,

( 1 ) . Anggota - anggota Badan Pomerintah Harian adalah pembantu

pembantu Kepala Daerah dalam urusan -urusan dibidang rumah - tangga

daerah ( otonomi ) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan.

( 2 ) . Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian :

a . memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta mau

pun tidak ;

b . mendjalankan bidang pekerd jaan jang tertentu jang ditugaslian

kepadanja oleh Kepala Daerah dan terhadap itu mereka bertang

gung djawab pada Kepala Daerah .

( 3 ) . Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menugaskan ke

pada seorang anggota Badan Pemorintah Harian untuk atas namanja

momberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

mengenai bidang pekerd jaannja .

BAGIAN III .

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH .

Pasal 17 .

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjalankan kekuasaan , tugas dan

kewad jiban pemerintah daerah menurut peraturan -perundangan jang ber

laku , selama tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam Pe

netapan Presiden ini .

BAB III .

.
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BAB III .

KETENTUAN PERALIHAN ,

H

1

1

Pasal 18 .

( 1 ) . Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada mendjadi Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah menurut Penetapan Presiden ini dengan keten

tuan , bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengutjapkan

djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau

pendjabat jang ditundjuk olehnja ,

i

( 2 ) . Terhadap sumpah atau djand ji termaksud dalam ajat ( 1 ) pasal

ini berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ajat ( 2 ) .

Pasal 19 .

Dewan Pemerintah Daerah jang ada dibubarkan dan bekas anggota

Dewan tersebut dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Ha

rian, ketjuali mereka jang menjatalan tidak bersedia untuk diangkat

mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian .

Pasal 20 .

( 1 ) . Dalam waktu selambat - lambatnja tiga bulan terhitung mulai

berlakunja Penetapan Presiden ini , maka harus sudah dilaksanakan

berturut - turut :

a . pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji anggota-anggota

Dewan Perwakilan Rahjat Daerah dimaksud dalam pasal 18 ;

b . pengangkatan Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 4 ;

c . pembubaran Dewan Pemerintah Daerah jang ada , pembentukan Badan

Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan djand ji

anggota -anggota Bedan Pemerintah Harian jang bersangkutan seper

ti dimaksud dalam pasal 19 .

( 2 ) . Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pe

merintah /Dewan Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja Pene

tapan Presiden ini berdjalan terus sampai terbentuk dan tersusun

Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini .

B A B IV .

KETENTU AN PENTUP .

Pasal 21 .

Penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan rumah tangga

daerah ( otonomi ) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan tetap dila

kukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 , ke

tjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penetapan

Presiden ini .

Pasal 22 .

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pene

tapan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah .

Pasal 23 .
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Pasal 23 .

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan

nempunjai daja surut mulai tanggal 7 September 1959 .

Agar supaja setiap orang mengetahuinja , memorintahkan pengun

dangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembara Negara

Republik Indonesia .

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 7 Nopember 1959 .

Presiden Republik Indonesia ,

SOEKARNO .

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 16 Nopember 1959 ,

Menteri Muda Kehakiman ,

SAHARDJO .

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No.
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PENDJELASAN

atas

PENET APAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 6 TAHUN 1959

tentang

PEMERINTAH DAERAH (DISEMPURNAKAN
)

I. UMUM .

1

T

1

1 . Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 berdasar

bian Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 , maka negara dan bangsa

Indonesia telah memasuki alam baru dalam sedjarah ketata -negaraan

nja .

Kembali ke Undang - undang Dasar 1945 berarti meninggalkan

sistim demokrasi- liberal, jang dianut oleh Undang - undang Dasar

Sementara , jang ternjata telah membawa revolusi bangsa Indonesia

jang belum selesai ke suatu arah jang membahajakan kesatuan ne

gara dan persatuan bangsa Indonesia .

Revolusi ketatanegaraan harus bordjalan tidak sadja dibi

dang horizontal mengenai pemerintahan pusat di Djakarta , tetapi

djuga harus berlangsung vertikal mengenai pemerintahan daerah .

Seland jutnja kembali ke Undang -undang Dasar 1945 berarti

pula melaksanakan sistim demokrasi terpimpin ;

dalam sistim itu kebidjaksanaan pomerintahan sedjak tanggal 5

Djuli 1959 dalam keseluruhanoja dipertanggung -djawabkan oleh Pre

siden kepada Madjelis Permus jawaratan Rakjat ,

i

4

O

2 . Oleh karena itu badan -badan pemerintahan sebagai alat untuk

monjelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan -keten

tuan dalam Undang - undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan de

mokrasi terpimpin .

Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Penetapan Presiden se

bagai pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Djul 1959 dan sebagai

satu- satunja djalan untuk meluesken arus Revolusi ketatanegaraan

sanpai dapat dinikmati oleh Rakjat diseluruh wilajah Republik

Indonesia .

3 . Dalam pada itu harus diperhatikan dua masalah jang penting,

jaitu :

a , bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus

dengan mondjund jung faham desentralisasi territorial ,

b . bahwa untuk kepentingan Rakjat, untuk keutuhan pemo rintah dae

rah dan untuk kelantjaran administrasi , dualisme dalam pimpinan

pemerintahan didaerah harus dihapuskan ,

4 . Meland jutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi ber

arti meland jutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah- tangganja sendiri, dengan mengingat kemampuan dan

kesanggupan Daerah masing-masing .
Dengan
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Dengan demikian urusan -urusan jang kini termasuk kewenangan

pemerintah pusat semakin lomo akan semakin banjak beralih men

djadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam

pasal 18 Undang - undang Dasar 1945. Untuk mend jundjung sifat Ne

gara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan , politik dekon

sentrasi dan desentralisasi jang demikian itu harus disertai sua

tu ketentuan , jang mendjamin hubungan jang erat antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan djiwa dan semangat Ne

gara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Proklamasi ,

5 . Pimpinan pemerintahan didaerah kini bersifat dualistis ,

dalam arti kata bahwa ada dua pimpinan jang berdiri terpisah,

mengenai dua bidang pekerdjean jang pada hakekatnja sangat erat

hubungannja satu sama lain .

Dua bidang itu ialah :

a . bidang pemerintahan umum pusat didaerah ditangan Pamong Pra

dja dan

b , bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintah (mede

bewind ) ditangan pomerintah daerah .

Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan .

6 . Berdasarkan faktor - faktor tersebut diatas , maka untuk men

tjapai daja - guna jang sebesar -besarnja , pemerintah daerah diberi

bentuk dan susunan serta kekuasaan , tugas dan kowadjiban jang

pada pokoknja adalah sebagai berikut:

a , pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat didaerah dan

pimpinan dalam bidang pomerintah dacrah diletakkan ditangan se

orang Kepala Daerah ,

b . kekuasaan eksekutif jang didjalankan oleh Kepala Daerah tidak

bersifat kolegial , akan tetapi sebaliknja djuga tidak mening

galkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan ,

c . anggota-anggota Badan Pencrintah Harian merupakan pembantu

pembantu kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan par

tai politik , hal mana diatur berdasarkan Peraturan Presiden

No. 2 tahun 1959 ,

d . Kepala Daerah adalah pegawai Negara , jang tidak dapat diber

hentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat

Daeran ,

e . Kepala Daerah mempunjai kekuasaan untuk mempertangguhkan ke

putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dan

keputusan Pemerintah Daerah bawahannja , jang dianggapnja ber

tentangan dengan garis - moris besar dari pada haluan negara,

kepentingan umum atau peraturan-perundangan dengan jang lebih

tinggi tingkatnja ,

f . Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berwenang dalam bidang-bidang

legislatif, anggaran pendapatan dan belandja serta pembangunan

didaerah .

7. Soal - soal...
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. Soal- soal jang timbul dalam masa peralihan setelah Pene

tapan Presiden ini berlaku , sebagian diatur dalam Penetapan Pre

siden ini , misalnja mengenai Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah jang sekarang ada , dan sebagian lagi

diatur atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah ( pasal 22 ) .

1

!

.

1

!

8 . Dalam pada itu perlu dikemukakan , bahwa Penetapan Presiden

ini bertudjuan dalam waktu jang sesingkat - singkatnja menertib

kan pemeriatehen daerah sesuai dengan djina dan semaryat Undang

undang Dasar 1945 dan demokrasi terpizpin ,

Perobahan - perubahan diensa datang , misalnja sobagai akibat

pelaksanaan pclibik dokonsentrasi dan desentralisasi, akan di

atur dan diseleslikoa da 12 !? Wiktu jang singkat berdasarkan pera

turan perundangan jang 202, umparanja pelaksanaan Undang -undang

No. 6 tahun 1959 atau jang akan diadakan .

II . PASAL DEMI PASAL ,

Pasal 1 .

Dengan kata Daerah dimal sud Daerah - daerah jang berhak meng

atur dan mengurus rumph- tengganja sendiri berdasarkan Undang

undang No. 1 tahun 1957 ,

P ?Sol 2 .

Mengingat pentingnja tugas Kepala Daerah ia perlu dibantu

oleh orang-orang jang memiliki koahlian dalam bidang pemerintahan

de.erah .

Pasal 3 ,

Tjukup djelas .

P93 ? ] ,

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai

pemusatan pekerdjaan baik pada bidang pemerintahan pus at maupun

pada bidang pemerintahan daerah, Kepala Daerah diangkat oleh peo

merintah Pusat don diberi kedudukan sehagai pegawai Negara ; peng

angkatan itu dilakukan dengan inomperhatikan pertimbangan - pertim

bangan dari instansi- instansi sipil imisolnja Badan Pengawas Ke

giatan eparatur Nog ??a ) dan instansi - instansi militer ( misalnja

Penguasa Perurg ! " at dalam masa keadaan bahaja perang/darurat ) .

Sjeratasjari puididikan , letjakapan dan pengalaman dalam pe

merintahan dipertingkün , karena seorang Kepala Daerah hanja dapat

monunaikan tugasnja dongan baik, djika ia momenuhi sjarat - sjarat

tertentu .

Karena Kepala Daerah tidak bertanggung - djawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena se

suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah .

Pasal 5 .
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Pagal 5 .

Karono pontingnja kedudukan Kopola Doerah, maka penentuan pen

ajabat jang mewakili Kepala Daerah, apabila ia berhalangan, perlu

diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 6 .

Dalam ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan .

Pasal 7 .

Tjulup djelas ,

Pasal 8 .

Pengangkatan sumpah atau pungut japan djandji dihadapan Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pondjabat jang ditundjuk oleh

nja dilangsungkan dengan persaksian anggota-angcota Dewan Perwakilan

Rakjat Daerah, karena hubungan kerdja antara Kupala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah merupakan unsur penting untuk kelantjaran

djalannja pemerintahan daorah ,

Pasal 9 .

Djumlah ini ditetapkan dengan portimbongan bahwa djumloh anggo

ta Badan Pemerintah Harian sodapat-dapatnja terbatas .

Pagal 10 ,

Dengan mengadjukon tjalon- tjolon anggota Badan Pemerintah Harian

maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat turut serta menjumbon kan

pertimbangannja dalam pengangkatan anggota- anggota Badan tersebut ,

sesuai dengan alam demokrasi terpimpin .

Pasal 11 .

Tjukup djelas .

Pasal 12 .

Tjukup djolas .

Pasal 13 .

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Per

wakilan Ral: jat Daerah, maka pombontukan Dewan Perwakilan Rakjat Dae

rah didjalankan berdasarkan peraturan - perundangan jang berlaku .

Pasal 14 .

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang -pemerintahan dalam satu

tangan , maka hapu slah adanja dualisme dalam pimpinan pemerintahan

didaerah .

Seland jutnja ditundjuk pada pendjelasan umum ,

f
Pasal 15 .

Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa :

2. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertangcuhkan keputusan Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan .

b . kekuasaan ...
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b . kekuasaan untuk membatalkan keputusan Pemerintah Daerah, baik

Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II adalah ditangan Mente:

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ,

Pasa ? 16 .

Anggota - anggota Badan Pemerint: Harian adalah pembantu - pembantu

Kepala Daerah sebagaimana halnja dengan Menteri -menteri Negara adalah

pembantu - pembantu Presiden sesuai dengan semangat Undang -undang Dasar

1945 .

Karena tugas anggota - anggota Badan Pemerintah Harian bersifat

membantu Kepala Daerah, maka Kepala Daerah berkewenangan menetapkan

tjara bekerdja, begitupun luasnja tugas anseota- anggota tersebut .

Hubungan antara anggota Badan Pemorintah Harian dengan kepala

Daerah ini adalah sesuai den an hubungan antara Menteri -menteri . Nega

ra dengan Presiden .

Pasal 17 .

Mengingat kekuasaan , tugas dan kewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat

Daerah maka anggota - anggota Dewan tersebut dapat membatasi kegiatan

nja diluar sidang- sidangnja ( pleno , bahagian , seksi ) , seperti misal.

nja mengadakan penindjauan setempat , menghubungi langsung Kepala

kepala dan pegawai-pegawai djawatan daerah jang bersonglutan dan lain

lain sebagainja . Segala kegiatan termaksud sejogianja disalurkan li

wat Kepala Daerah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan monghemat

keuangan daerah ,

Pasal 18 .

Apabila seseorang anggota Dewan Porwakilan Rakjat Daerah tidak

atau tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji seper

ti dimaksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20,

maka keanggotaannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu gugur .

Pasal 19 .

Kepala Daerah, jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden

ini tidak dianggap sebagai Kepala Daerah, diangkat pula sebagai Ang

gotan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal ini , apabila ia menja

takan kesedicannja .

Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepala Daerah

itu semula karena djabatannja d juga mendjadi anggota Dewan Pemerintah

Daerah ,

Pasal 20 .

Penetapan djangka waktu pada ajat ( 1 ) dimaksudkan untuk segera

mewudjudkan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini .

Ketentuan pada ajat ( 2 ) diadakan untuk menghindarkan kekosongan

dalam pemorintahan daerah .

Pasal 21 .

Tjulup djelas.

Pasal 22 .
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Pasal 22 .

Bila dalam melaksanakan Penetapan Presiden ini timbul kesulitana

kosulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah berkewadjihan

untuk menjelesaikannja ,

Kesulitan-kesulitan dapat timbul misalnja kalau tjalon-tjalon

Kepala Daerah jang diadjukan cleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ti

dak memenuhi sjarat - sjarat tersebut dalam pasal 4 ajat ( 4 ) .

Pasal 23 .

Tidak memerlukan pendjelasan .

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO .

--== - St===
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LAMPIRAN : IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 3 TAHUIT 1959

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN 1959 .

PRESIDEN RIEPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a . bahwa berhubung dengan pentingnja djabatan Kepala Dae

rab dan keanggotaan adan Pemerintah Harian dimaksud

dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 , perlu di

tetapkan larangan keanggotaan partai politik bagi pen

djabat-pendjabat tersebut , agar supaja mereka dapat

bertindak leluasa bebas dari segala ikatan kepartaian ;

b , bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a diatas per

lu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ajat ( 1 )

Peraturan Presiden No , 2 tahun 1959 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat ( 1 ) Undang - undang Dasar ;

2. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATUSAN PRESIDEN TSNTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN

No. 2 TAHUN 1959 .

Pasal 1 .

Pasal 1 ajat ( 1 ) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 ditambah

dengan ketentuan sub d jang berbunji sebagai berikut :

"d , Kepala Daerah, Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogja..

karta dan anggota - anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam

Penetapan Presiden No , 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah" .

Pasal 2 .

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ,

Agar supaja sotiap orang dapat mengetaminja , memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 September 1959 .

Presiden Republik Indonesia ,

SOEKARNO .

Diundangkan

pada tanggal 28 September 1959 .

Menteri Muda Kehakiman ,

SAHARDJO .

St = ---
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TAMP IRAN : V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 4 TAHUN 1959

TENTANG

SJARAT - SJARAT PENDIDIKAN , KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM

PEMERINTAHAN BAGI KEPALA DAERAH .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan sjarat - sjarat pendidikan, ketja

kapan dan pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Dae

rah ;

Mengingat : a . pasal 4 ajat ( 1 ) Undang -undang Dasar ;

b . pasal 4 ajat ( 4 ) Penetapan Presiden No , 6 tahun 1959

(Lembaran Negara tahun 1959 No. 94 ) ;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SJARAT - SJARAT PENDIDIKAN ,

KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM PEMERINTAHAN BAGI

KEPALA DAERAH .

Pasal 1 .

Jang dapat diangkat mendjadi Kepala Daerah ialah warganegara

Indonesia jang selain memenuhi peraturan - peraturan kepegawaian ten

tang sjarat- sjarat untuk dapat diangkat mendjadi pegawai Negeri :

1. berdjiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi

perd juangan kemerdekaan Republik Indonesia ;

2. sanggup dan mampu membina Pemerintahan Daerah didalam pelaksanaan

program Pemerintah ;

3. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja kare

na keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;

4. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan

pengadilan jang tidak dapat diubah lagi ;

5. tidak pernah dihukum karena kedjahatan ;

6. a ) . bagi Daerah tingkat I :

sekurang -kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan

tingkat Atas , serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam

pemerintahan dan sekurang - kurangnja berumur 30 tahun ;

b ) , bagi Daerah tingkat II :

sekurang - kurangnja berpendidikan sesuatu Sekolah Landjutan

tingkat pertama, serta memiliki ketjekapan dan pengalaman da.

lam pemerintahan dan sekurang -kurangnja berumur 30 tahun .

Pasal 2 .
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Pasal 2 .

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Agar supaja setiap orang mongetahuinja , memerintahkan pengun

doncan Feraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Ne

gara Republik Indonesia ,

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 September 1959 ,

Presiden Republik Indonesia ,

SOEKARNO .Diundangkan

pada tanggal 28 September 1959 .

Menteri Muda Kehakiman ,

SAHARDJO .

---- St =

PENDJELASAN

atas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No , 4 TAHUN 1959 .

tontang

SJARAT - SJARAT PENDIDIKAN , KETJAKAPAN DAN PENGALAMAN DALAM

PEMERINTAHAN BAGI KAPALA DAEK AH .

Sebagai konsekwensi dari pasal 4 ajat ( 4 ) Penetapan Presiden

No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah diharuskan adanja Peratur

an Presiden jang menetapkan sjarat-sjerat pendidikan , ketjakapan dan

pengalaman dalam pemerintahan bagi Kepala Daerah .

Perumusan tentang sjarat -sjarat pendidikan , ketjakapan dan

pengalaman dalam pemerintahan ( Pemerintahan Umum , Pemerintah Daerah

atau dalam djawatan- djawatan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah ) , jang terdapat dalam peraturan ini , disamping berupa himpunan

sjarat -sjarat negatir jang dapat dimiliki oleh jang ditjalonkan,

mengandung pula sjarat- sjarat positif tentang pendidikan , pengalaman

dan umur . Dengan perumusan jang dimaksudkan ini diusahakan adanja

pertemuan antara akseptabilitet politis dan ketjakapan tehnis bagi

seorang Kopala Daerah ,

Guna mendjaga djangan sampai tordjadi penerobosan-penerobosan

terhadap sjarat-sjarat jang ditjantumkan didalam peraturan ini , tja

lon je diadjukan oleh daerah itu harus memiliki bukti - bukti jang

sah tentang kebenaran keterangan - kotorangan jang mereka berikan itu ,

menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pengangkatan pegawai

Negeri .

PENDJSLASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 .

.
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Pasal 1 .

Sub 1. Jang termasuk didalam kategori ini ialah orang-orang jang ti

dak pernah setjara langsung atau tidale langsung ikut atau mem

bantu musuh -musuh Negara Republik Indonesia ; ketentuan ini

dianggap penting karena ditangan Kepala Daerah diletakkan Pim

pinan Pemerintahan ,

$

Sub 2 , Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pegangan jang kuat bagi pe

merintah agar sunaja program Pemerintah dapat dilaksanakan de

ngan sebaik-baiknja .

Sub 3. dan 4 tjukup djelas .

Sub 5. Jang dimaksudkan dengan kedjahatan disini ialah kedjahatan me.

nurut Bab II Kitab Undang -undang Hukum Pidana dengan tjatatan

bahwa hukuman - hukuman karena kedjahatan jang didjatuhkan kepa

da seseorang oleh kekuasaan asing atau kekuasaan lain jang di

perlindungi oleh kekuasaan asing karena perbuatan untuk mem

perdjuangkan /membela /monegakkan kemerdekaan Republik Indonesia,

tidak termasuk didalamnja ; disamping itu termasuk pula sebagai

kedjahatan ialah segala tindak jang monurut keputusan Hakim

merupakan kedjahatan .

Sub 6. Jang dimaksud ialah orang-orang jang berpendidikan Sekolah

sekolah Landjutan tingkat Atas /Pertama atau jang sederadjat

dengan Sekolah- sekolah tersebut , baik Sekolah Negeri maupun

partikelir .

Pasal 2 .

Tjukup djelas .

---- St = smo
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LAMPIRAN : VI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 5 TAHUN 1959

TENTANG

NAMA DJ ABATAN , GELAR , KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA,

DAERAH SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH IS

TIMEWA JOGJAKARTA .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : bahwa perlu segera mengatur nama d jabatan, gelar , kedu

dukan dan penghasilan Kepala Daerah tingkat I dan tingkat

II serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakar.

ta ;

Mengingat : a . pasal 4 ajat ( 1 ) Undang-undang Dasar ;

b . pasal 4 ajat ( 5 ) dan pasal 7 Penetapan Presiden No. 6

tahun 1959 ( Lembaran Negara tahun 1959 No. 94 ) ;

Mendengar : Mus jawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 September 1959 .

MEMU TU S KAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG NAMA DJABATAN , GELAR , KEDU

DUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH SERTA KEPALA DAN

WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA .

.BAB_I.

NAMA DJABAT AN, GELAR DAN KEDUDUKAN

KEPALA DAERAH .

Pasal 1 .

( 1 ) . Jang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam Peraturan ini ia

lah Kepala Daerah jang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No.

6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah .

1

12 ) . a . Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat I adalah

" Kepala Daerah tingkat I " .

Kepala Daerah tingkat I memakai gelar " Gubernur " , ketjuali

jang dimaksud dalam sub d .

b . Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II adalah

"Kepala Daerah tingkat II " .

Kepala Daerah tingkat II memakai gelar " Bupati " .

c . Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah tingkat II Kotaprad ja

adalah "Kepala Daerah Kotapradja " .

Kepala Daerah Kotapradja memakai gelar "Walikota " .

d. Nama djabatan dan pangkat Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta

adalah " Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta " .

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat memakai gelar "Guber

nur " .

( 3 ) . Kepala Daerah dimaksud dalam ajat ( 1 ) adalah pecawai Negara,

( 4 ) . Bagi....
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( 4 ) . Bagi Kepala Daerah berlalu ketentuan - ketentuan mengenai pe

gawai Negeri , sepandjang ketentuan-ketentuan itu tidak berten

tangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden

No. 6 tahun 1959 .

( 5 ) , Pegawai Negeri jang diangkat sebagai Kepala Daerah, pada

waktu diberhentikan sebagai Kepala Daerah dikembalikan kepada

pangkatnja semula, ketjuali apabila ditentukan lain oleh Pemerin

tah .

ВА В II .

PENGHASILAN KEPALA DAERAH .

BAGIAN I.

GADJI, TUNDJANGAN ANAK , TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH ,

SUMBANGAN NEGARA PADJAK PEGAWAI DAN TUNDJANGAN

KEMAH ALAN UMUM .

Pasal 2 .

( 1 ) . Kepada Kepala Daerah tingkat I , dan Kepala Daerah Istimewa

Jogjakarta diberikan gadji pokok sebesar Rp . 2.572 ,

( 2 ) . Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberikan

gadji pokok sebesar Rp . 2.448,

( 3 ) . Kepada Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapradja, jang

mendjadi ibukota Daerah tingkat I diberikan gadji pokok sebesar

Rp . 2.324 ,

( 4 ) . Kepada Kepala Daerah tingkat II , ketjuali jang dimaksud da

lam ajat ( 3 ) diberikan gadji pokok sebesar Rp 2.250 ,.

Pasal 3 ,

Disamping gadji tersebut dalam pasal 2 diberikan tundjangan

anak , tundjangan kemahalan daerah , sumbangan Negara padjak pegawai

dan tundjangan kemahalan umum monurut peraturan-peraturan jang ber

laku bagi pegawai Negeri .

BAGIAN II .

RUMAH KEDIAMAN DAN MOBIL ATAU KENDARAAN DINAS LAINNJA .

Pasal 4 .

( 1 ) . Untuk Kepala Daerah , ketjuali untuk Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta , disediakan rumah djabatan ,

( 2 ) . Biaja pemeliharaan rumah dan pekarangan , pemakaian air dan

penerangan , ditanggung oleh Pemerintah .

Pasal 5 .

( 1 ) . Untuk Kepala Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Istimewa Jogjakarta disediakan sebuah mobil dinas atau

kendaraan dinas lainnja dengan pengemudinja .

( 2 ) . Biaja pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnja dan pe

meliharaannja ditanggung oleh Pemerintah,

BAGIAN III .
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BAGIAN III.

BIAJA PERDJALANAN DAN BIAJA PENGINAPAN

i

.

1Pasal 6 .

Biaja perdjalanan dan penginapan Kepala Daerah serta Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta diberi penggan

tian menurut peraturan perdjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai

Negeri golongan I.

BAGIAN IV .

TUNDJANGAN DJ ABATAN .

1

Pasal 7 .

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetud juan

Menteri Keuangan menetapkan tundjangan djabatan, jang diberikan tiap

tiap bulan kepada Kepala Daerah, untuk :

a . Daerah tingkat I dan Wakil Kepala Daerah Istimewa

Jogjakarta sed jumlah sekurang - kurangnja .... Rp . 500 ,

b . Daerah tingkat II sed jumlah sekurang - kurangnja Rp . 350 ,

BAGIAN V.

TANDA PENGHARGAAN .

Pasal 8 .

Kepada Kepala Daerah pada tiap-tiap achir masa djabatannja atau

pada waktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannja, diberi peng

hargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatan

nja sedjumlah dua kali pokok gadji jang mendjadi haknja pada saat

ia berhenti , dengan sebanjak-banjaknja enam kali pokok gadji .

Masa memangku djabatannja jang kurang dari satu tahun , dibulat

kan keatas mendjadi satu tahun penuh .

BAB III .

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 9 .

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan

oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 10 .

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Agar supaja setiap orang mengetahuinja , memerintahkan pengun

dangan Peraturan Presiden ini dongan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 September 1959 ,

Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan SOEKARNO .

pada tanggal 28 September 1959 .

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO .

St = s ..
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PENDJELASAN

atas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 5

TAHUN 1959

tentang

NAMA DJABATAN , GELAR , KEDUDUKAN DAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH

SERTA KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA

JOGJAKARTA .

Fendjelasan Umum .

Penjesuaian badan-badan pemerintahan dengan ketentuan - ketentuan

dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi

terpimpin jang tidak sadja didjalankan dalam sistim pemerintahan Pu

sat tetapi djuga dalam sistim pemerintahan daerah, membawa perubahan

perubahan jang sangat besar artinja dalam bentuk, susunan serta tugas

dan kewadjiban pemerintah daerah .

Kepala Daerah menurut sistim Undang-undang No. 1 tahun 1957 bu

kan merupakan alat perlengkapan daripada Pemerintah Daerah seperti

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan dalam

mendjalankan pekerdjaannja sehari - hari tidak mempunjai fungsi jang

penting . Dengan berlakunja Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 , Ke

pala Daerah mendjadi suatu djabatan jang sangat penting di Daerah,

karena seluruh pemerintahan sipil dikendalikan oleh pendjabat terse

but .

Kepala Daerah, bukan sadja sebagai alat Pemerintah Daerah me

lainkan djuga sebagai alat pemerintah Pusat mempunjai pekerdjaan

pekerdjaan dan tanggung - djawab jang luas dan berat sekali ; berhubung

dengan itu maka kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah harus ditin

djau dari peranan penting jang didjalankan oleh Kepala Daerah .

Karena pangkat Kepala Daerah tidak mempunjai pangkat kelandjutan

dan terikat pada masa djabatan , sedang gadjinja adalah tetap , maka

bagi Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam peraturan

gadji pegawai negeri , jang mengenai kenaikan pangkat atau kenaikan

gadji berkala . Selain dari itu terhadapnja berlaku semua peraturan

jang berlaku bagi pegawai Negeri .

Karena Kepala Daerah itu adalah pegawai Negara , maka apabila

seorang pegawai Negeri diangkat mendjadi Kepala Daerah , kemudian ber

hubung dengan berbagai hal tidak memangku lagi djabatan Kepala Daerah

itu , ia diangkat kembali mendjadi pegawai Departemen /Djawatan dimana

ia semula bekerdja, sedang pangkatnja ditetapkan sesuai dengan ke

tentuan -ketentuan dalam peraturan kepegawaian jang berlaku . Demikian

pula harus diatur kedudukan bekas Kepala Daerah jang semula mendjadi

pegawai Daerah .

Mongenai Kepala Daerah jang semulanja partikelir , apabila ia

berhenti sebagai Kepala Daerah, maka pemberhentiannja bersifat sama

dengan pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak atas pemberian

uang
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uang tanda penghargaan seperti termaksud dalam pasal 7 peraturan ini .

Hingga kini kepada Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jo

gjakarta tidak diberikan sesuatu penghasilan disamping penerimaan

berdasarkan "Pembiajaan perumah - tanggaan Keraton " ( Civiele lijst " .

Oleh karena , ketjuali mengepalai dan memimpin perumah- tanggaan

Keraton, pendjabat tersebut d juga melakukan pekerd jaan pemerintahan,

maka sudah sewadjarnja apabila kepada mereka diberikan pula pengha

silan jang pada umumnja diterima oleh seorang Kepala Daerah .

Kepada Wakil Kepala Daerah Istimewa , sesuai dengan kedudukannja ,

diberikan ponghasilan jang kurang daripada Kepala Daerah Istimewa ,

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 .

Dengan " Pegawai Negcri " termaksud dalam ajat ( 5 ) termasuk pula

Pegawai Daerah ,

Pasal 2 s / d 10 .

Tidak memerlukan pendjelasan ,

--- St== ---

T
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LAMP TRAN : VII

PETLATURAN MENISRI DALAM NEGERI DAN OTONOMI

DAERAH NO . 7 TAHUN 1959

TENTANG

SUSUNAN KAIT A-KATA SUMPAH ATAU DJANDJI KEPALA DAERAH , KEPALA DAN

WAKIL KEPAL. DAERAH ISTIMEWA JOGJ KARTA , ANGGOTA BADAN

PEMERINTAH HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWATILAN

RAVJAT DAERAH .

MENTERI DALAM NEGERI DIN OTONOMI DAERAH ,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan susunan kata -kata sumpah atau djan

dji Kepala Daerah , kepala dan Wakil Kepala Daerah Istime

wa Jocjakarta, unggota Badan Pemorintah Harian dan anggota

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;

Mengingat : posal 8 ajat ( 2 ) , 1l ajat ( 2 ) dan 18 ajat ( 2 ) Penetapan8 ll

Presiden No. 6 tahun 1959 ( Lembaran Negara tahun 1959

No. 94 ) ;

M E MU T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG SUSUNAN KATA - KATA SUMPAH ATAU DJANDJI

KEPALA DAERAH , KEPALA DAN WAKIL KEPALA DARAH ISTIMEWA

JOGJ.KRTA, ANGGOTA BADAN PEM RINTAH HARIAN DAN NGGOT A

DEVAN PERVAKILAN RAKJAT DAERAH

Pasal 1 .

Susunan kata - kata sumpah atav djandji Kepala Daerah jang dimaksud

dalam pasal 8, ajat ( 2 ) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 menurut

agamanja adalah sebagai berikut :

" Saja borsumpah ( berdjandji ) , bahwa saja untuk dipilih dan di

angkat mend jadi Kepala Daerah, langsung atau tidak langsung de

ngan nama atau dalih apapun , tidak memb rikan atau merdjandjikan

atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga .

Saja bersumpah (bordjandji ) , bahwa saja untuk melakukan atau ti

dak melakukan sesuatu dalam ajabatan ini , tidak sekali -kali akan

menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun d juga se

suatu djandji atau pemberian .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memenuhi kewadjiban

saja sebagai Kopala Daerah dengan sebaik - baiknja dan sed judjur

djudjurnja, bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Un

dang-undang Dasar 1945 dan sogala peraturan perundangan jang bor

1 aku bagi Republik Indonesia,

Saja bersumpah (berdjandji ) , bahwa saja akan memegang rahasia

sesuatu jang menurut sifatnja atau monurut perintah harus saja

rahasiakan .

Saja bersumpah ( berdjondji ) , bahwa saja dalam mendjalankan dja

batan atau pekerdjoan saja , sonantiasa akan lebih mementingkan

kepentingan Negara dan Daerah daripada kepentingan saja sendiri

seseorang
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seseorang atau golongan , dan akan mend jund jung tinggi kehormat

an Negara, Daerah, Pemerintah dan Pegawai Negara ,

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan berusaha sekuat

tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada

umumnja dan momadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah pada

chususnja dan akan setia kepada Negara , Bangsa dan Republik In

donesia " .

Pasal 2 .

Susunan kata-kata sumpah atau djandji Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Istimewa jang dimaksud dalam pasal 8 ajat ( 2 ) Pene

tapan Presiden No , 6 tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai ber

ikut :

" Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memenuhi ke

wadjiban saja sebagai Kepala /Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogja.

karta dengan sebaik-baiknya dan sed jud jurnja , bahwa saja senan

tiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala

peraturan perundangan yang berlaku bagi Republik Indonesia ,

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini , tidak sekali

kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun

djuga sesuatu djandji atau pemberian .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan berusaha se(

kuat tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia

pada umumnja dan memad jukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah Is

timewa Jogjakarta pada chususnja dan akan setia kepada Nusa ,

Bangsa dan Republik Indonesia " .

Pasal 3 .

Susunan kata-kata sumpah atau djandji anggota Badan Pemerintah

Harian jang dimaksud dalam pasal 11 ajat ( 2 ) Penetapan Presiden No.6

tahun 1959 menurut agamanja adalah sebagai berikut :

" Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja untuk diangkat

mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian langsung atau tidak

langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau

mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun

djuga .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja , untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tidak seka

li -kali akan menerima, langsung ataupun tidak langsung dari

siapapun djuga sesuatu djand ji atau pemberian .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan meme nuhi ke

wadjiban saja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah

dengan sebaik-baiknja dan sed judjuradjud jurnja, bahwa saja

senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan

segala peraturan perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia

Saja
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Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan berusaha dengan selruat

Di ba membantu memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja

dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat di Daerah pada chu susnja .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memegang rahasia se

suatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan .

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan membantu Kepala Daerah/

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pekerdjaannja dan mendjalankan

pekerdjaan jang ditugaskannja kepada saja dengan penuh keichlasan dan

ked judjuran dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia " .

Pasal 4 .

Susunan kata - kata sumpah atau ajandji anggota Dewan Perwakilan Rak

jat Daerah jang dimaksud dalam pasal 18 ajat ( 2 ) Penetapan Presiden No.

6 tahun 1959 menurut agamanja edakah sebagai berikut :

" Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja , untuk melakukan atau ti

dal melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Is

timowa tidak sekali -kali akan menerima langsung ataupun tidak

langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian ,

Saja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan memenuhi kewadjiban

saja sebagai Anęgota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan seo

baik-baiknja dan sed judjur -djud jurnja , bahwa saja senantiasa okan mem

bantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan perundangan

jang berlaku bagi Republik Indonesia .

Şaja bersumpah ( berdjandji ) , bahwa saja akan berusaha dengan sekuat(

tenaga membantu memadjukan kesedjahteraan Rokjat Indonesia pada umumnja

dan memadjukan kesedjahteraan kakjat Daerah ........ pada chususnja dan

akan setia kepada Nusa, Bongsa dan Republik Indonesia " .

Pasal 5 .

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 September 1959 ,

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

IPIK GAND AMANA .

. - St..
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LAMPIRAN
; VIII1

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI

DAERAH No. 8 TAHUN 1959

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA - ANGGOTA BADAN

PEMERINTAH HARIAN .

MENTERI DALAM NEGERI DAN OT ON OMI DAERAH .

Menimbang : bahwa perlu diatur tjara pengangkatan dan pemberhentian ang

gota-anggota Badan Pemerintah Harian daerah-daerah tingkat I

dan tingkat II ;

Mengingat : pasal 10 dan 19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ( Lembaran

Negara tahun 1959 No. 94 ) ;

1

M E MU T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

ANGGOT A BIDAN PEMERINTAH HARIAN .

TENTANG DJUMLAH ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN .

Pasal 1 .

Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian ditetapkan bagi :

a , Daerah Tingkat I 5 orang ,

b . Daerah Tingkat II 4 orang .

Pasal 2 .

( 1 ) . Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian tersebut dalam pasal i

harus tetap terisi .

( 2 ) . Setiap kali timbul lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian

lowongan itu harus segera diisi .

TENT ANG SJ AR AT - SJ AR AT KEANGGOTAIN BADAN PEME

RINTAH HARI AN.

Pasal 3 .

Jang dapat diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian ialah

warganegara Indonesia jang :

a . telah berumur dua puluh lima tahun ;

b . bertempat tinggal pokok dalam wilajah daerah jang bersangkutan dan

sedikitnja enam bulan jang terachir telah bertempat tinggal pokok

dalam wilajah daerah itu , dan bagi anggota Badan Pemerintah Harian De

rah Tingkat II bukan Kotapradja, dapat d juga bertempat tinggal pokok

sedikitnja enam bulan jang terachir dalam kotapradja jang dilingkari

oleh Daerah Tingkat II tersebut ;

C. berpendidikan :

1. bagi Daerah Tingkat I sedapat-dapatnja Sekolah Land jutan tingkat

Atas serta memiliki ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan .

2. bagi ...
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2. bagi Daerah Tingkat II Sedapat -dapatnja Sekolah Landjutan tingkat

Pertama serta memiliki ket jakapan dan pengalaman dalam pemerintah

an .

1. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanja karena

keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;

e . tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan

pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi ;

f , tidak pernah dihukum karena sesuatu kedjahatan ;

g . tidak terganggu ingatannja ;

h , sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah jang bersangkutan ;

i , tidak mempunjai hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah sampai

dengan deradjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesam

ping termasuk menantu dan ipar .

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT: AN ANGGOTA

ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN ,

Pasal 4 .

Anggota Badan Pemerintah Harian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah bagi daerah tingkat I dan oleh Kepala Daerah tingkat

I bagi daerah tingkat II jang wilajahnja meliputi daerah tingkat II ter

sebut , sedapat-dapatnja dari tjalon- tjalon jang diad jukan oleh Dewan Per

wakilan Rakjat Daerah dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut .

9

Pasal 5 .

Anggota Badan Pemerintah Harian berhenti karena meninggal dunia

atau diberhentikan oleh Penguasa jang berhak mengangkat karena :

a , permintaannja sendiri ;

b . berachirnja masaduduk Dewan Perwakilan Ral: jat Daerah jang bersangkutan

c . tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 3 .
O

Pasal 6 .

Anggota Badan Pemerintah Harian diberhentikan oleh Penguasa jang

berhak mengangkat karena mendjalankan sesuatu rangkapan djabatan jang

dimaksud dalam pasal 9 .

Pasal 7 .

Anggota Badan Pemerintah Harian dapat diberhentikan oleh Penguasa

jang berhak mengangkat karena alasan - alasan jang tidak memberikan dja

minan lagi akan kelantjaran pelaksanaan tugas membantu ,

Pasal 8 .

Salinan surat - surat keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 4 ,

5, 6 dan 7 mengenai anggota Badan Pemerintah Harian deerah tingkat II ,

selambat - lambatnja dalam waktu satu minggu sesudah tanggal penetapannja

harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ,

TENTANG
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TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN DJ ABATAN DAN LARANGAN

LAIN BAGI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARI AN .

Pasal 9 .

Anggota Badan Pemerintah Harian tidak boleh :

a , merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau anggota

Badan Pemerintah Harian lainnja ;

b . merangkap mendjadi sekretaris daerah dan pegawai jang bertanggung dja

wab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan ;

c . merangkap mendjadi adpokat , pokroi, atau kuasa dalam perkara hukum ,

dalam mana Daerah itu tersangkut ;

d . ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan per- .

hitungan sesuatu badan jang ada sangkut pautnja dengan keuangan dae

rah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus ;

3. langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pah ( bacht ) dibawah

tangan mengenai sesuatu milik daerah ataupun ikut serta dalam pembe

lian suatu tuntutan jang membebani daerah jang sedang dalam sengketa ;

P. merangkap mend jadi arsitek atau melakukan pekerd jaan - pekerdjaan lain

jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan mendatang

kan keuntungan baginja ;

g . merangkap djabatan-djabatan lain jang akan ditentukan oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ,

KETENTUAN PERALIHAN .

Pasal 10 .

( 1 ) . Anggota Dewan Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berla.

kunja peraturan ini dan bersedia mendjadi anggota Badan Pemerintah

Harian , diangkat oleh Penguasa dimaksud dalam pasal 4 mendjadi anggota

Badan Pemerintah Harian .

( 2 ) . Segala ketentuan dalam peraturan ini ketjuali jang dimaksud da

lam pasal 1 dan 4 , berlaku bagi pengangkatan anggota serta pembentukan

Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat ( 1 ) .

( 3 ) . Lowongan keanggotaan Badan Pemerintah Harian baru timbul dalam

hal djumlah anggotanja kurang daripada djumloh jang ditetapkan dalam

pasal 1 peraturan ini .

( 4 ) . Ketentuan dalam pasal 8 berlaku untuk pengangkatan dan pember

hentian anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam ajat ( 1 ) .

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 11 ,

Hal -hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan oleh Men

teri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah .

Pasal 12 .

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 September 1959

Menteri Dalam Negori dan Otonomi Daerah,

IPIK GAND AMANA ,
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PENDJELASAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT DAN OT ONOMI DAERAH NO.8

TAHUN 1959

tentang

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA - ANGGOTA BADAN

PEMERINTAH HARI IN .

UMUM .

Dalam mendjalankan tugas kewadjibannja Kepala Daerah berdasarkan

pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dibantu oleh anggota- anggota

Badan Pemerintah arian ,

Supaja bantuan itu dapat benar - benar diudjudkan sehingga dirasakan seba

gai manfaat jang njata bagi Kenala Daerah dalam mendjalanien tugas kewa

djibannja, dalam Peraturan ini dilotakkan beberapa ketentuan jang diha

rapkan untuk dapat lebih mendjamin terlaksanan ja maksud itu , Ketentuan

ketentuan itu ialah :

1. Djumlah anggota Badan Pemerintah Harian jang sudah setjara pasti di

tetapkan dengan mengingat luas dan sifat tugas Kepala Daerah tingkat

I dan tingkat II .

2. Sjarat- sjarat minimal jang harus dipenuhi anggota Badan Pemerintah

Harian .

3. Kewenangan instansi atasan untuk mencangkat anggota Badan Pemerintah

Harian dengan memperhatikan saran - saran dari Kepala Daerah jang ber

sangkutan serta memperhentikannja bila ternjata tidak dapat melaksana

kan tugasnja dengan sebaik - baiknja ,

Pasal 1 dan 2 ,

Djumlah pasti anggota Badan Pemerintah Harian telah ditetapkan da.

lam peraturan ini . Selain itu ditetapkan pula supaja d jumlah tersebut te

tap terisi sehin ga Kepala Daorah senantiasa mempunjai pembantu -pembantu

nja jang lengkap .

Pasal 3 .

Pada umumnja diikuti sjarat -sjarat jang berlaku bagi anggota Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah . Selain itu berhubung kedudukannja sebagai pem

bantu Kepala Daerah, sjarat - sjarat pendidikan dan pengalaman bekerdja da

lam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam sub c adalah wadjar . Faktor

faltor kepribadian mendapatkan perhatian chusus dalam sub f untuk mentje

gah masuknja orang-orang jang tidak mempunjai nama baik dalam masjarakat .

Selandjutnja untuk me jakinkan sifat tugasnja jang bersangkutan harus me

njatakan kesanggupannja untuk membantu Kepala Daerah. Untuk menghindarka

hubungan keluarga jang terlalu dekat antara Kepala Daerah dan anggota

anggota Badan Pemerintah Harian jang mungkin membawa keadaan jang kur an

wadjar perlu ditjantumkan sjarat dimaksud dalam sub 1 .

O

Pasal - pasal 4 ,
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1

1

Pasal-pasal 4 , 5 , 6 , 7 dan 8 .

Sebagaimana diterangkan dalam pond jelasan umum, dalam peraturan ini

diusahakan untuk mondudukkan orang -orang jang benar-benar diharapkan da

pat memberikan bantua i . sebesar-besarnja bagi Kepala Daerah dan bila ter

njata tidak dapat memenchi harapan itu , diberhentikan oleh instans i jang

berwenang .

Dalam pada itu , sebagai kebidjaksanaan dapat diperhatikan keinginan

keinginan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jaitu dengan

memperhatikan tjalon-tjalon dari anggota atau dari luar anggota Dewan

Perwakilan Rakjat Daerah jang diadjukan oleh Dewan tersebut . Perlu di .

tegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dapat memperhentikan

anggota - anggota Badan Pemerintah Harian, baik setjara perseorangan mau

pun setjara keseluruhan . Instansi atasan memperhatikan pelaksanaan prin

sip-prinsip peraturan ini , dan bila dipandang perlu dapat memberikan sa

ran - saran penjelesaian terhadap kesulitan-kesulitan jang timbul .

1

1

Pasal 9 .

Tjukup djelas ,

Pasal 10 .

Ketentuan-ketentuan peralihan ini dianggap perlu ditetapkan dalam

peraturan ini , berhubung dengan adanja ketentuan peralihan dalam pasal

19 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 ,

Pasal 11 dan 12 .

Tjukup djelas .

S = St = s .

1



-
1
4
1

L
A
M
P
I
R
A
N
:

I
X

DA
F
T A R

N
a
m
a -

n
a
m
a

G
u
b
e
r
n
u
r /

K
e
p
o
l
a

D
a
e
r
a
h

S
.
W
.
T
.I:

m
e
n
u
r
u
t

P
e
r
a
t
u
r
a
n

P
.
P
.

N
o
.
6
.

T
a
h
u
n

1
9
5
9
.

I
b
u

D
j
u
m
l
a
h

D
e
r
h
2

S
w
a
t
a
n
t
r
a

t
i
n
g
k
a
t

K
o
t
e
p
r
a
dja

V
i
l
a
j
a
h

K
o

t
a

N
a
m
a
2

G
u
b
e
r
n
u
r/
k
a

p
o
l
a

D
a
e
r
a
h

S
.
W
.
T
,I

m
e
n
u
r
u
t

P
.
P
.

N
0
,
6/

1
9
5
9.

D
a
e
r
a
h
2

S
w
a
t
a
n
t
r
a

t
i
n
g
k
a
t
I
.

N
O
.

U
.
U
.

P
e
n
b
e
n
t
u
k
a
n
.

1
.
'

I
.

P
U
I
A U

D
J

A
W
A

D
j
a
w
a

T
i
m
u
r
.

8
9
S
u
r
a
b
a
j
a

I
S
u
w
o
n
d
o

R
a
n
u
w
i
d
j
o
j
o
.

W
a
k
i
l
:

K
o
l
.

W
i
j
o
n
o
.

6
2
8

S
o
m
e
r
a
n
g

2
.

•
U
.
U
.

N
o
.
2/

1
9
5
0
j
o.

U
.
U
"

N
O.

1
8 /:
5
0 .
j
o.

p
s.

7
3

U
.
U
.

N
O.

1
/
1
9
5
7.

1
0
.
U
.

N
o
.

1
0
/
1
9
5
0.
j
o

p
3 ,

7
3

U
.
U
.

N
o
.
1 /

1
9
5
7.

I
U
.
U
.
'
N
o
.
1
1/

1
9
5
0

j
ó
.
p
s

7
3

U
.
U
.

N
o
.
1/

1
9
5
7.

M
e
g
h
t
a
r
.

W
a
k
i
l
:

S
u
j
o
n
o

A
t
m
o .

D
j
a
w
a

T
e
n
g
a
h
.

4
1

1
9

i
B
a
n
d
u
n
g

K
o
l
.

M
a
s
h
u
d
i
.

W
a
k
i
l:

M
r
.

A
s

t
r
a
w
i
n
a
t
a
.

3
.
'

D
j

w
a

B
a
r
a
t
.

1
4

1
D
j
o
k
s
j
a
k
a
r
t
a

4
.
!

D
a
e
r
a
h

I
s
t
i
m
e
w
a

D
j
o
k
j
a

k
a
r
t
o
.

1

I
U
.
U
.
N
0
.
3/

1
9
5
7.
j
o.

U
.
U
.'I

N
o
.
1
9/

1
9
5
0.

j
o
.
U
.
U
.
N
o
.

9
/
1
9
5
5.
j
o,

p
s
.
7
3

U
.
U
.

I
N
o
.
1/

1
9
5
7

·
U
.
U
.
D
.

N
O
.
?
0
/
1
9
5
0
.
j
o .

U
.
U
.

n
o
.
1 /

1
9
5
6.
j
o .

p
3

7
3

U
.
U
.

N
o
.
1 /

1
9
5
7 .

1
D
j
a
k
a
r
t
a

+
K
o
l
.

D
r

S
u
m
a
r
n
o
.

W
a
k
i
l
:

H
e
n
k

N
g
a
n
t
u
n
g
.

5
.
1

K
o
t
a
p
r
a
d
j
a

D
j
a
k
a
r
t
a

R
a
y
a.

.

I
I,

P
U
L
A
U

S
U
M
A
T
E
R
A
.

1
1
4

4

6
.
'
S
u
m
a
t
e
r
a

S
e
l
a
t
a
n
.

I
U
.
U
.

N
o
.
2
5/

1
9
5
9.(

L
.
N. (

N
0
.
7
0/

1
9
5
9.·

P
.
P
.
P
.

0
.
0
.
N
O
.
4/

1
9
5
0.

•
j
ó.

U
.
U
.

D
a
r
.
N
o
.
1
9/

1
9
5
7:

·
Ù
.
U
.
n
o.

6
1
/
1
9
5
8.

6
800

1
B
u
k
i
t

T
i
n
g
g
i.

"
S
r
i

S
u
l
t
a
n

H
a
m
e
n
g
k
u

B
u

s
o
n
o
I
X
.

i
w
a
k
i
l
:

S
r
i

P
a
k
u

A
l
a
m
.

P
a
l
e
m
b
a
n
g
,

I
A
c
h
m
a
d

B
a
s
t
a
r
i
.

K
a
h
a
r
u
d
d
i
n

G
e
l
a
r

D
a
t
u
k

•
R
a
n
g
k
ajo

B
a
s
a
,

7
.
S
u
m
a
t
e
r
a

B
a
n
e
t

1 "

11

ino



-1
4
2

-

8.
D
j
a
m
b
i

1
3

1
.

D
j

ûb
i

1
8
.

P
i
n
a
n
g

.

1L
e
t

.K
o
l

.J
u
s
u
f

.

!L
e
t
k
o
l

.K
a
h

r
u
d
d
i
n

IN
a
s
u
t
i
o
n

.

1
3

.

i
d
e
a

: (S
u
n
.
S
a
r
k
t

.

'P
.
P
.
P
.
U
.
U
.

1
0
.
4

/1
9
5
0

j
o
.
U
.
U
.

D
o
r

,N
o
.
1
9

/1
9
5
7

'U
.
U
.
N
o
.
6
1

/1
9
5
8

,

R
i
a
u

.

2
0

,
S
u
m
a
t
e
r
a

U
t
a
r
a

.
'U
.
U
.
N
o
.
2
4

/1
9
5
6
.
j
o
.
p
s

.
6

1
0

M
e
d
a
n

.

?
?

!.0
.
1

/1
9
5
7

IR
a
d
j
a

D
j
u
n
d

j
u
n
g
e
n

.

IW
a
k
i
l

:S
j
a
h
n
a
n

.

1
1
,
1

Atj
o
h

.
1

·U
.
U
.
N
o
.
2
4

/1
9
5
6

.j
o
.
p
s
.

!7
3
.
U
.
U
.
N
o
.
1

/1
9
5
7

.

'7 7
h
o
t
a
r
a
d
j
a

.
1 A
l
i

H
a
s

j
y

.

'I
I
I

.P
U
L
A
U

K
A
I
I
N
A
T
A
N

.

1
2
,
1

K
a
l
i
m
a
n
t
a
n

B
a
r
a
t

.
1

P
o
n
t
i
a
n
a
k

.
IJ
.
C
.

O
e
v
a
n
g

O
e
r
a
y

.

-

1
3
.
1

K
a
l
i
n
a
n
t
a
n

S
e
l
a
t
a
n

.
1

4
D
u
n
d

j
a
r
m
a
s

i
n

"H
r
a
j
i

M
a
k
s

i
d

.

U
.
U
.
:
1
0
:
2
5
/
1
9
5
6

j
o
i
p
s

.

* U
.

7
3

v
.
l
.

N
o
.
1

/ 1
9
5
7

:

U
.
U
.
N
O
:
2
5
/
1
9
5
6

j
o
.
p
s

'7
3
U
.
u
.
N
o
.
1

/1
9
5
7

.j
o

'U
.
U
.

'D
a
r

:N
o
.
1
0

/1
9
5
7

.

(U
.
U
.

N
0
.
2
1

/1
9
5
8

).

U
.
U
.
N
O
:
2
5
/
1
9
5
6
.
j
č
,
p
s

'
7
3

U
.
U
.
N
o
.
1

/1
9
5
7

.

IU
.
U
.
N
o
.
2
5

/1
9
5
6

j
o
.
U
U
D

·N
o
.
1
0

/ 1
9
5
7

.(U
.
U
.
N
o
.
2
1

)!

'1
9
5
8

)

1
4
.
1

K
a
l
i
m
a
n
t
a
n

T
i
m
u
r

.
3

S
a
n
a
r
i
n
d
a

,
iA
.
P
.
I
.

P
r
a
n
o
t
o

.

1
5
.
1

K
a
l
i
m
a
n
t
a
n

T
e
n
g
a
h

1

1

3i
P
a
l
a
n
g
k
a

R
a
j
a

!T
j
i
l
i
k

R
i
w
u
t

.

I
V

.K
E
P
U
L
A
U
A
N

M
A
L
U
K
U

1
6

:9
M
a
l
u
k
u

.
1

'U
.
U
.
D
.

N
o
.
2
2

/1
9
5
7

. (U
.
U

. '

'1
0
.
6
0

/1
9
5
8

)
31 3

A nb
o
n
i

IM
o
c
h

.P
a
d
a
n
g

.

V
.

P
U
T

A
U
I
R
I
A
I

1
7
.

'
I
r
i
a
n

B
a
r
a
t

.
S
o
a

-Si
u

' 2
.
A
b
i
d
i
n

S
j
a
h

.
iV
.
U
.
N
o
:
1
5
/
1
9
5
6

j
o
.
p
s
.

7
3

/U
.
U
.
N
o

:1 /1
9
5
7
.
j
o

.

'U
.
U
.
D
.

N
o
.
2
0

/1
9
5
7
.
U
.
U

."

IN
o
.
2
3

/1
9
5
8

.



1
4
3

V
I
.

K
U
I

U
A
T

N
U
S
A

T
E
N
G
G
A
R
A

1
8

I
i
s
i
n
g

r
a
d
j
a

i
A
n
a
k
A
g
n
g

S
u
t
e
d
j
a
.

1
8
.
!

B
2

1i
I

U
.
U
.
1
0
.
6
4/

1
9
5
8.(

L
.
N.

1
9
5
8/

1
1
0
.
1
1
5)

:

1
6

l
i
l
i
a

t
a
r
a
m

i
d
e
n

'
R
o
e
s
l
a
n

T
j
o
k
r
a
n
i
n
g
r
a
t
.

1

1
9
.
1

N
u
s
a

1
5
0
r
a

B
a
r
a
t
.

1
2

i
d
e
n

W
.
J
.

L
a
l
a
m
e

a
t
i
k
.

1
K
u
p
a
2
8

1

2
0
.

!
N
u
s
a

T
e
n
g
g
a
r
a

T
i
m
u
r
.

'
V
I
I
.

P
U
I
T
U

J
U
R
I
!

S
I
.

2
2
5

1
M
a
k
u
s
a
a
r
.

I
A
n
d
i

R
i
v
a
i.

I
P
.
I
.
N
o
.
5/

1
9
6
0,

S
u
l
a
w
e
s
i

S
e
l

t
a
n
.

2
1
.
1

2
1
8

1
M
e
d
o

-
i
d
e
n

M
r

B
a
r
a
n
u

l
i
.

I
W
a
k
i
l
:

T
u
n
b
e
l
a
a
.

2
2
.
1
S
u
l
a
w
e
s
i

U
t
:

r
c.

T
j
a

t
e
t
a
2

.

1

V
I
I
.
U
T
U

S
I
S
I

.

M
a
s
i
h

P
r
o
p
i
n
s
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
n

4
I

M
a
k
a
s
s
a
r

P
.
.

R
.
I
.
S
.
N
o
.
2
1

--



1

1

!









1

89017441833

b89017441833 a





89017441833

Б89017441833а


	Front Cover
	PELAKSANAAN PROGRAM KABINET KERDJA ...
	. ...
	7 ...
	Kekurangan jang djelas harus disempurnakan jalan ponghapusan ...
	Dengan ...
	Sehingga perbandingan antara keadaan (sampai) sekarang ini dengan ...
	mengatjaukan djalannja perekonomian sehingga setiap anggota ...
	T LITRAN : I ...
	4. ...
	Pasal 6. ...
	atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanja. ...
	karena sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ...
	3. ...
	v. ...
	Dengan demikian urusan-urusan jang kini termasuk kewenangan ...
	LAMPIRAN ...
	. ...
	: ...

